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ABSTRACT

This study is intended to test the agency theory by
analyzing possible influence of accounting conserva-
tism, institutional ownership and managerial owner-
ship to bondholder shareholder conflicts in the non-
financial companieslisted on the Indonesia Stock Ex-
change (IDX) in 2007 to 2009. The datais documented
from the Indonesian Capital Market Directory (ICMD)
and analyzed using multipleregression analysisby sig-
nificancelevel of 5%. Theresultsof theanalysisproved
that simultaneously, shareholder bondholder conflict
isinfluenced by accounting conservatism, institutional
ownership and managerial ownership by F =4.421 (>
4). Partially, of the three hypothesized variables that
affect conflict, only two variablesinvolved which ac-
counting conservatism and institutional ownership
witht each 2.609 and 2.355 (> 2). Managerial owner-
ship does not affect the conflict (t = 0.472 <2). The
results of this study are generally managed to confirm
the agency theory which explains that the parties in-
volved in the management of companies namely In-
vestor, Management, and Bondholder has their own
interests and seek to maximize those interests. To pre-
vent counter-productive conflicts, it would require a
variety of mechanisms including the application of
conservative accounting and through institutional
ownership.

Keywords: agency theory, bondholder-shareholder
conflict, conservative accounting, institutional own-
ership, managerial ownership

PENDAHULUAN

Sesual dengan teori agensi, lazimnya konflik terjadi
antara prinsipal atau pemilik dengan agensi atau
manajemen. Konflik bondholder shareholder berbeda
dengan konflik agensi tersebut. Konflik terjadi karena
adanya perbedaan kepentingan tentang pembayaran
dividen. Shareholder menuntut perusahaan
membagikan dividen yang tinggi sebagai hasil
investasinya. Sebaliknya, bondholder menuntut
perusahaan untuk tidak membayarkan dividen
berlebihan agar tersedia jaminan/aset cukup untuk
pembayaran utang. Shareholder melalui sertabersama:
samadengan manajemen jugamemiliki insentif untuk
melakukan transfer kesejahteraan melalui pembayaran
dividen. Kondisi tersebut menyebabkan bondholder
kehilangan jaminan pelunasan utang yang berpotensi
meningkatkan risiko tidak terbayar sehingga akan
memperbesar potensi konflik bondholder shareholder.
Menurut Ahmed et al. (2002) dan Sari (2004), untuk
mengefektifkan kontrak hutang, bondholder
mensyaratkan perusahaan yang berhadapan dengan
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konflik bondholder shareholder menggunakan
akuntansi konservatif. Konservatisme akuntansi dapat
membatasi pembayaran dividen yang dilakukan
managjemen, kecudi dalam kondis pembayaran dividen
sangat rendah. Menurut Hille (2011), dalam kondisi
pembayaran dividen rendah, penggunaan akuntansi
konservatif tidak berpengaruh dan atau mampu
mengatasi konflik bondholder shareholder.
Penggunaan akuntansi konservatif ditandai dengan
munculnya akrual negatif yang dihasilkan dari
penundaan pengakuan pendapatan dan mempercepat
pengakuan kerugian (Givoly dan Hayn, 2000).
Perusahaan akan |ebih cepat mengakui biaya-biayadan
menunda pengakuan terhadap pendapatan-
pendapatan. Akibatnya nilai perusahaan turun karena
rendahnya laba dan berpengaruh pada keterbatasan
fleksibilitas pendanaan (L eg, 2010).

Menurut teori konservatisme, akuntan harus
melaporkan nilai terendah dari beberapa nilai yang
mungkin untuk aktiva dan pendapatan serta nilai
tertinggi untuk kewajiban dan beban. Akuntansi
konservatif bermanfaat untuk mengatasi permasalahan
keagenan berkait keputusan investasi manajer,
meningkatkan efisiensi kontrak utang, fasilitasi
pengawasan kontrak, dan mengurangi biaya
pemeriksaaan (Lara et al.; 2007 dan Ahmed et al.;
2002). Konservatisme berperan dengan melaporkan
laba yang rendah sehingga dapat menekan insentif
manajer dan shareholder untuk melakukan transfer
kesgj ahteraan dengan carapembagian dividen berlebih.
Bondholder juga akan meminta perusahaan
menggunakan akuntansi konservatif ketika konflik
bondholder shareholder semakin tinggi.

Kepemilikan mangjerial, sebagai salah satu
manifestasi dari tatakel olayang baik, diharapkan dapat
membatasi tindakan oportunistik manajer dan share-
holder untuk memaksimalkan kepentingannya. Dengan
demikian, konflik bondholder shareholder dapat
direduksi. Dukungan kepemilikan mangjerial terhadap
penggunaan akuntansi konservatif dapat menekan
konflik bondholder shareholder. Menurut teori struktur
kepemilikan perusahaan, mangjer dan pemegang saham
memiliki kepentingan yang sama terhadap nilai
perusahaan dan bertentangan dengan kepentingan
bondholder. Oleh karena itu, mereka cenderung
memaks mumkan kesegjahteraannya dengan melakukan
transfer kesgjahteraan dari bondholder.

Menurut teori kontrak utang, untuk membatasi
adanya transfer kesejahteraan dan menyelaraskan
kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan, maka
perlu adanya mekanisme kontrak utang. Mekanisme
kontrak yang efisien menekankan pada penggunaan
kebijakan akuntansi konservatif. Ahmed et al. (2002)
berpendapat bahwa kontrak akan lebih efektif dengan
menggunakan akuntansi konservatif. Midiastuty dan
Mas'ud (2003) juga menyimpulkan bahwa bahwa
konflik dapat diatas dengan meningkatkan kepemilikan
manajerial dan kepemilikaninstitusional . Berdasarkan
uraian tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk
menjawab permasal ahan dan atau pertanyaan pendlitian
apakah konservatisme akuntansi, kepemilikan
manajerial, dan kepemilikan institusional secara
bersama-samaberpengaruh terhadap terjadinyakonflik
bondholder shareholder dan apakah konservatisme
akuntansi, kepemilikan mangjerial, dan kepemilikan
institusional secara parsial berpengaruh terhadap
terjadinya konflik bondholder shareholder.

MATERI DANMETODEPENELITIAN

Sesuai dengan teori keagenan, pada setiap perusahaan
terdapat hubungan kerja antara pihak pemberi
wewenang (prinsipal) dengan pihak yang menerima
wewenang (agensi) dalam bentuk kontrak kerja.
Menurut Jensen dan Meckling, (1976), agency theory
concerning the relationship between a principal
(shareholder) and an agent of the principal
(company’s managers). Agency theory is a very aca-
demic term. Essentially it involves the costs of resolv-
ing conflicts between the principals and agents and
aligning interests of the two groups. Teori agensi
mengasumsikan semua individu bertindak atas
kepentingannya shareholder yang diasumsikan hanya
tertarik kepada hasil investasinya yang bertambah
dalam perusahaan. Bondholder tertarik kepada
pelunasan utangnya. Agen diasumsikan menerima
kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-
syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Baik
prinsipal maupun agen berusaha memperbesar
keuntungannya sendiri. Prinsipal menginginkan
pengembalian yang besar atas investasinya dan
pelunasan utang tepat waktu, di mana salah satunya
terlihat dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham
yang dimiliki. Agen menginginkan kepentingannya
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diakomodir dengan pemberian kompensasi, bonus,
insentif, dan remunerasi yang besar atas kinerjanya
dalam mengel ola perusahaan.

Prinsipal perlu menilai kinerja agen dalam
penentuan pemberian kompensasi, bonus, insentif, dan
remunerasi. Prinsipal menilai prestasi agen berdasarkan
kemampuannyamemperbesar |abauntuk dial okasikan
pada pembagian dividen. Semakin tinggi laba, harga
saham, dan dividen, maka agen dianggap memiliki
kinerja baik sehingga layak mendapat kompensasi
tinggi. Apabilatidak ada pengawasan yang memadai,
maka agen dapat berperilaku oportunistik dengan
memanipulasi kondisi keuangan seolah-olah
perusahaan mencapai target sesuai harapan prinsipal
(Midiastuty dan Mas' ud, 2003). Akibatnyaterjadi cre-
ative accounting yang menyalahi aturan, seperti
adanya piutang yang tidak mungkin tertagih yang tidak
dihapuskan, capitalisasi expense tidak semestinya,
pengakuan penjualan tidak semestinya yang
berdampak pada besarnya nilai aktiva dalam neraca
yang dapat mempercantik | aporan keuangan walaupun
bukan nilai yang sebenarnya. Hal ini menimbulkan
asimetri informasi antara stakeholders dengan
mangjemen.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), terdapat
tiga macam sumber pendanaan, yaitu inside equity,
outside equity, dan debt. Total nilai pasar ekuitasadalah
S=§ + S, dantotal nilai pasar dari perusahaan adalah
V =(S+S) +B. Dengan mengasumsikannilai V tetap,
maka semakin besar nilai B (utang) makanilai ekuitas
pemegang saham yang dilambangkan dengan S, + S,
akan semakin kecil. Oleh karenaitu, potensi terjadinya
transfer kesgjahteraan dari B ke S + S akan semakin
besar dan mengakibatkan tingginya biaya keagenan.
Untuk membatasi transfer kesejahtraan tersebut perlu
adanyamekanisme kontrak hutang.

Pada perusahaan skala kecil, kebutuhan untuk
memperoleh pendanaan dari utang relatif sangat kecil .
Oleh karenaitu, kepemilikan perusahaan sepenuhnya
ada di tangan shareholder sehingga tidak mungkin
terjadi konflik. Konflik bondhol der shareholder timbul
saat perusahaan mencari pendanaan dari utang. Konflik
berpotensi timbul karena pembayaran dividen yang
terlalu tinggi menyebabkan ancaman bagi bondhol der
karena dapat mengurangi aktiva untuk pelunasan
utang. Almilia(2007) berpendapat, utang memberikan
insentif bagi mangjer dan shareholder untuk melakukan

tindakan-tindakan yang dapat mengurangi nilai
perusahaan, melalui keputusan-keputusan pendanaan
dengan cara pembayaran dividen. Mangjer dan share-
holder juga dapat menguntungkan dirinya sendiri
dengan cara menggunakan kekuasaannya untuk
memaksa perusahaan membayar dividen dan
menggunakan al asan mencari tambahan pendanaan dari
luar yang lebih besar (LaPortaet al., 2000). Mengacu
padateori agens yang mengasumsikan masing-masing
pihak berkonflik untuk memaksimalkan
kepentingannya, maka semakin besar kepemilikan
manajerial maupun institusional berarti semakin besar
konflik bondholder shareholder karena adanya usaha
memaksimalkan keuntungan bagi dirinya untuk
memperoleh dividen.

Konflik bondholder shareholder terjadi karena
perbedaan kepentingan mengenai kebijakan
pembayaran dividen akibat adanya pendanaan
investasi dari hutang. Bondholder memintaperusahaan
untuk tidak membayarkan dividen berlebih agar tersedia
kecukupan aktivaminimum untuk pembayaran utang,
sedang shareholder menuntut adanya pembayaran
dividen terus menerus dan jumlahnyabesar (Ahmed et
al., 2002; dan Sari, 2004). Dua bentuk hubungan
keagenan yang terpengaruh oleh kebijakan dividen
adalah hubungan pemegang saham-kreditur dan
hubungan manajer-pemegang saham.

Dalam konflik bondholder shareholder,
diasumsikan shareholder memilih dan mengangkat,
mengkompensasi dan memecat mangjer, sehingga
dianggap efisien untuk menyamakan tujuan manajer
dengan tujuan pemegang saham (Haryono, 2005).
Shareholder dapat memaksa manajemen perusahaan
membayar dividen yaitu dengan memilih pejabat dalam
perusahaan yang menawarkan kebijakan dividen sesuai
harapan shareholder dan menggunakan al asan mencari
tambahan pendanaan dari luar yang lebih besar
sehingga perusahaan secara terus menerus
membayarkan dividen untuk menarik investasi masuk
(LaPortaet al., 2000).

Menurut Almilia (2007), utang memberikan
insentif bagi mangjer dan shareholder untuk melakukan
tindakan-tindakan yang dapat mengurangi nilai utang
dan memperbesar nilai ekuitasnyamelalui keputusan-
keputusan investasi dan keputusan-keputusan
pendanaan. K eputusan investasi dapat mempengaruhi
bagian manajer dan shareholder atasnilai perusahaan,
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melalui mekanisme dispersion effect, dan repayment
effect. Pada dispersion effect, jika terdapat 2 proyek
investasi yang mempunyai dispersi yang berbeda,
perbedaan dispersi tersebut akan mempengaruhi nilai
pasar utang. Pengaruh dispersi terhadap nilai pasar
utang disebabkan adanya perbedaan probabilitas debt
default. Nilai pasar utang akan |ebih besar bagi proyek
investasi yang mempunyai dispersi yang lebih rendah.

Nilai perusahaan merupakan penjumlahan nilai
utang dan nilai ekuitas, sehingga dengan nilai
perusahaan tetap, kenaikan nilai hutang akan
mengurangi nilai ekuitas. Nilai ekuitas menunjukkan
bagian kesejahteraan manajer dan shareholder.
Managjer dan shareholder cenderung memilih proyek
investasi yang mempunyai dispersi yang besar
(sehingganilai utang turun). Manajer dan shareholder
dapat melakukan transfer kesejahteraan dari bond-
holder, dengan menyatakan akan mengambil proyek
yang dispersinya kecil, sehingga nilai utang yang
diperoleh akan tinggi, tetapi kemudian managjer dan
shareholder memilih proyek investas yang dispersinya
besar, sehinggamanajer dan shareholder memperoleh
tambahan kesgjahteraan dari penurunan nilai utang
tersebut.

Pada mekani smerepayment effect, shareholder
menginginkan agar manajer memilih investasi yang
menguntungkan meski beresiko tinggi. Jikainvestasi
ini dipilih, maka resiko utang tidak dapat dilunasi
semakin besar. Sebaliknya bondholder menginginkan
manajer memilih investasi beresiko rendah untuk
mengurangi resiko gagal bayar. Pemegang saham
kurang menyukai investasi seperti ini karena tingkat
pengembaliannyalebih kecil.

K esgjahteraan dapat ditransfer melalui 2 tipe
aktivitas pendanaan yakni pembayaran dividen dan
reordering of financial claims. Pembayaran dividen
yang terlalu tinggi menyebabkan ancaman bagi bond-
holder karena mengurangi aktiva yang seharusnya
tersedia untuk pelunasan utang. Meskipun dalam
prosedurnya utang dibayar terlebih dahulu, bond-
holder tetap khawatir terhadap tindakan manajemen
yang oportunistik yang dapat menyebabkan
berkurangnya aktiva perusahaan untuk pelunasan
utang. Pengeluaran sgjumlah utang tambahan akan
mentransfer kesegjahteraan dari bondholder kepada
manajer dan dalam prosestersebut akan timbul biaya-
biayayang mengurangi nilai perusahaan. Hal ini dapat

terjadi untuk pengeluaran utang tambahan yang
mempunyai prioritas samaatau lebih tinggi dari hutang
awal dan pengeluaran utang tambahan yang
prioritasnyalebih rendah.

Terdapat beberapa cara dan sekaligus faktor
yang diidentifikasi berpengaruh terhadap terjadinya
konflik shareholder bondholder. Menurut Watt (2002),
diperlukan adanya kontrak utang untuk mengatasi
konflik, sedang menurut Begley dan Freedman (2004),
diperlukan adanya batasan terhadap kebijakan
pendanaan dan investasi. Bondholder pada umumnya
menuntut penggunaan akuntansi konservatif terhadap
kebijakan dividen untuk memastikan tidak adanya
pemberian dividen berlebih dan distribusi aktiva
Penerapan akuntansi konservatif juga diidentifikasi
berdampak pada penurunan konflik karena biaya
keagenan akan semakin rendah (Kwon, 2005).
Perusahaan yang berhadapan dengan tingginyakonflik
bondholder shareholder berkait kebijakan dividen
cenderung menggunakan akuntansi konservatif
(Ahmed et al., 2002). Penggunaan akuntansi
konservatif juga dapat meningkatkan efektivitas dari
kontrak utang (Li dan Mehta, 2010). Tujuannya
memastikan pembatasan pembayaran dividen,
pengembalian pinjaman dan tersedianya aktiva untuk
pelunasan utang. Pada sisi lain, Hille (2011), tidak
menemukan hubungan antara konflik bondholder
shareholder dengan konservatisme akuntansi yang
diakibatkan pembayaran dividen rendah.

Selain konservatisme akuntansi, menurut
Jensen dan Meckling (1976), kenaikan nilai utang bond-
holder akan menurunkan nilai ekuitas manajer dan
shareholder. Mangjer dan shareholder memiliki insentif
untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat
mengurangi nilai utang dan memperbesar nilai ekuitas
melalui keputusan-keputusan pendanaan. Utang
mendorong manajer dan shareholder untuk melakukan
transfer kesejahteraan dari bondholder melalui
pembagian dividen (Almilia, 2007). Mengacu padateori
agensi yang mengasumsikan masing-masing pihak
berkonflik untuk memaksimalkan kepentingannya, maka
semakin besar kepemilikan mangjerial berarti semakin
besar konflik bondholder shareholder karena setiap
manajer yang memiliki kepemilikan mangjerial berusaha
memaksimalkan keuntungan bagi dirinya untuk
memperoleh dividen. Kepemilikan mangjeria dipandang
dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan
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dalam permasal ahan keagenan. Midiastuty dan Mas' ud
(2003) membuktikan bahwa kepemilikan mangjerial
berpengaruh terhadap konflik agensi, sedang Fauz dan
Rosidi (2007) belum berhasil membuktikan bahwa
kepemilikan mangjerial berpengaruh terhadap konflik
bondholder shareholder. Shareholder dapat memaksa
manajemen membayar dividen dengan memilih pejabat
dalam perusahaan yang menawarkan kebijakan dividen
sesuai harapan shareholder (LaPortaet al., 2000).
Kepemilikan institusional juga diidentifikasi
mempengaruhi konflik bondholder shareholder.
Kepemilikan institusional berperan sebagai pengawas
yang efektif terhadap manajemen perusahaan karena
menguasal mayoritas ssham dan memiliki sumber daya
lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham.
Hartzell dan Starks (2003) menemukan bahwainstitusi
memiliki peranan dalam melakukan pengawasan
terhadap manajemen perusahaan berkait masalah
agensi. Shareholder berperan dan mempunyai
kewenangan memilih dan  mengangkat,
mengkompensasi, dan memecat manajer sehingga
dianggap efisien untuk menyamakan tujuan manajer
dengan tujuan pemegang saham. Shareholder
institusional dapat memanfaatkan kapasitas yang
dimilikinyauntuk meningkatkan kesg ahteraan pihaknya
sendiri dengan mengabaikan pihak lain (Haryono, 2005).
Besarnyakepemilikaningtitusional memberikan
tekanan kepada manajer yang ingin terlihat baik di
depan pemegang saham dengan memperlihatkan
kinerjanya. Salah satu cara agar kinerja manajer
dianggap bagus dengan melunasi hutang perusahaan
dan membagikan dividen terus menerus untuk menarik
investasi masuk. Shareholder dapat memaksa
manajemen membayar dividen dengan memilih pejabat
dalam perusahaan yang menawarkan kebijakan dividen
sesuai harapan shareholder dan menggunakan alasan
mencari tambahan pendanaan dari luar yang lebih besar
untuk menarik investasi masuk (LaPortaet al., 2000).
Semakin besar kepemilikan ingtitusional berarti semakin
besar konflik bondholder shareholder karenainsvestor
institusional mengharapkan return yang tinggi dalam
bentuk dividen dan capital gain (Jensen, 1986).
Menurut Midiastuty dan Mas ud (2003), berdasarkan
hasil penelitiannya, kepemilikan institusional
berpengaruh terhadap konflik agensi yakni konflik yang
terjadi antara shareholder dan bondholder.
Pendlitian ini merupakan penelitian sebab akibat

(korelasional) yang dimaksudkan untuk menyelidiki
kemungkinan adanya pengaruh antar variabel
penelitian yang meliputi konservatisme akuntansi,
kepemilikan mangjerial, kepemilikan institusional dan
konflik bondholder shareholder, serta mempelgjari
sejauh mana variasi suatu faktor berkaitan dengan
varias satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien
hubungan atau koefisien lainnya. Penelitian ini
menggunakan data sekunder berupa datayang berasal
dari laporan keuangan perusahaan yang bukan
merupakan sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia.
Laporan keungan perusahaan didokumentasikan dari
Indonesian Capital Market Directory (ICMD).
Penelitian dilakukan atas perusahaan yang bukan
termasuk sektor keuangan, membagian dividen
meskipun tidak berurutan dari tahun 2007 sampai tahun
2009, dan menerbitkan laporan keuangan secara
lengkap periode tahun 2005 sampai tahun 2009. Total
observasi dalam penelitianini berjumlah 101. Analisis
datadilakukan melalui analisisregresi bergandadengan
taraf signifikansi 5%, sedang pembahasan dan
penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode
deduksi maupun induksi.

Variabel-variabel dalam penelitian ini
didefinisikan dan diukur berdasarkan teori tertentu.
Konservatisme (KONS) merupakan sebuah tindakan
penuh kehati-hatian yang dilakukan oleh perusahaan
ketikamenyusun laporkan keuangan. Perusahaan yang
menganut akutansi konservatif, cenderung memiliki
akrual negatif disebabkan laba bersih yang dihasilkan
lebih kecil dari kasbersih yang diperoleh dari aktivitas
operasi. Akrual ini memiliki sifat hidden reserve dan
akan berbalik menjadi akrua positif di masamendatang.
Untuk mempermudah perhitungan statistik, nilai akrual
negatif dikali -1 sehingga nilainya menjadi positif.
Konservatisme diukur dengan model pengukuran
menurut Laraet al. (2007) dengan rumus:

2 NI, , +BDep, , —CFO,

it—x
KONS,= XZ:; T.Aktiva, _, -1
Keterangan:
KONS, = Konservatisme Akuntansi
perusahaan i tahun t
NI, = LabaBersihperusahaani tahun
sebelumnya
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B.Dep,, = Bebandepresiasi perusahaani
tahun sebelumnya

CFO,,, = ArusKas operasional perusahaan i
tahun sebelumnya

T.Aktiva = Total aktiva perusahaan i padatahun

1,t-x

sebelumnya

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan
saham perusahaan oleh institusi di luar perusahaan.
Pengukuran terhadap kepemilikan institusional melihat
pada persentase saham, dimanamembagi jumlah saham
yang dimiliki pihak ingtitusi dari luar perusahaan dengan
total saham yang beredar. Rumus yang digunakan
sesuai penelitian Midiastuty dan Mas' ud (2003):

Kepemilikan Institusional =

Jumlah Saham Dimiliki ISitus
x100%

Jumlah Saham Beredar

Kepemilikan Manajerial (MANOWN).
Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham
perusahaan oleh direksi maupun komisaris perusahaan.
Kepemilikan mangjerial diukur berdasarkan persentase
saham yang dimiliki manajemen dengan rumus
sebagai manadigunakan Midiastuty dan Mas' ud (2003)
sebagai berikut:

Kepemilikan Mangjeria =

Jumlah Saham Dimiliki Mangjerial

Konflik Bondholder Shareholder (KONF).
Konflik ini terjadi diseputar kebijakan dividen
perusahaan. Bondholder sebagai pihak yang memberi
pinjaman kepada perusahaan menuntut agar
perusahaan tidak membagikan dividen berlebihan
diatas nilai yang telah ditentukan sedangkan share-
holder menuntut agar perusahaan membagikan dividen
yang besar. Konflik diukur menggunakan proksi tingkat
pembayaran dividen dengan membagi dividen yang
dibayarkan dengan total aktiva perusahaan. Jika
perusahaan membayarkan dividen dengan level yang
rendah, maka konsentrasi bondholder terhadap
pembayaran dividen berkurang. Konflik diukur dengan
menggunakan formul a sebagai mana digunakan Ahmed
etal. (2002) sebagai berikut:

Tingkat Pembayaran Dividen =

Deviden Yang Dibayarkan
x100%

Total Aktiva Perusahaan

HASL PENELITIAN

Statistik diskriptif variabel penelitian yang melipuiti
konflik bondholder shareholder, kepemilikan
manajerial, kepemilikan institusional, dan
konservatisme akuntansi nampak seperti padaTabel 1.
Konflik bondholder shareholder terjadi antara 0,07%
sampal 33,57%, dengan rata-rata 4,28% dan standar
deviasi 6,38%. Kondisi tersebut mengindikasikan

x 100% bahwa ‘tingkat’ konflik tidak terlalu tinggi meskipun
Jumlah Saham Beredar dengan rentang yang cukup lebar.
Tabe 1
Statistik Deskriptif Variabel
N Minimum Maximum Mean Sd. Dev.

KONF 101 ,0007 3357 042814 ,0638206
KONS 101 -,6355 5198 -,024821 ,2337807
MANO 101 ,0000 2561 ,011600 ,0392562
ONSO 101 1232 ,9900 ,702187 ,2061236
ValidN (listwise) 101

Sumber: Hasil penelitian. Datadiolah.
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Konservatisme akuntansi perusahaan rata-rata
-0,024 dengan konservatisme tertinggi 0,519 dan
terendah -0,635 dan standar deviasi 0,233. Dilihat dari
rata-ratanyayang negatif nampak perusahaan di Indo-
nesia cenderung menggunakan akuntansi optimis,
sebagai akronim dari konservatif. Kepemilikan
managjerial rata-rata hanya 1,16% dan tertinggi 26%.
Banyak perusahaan yang para mangjernya tidak ikut
memiliki perusahaan atau kepemilikan mangjerial
sebesar nol. Pada sisi lain, kepemilikan institusional
terendah 12,32% dan tertinggi 99,00% dengan rata-
rata 70,21%. Dua kondisi terakhir mengindikasikan
bahwa tingkat kepemilikan manajerial perusahaan
sangat rendah. Kepemilikan perusahaan justru
mayoritas dipunyai oleh institusi-institusi.

Hasil analisis regresi mengindikasikan bahwa
secara simultan variabel konservatisme akuntansi,
kepemilikan mangjerial, dan kepemilikan institusional
berpengaru terhadap konflik bondholder shareholder
dengan F = 4,421 dan Sig = 0,006, sehagai mananampak
pada Tabel 2. Hasil andlisis ini membuktikan bahwa
hipotesis yang menyatakan bahwa konservatisme
akuntansi, kepemilikan mangjerial, dan kepemilikan
institusional berpengaruh terhadap konflik bondhol der

sharehol der.

Secara parsial, dari 3 variabel yang digjukan
sebagai faktor berpengaruh terhadap konflik bond-
holder shareholder, hanya 2 variabel yang secara
signifikan terbukti berpengaruh yakni kepemilikan
institusional dan konservatisme akuntansi dengan nilai
t masing-masing 2,355 (Sig 0,021) dan 2,609 (Sig 0,011),
sedang variabel kepemilikan manajerial tidak
berpengaruh secarasignifikan (t =0,472 dan Sig=0,638),
sebagai mananampak padaTabel 3. Dengan demikian,
hipotesis yang menyatakan bahwa konservatisme
akuntans: mempengaruhi konflik bondholder share-
holder dan kepemilikan institusinal mempengaruhi
konflik bondholder shareholder terbukti. Sebaliknya,
hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan
manajerial mempengaruhi konflik bondholder share-
holder ditolak.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis nampak bahwa secara
bersama-sama, konservatisme akuntansi, kepemilikan
institusinal, dan kepemilikan mangjerial berpengaruh
terhadap konflik bondholder shareholder. Hasil

Tabe 2
Pengar uh Simultan Variabel
M odel Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 049 3 016 4421 006
Residual 358 97 004
Total 407 100
Sumber: Hasl pendlitian. Datadiolah.
a. Predictors: (Constant), KONSERV, INSOWN, MANOWN
b. Dependent Variable: KONFLIK
Tabel 3
Pengar uh Parsial Variabel
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Sd. Error Beta T Sig.
1 (Constant) -008 023 -340 735
MANOWN 078 165 048 AT2 638
INSOWN 073 031 237 2355 021
KONSERV 069 026 251 2,609 011

Sumber: Hasil pendlitian. Datadiolah.a. Dependent Variable: KONFLIK
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tersebut dapat mudah dipahami. Konservatisme
mencerminkan sikap kehati-hatian manajemen dalam
menyusun laporan keuangan, khususnya dalam
kondisi yang penuh dengan ketidakpastian.
K onservatisme mengantisipasi kemungkinanterjadinya
hal-hal yang berpengaruh negatif terhadap kondisi
keuangan perusahaan, tetapi tidak sebaliknya. Biaya-
biaya dan atau kerugian yang mungkin akan timbul
harus segera diakui. Sebaliknya, kemungkinan
diperolehnya keuntungan atau pendapatan pada masa
yang akan datang tidak boleh diakui sebelum
keuntungan tersebut benar-benar terjadi.

Melalui konservatisme, suatu perusahaan akan
terhindar dari kerugian besar pada masa-masa
mendatang karena kerugian-kerugian tersebut telah
diantisipasi dan diakui sebelumnya yakni dengan
bersiap untuk tidak memperoleh keuntungan dan
mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian.
Kondisi tersebut akan menjamin para pihak yang
bertransaksi atau sekurang-kurangnya mengikat
perjanjian dengan perusahaan, karena laporan
keuangan yang disgjikan benar-benar menunjukkan
kondisi yang sesungguhnya serta tidak
menggelembungkan keuntungan yang menyesatkan
terutamabagi investor luar atau bondholder. Di samping
itu, konservatisme akan meredam terjadinya konflik
yang disebabkan oleh kebijakan deviden.
K onservatisme akan menekan pembagian deviden yang
berlebih. Bondholder pada umumnya menuntut
penggunaan akuntansi konservatif terhadap kebijakan
dividen untuk memastikan tidak adanya pemberian
dividen berlebih dan distribusi aktiva. Hasil penelitian
ini berhasil mengkonfirmasi konsep dan atau penelitian
sebelumnya. Kwon (2005) menyimpulkan bahwa
penerapan akuntansi konservatif juga diidentifikasi
berdampak pada penurunan konflik karena biaya
keagenan akan semakin rendah. Menurut Ahmed et al.
(2002), perusahaan yang berhadapan dengan tingginya
konflik bondholder shareholder berkait kebijakan
dividen cenderung menggunakan akuntansi
konservatif untuk meredam atau mereduksinya. Li dan
Mehta (2010) menyatakan bahwa penggunaan
akuntansi konservatif juga dapat meningkatkan
efektivitasdari kontrak utang.

Di samping konservatisme akuntansi,
kepemilikan institusional juga berpengaruh terhadap
konflik bondholder shareholder. Hasil ini

mengkonfirmasi bahwa berdasarkan teori keagenan,
dalam suatu perusahaan terdapat para pihak yakni
shareholder, manajemen, dan bondholder yang
mempunyai kepentingan yang berbeda dan bahkan
saling berseberangan. Masing-masing pihak juga
berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya
sehingga potensi terjadinya konflik sangat besar.
Keberadaan shareholder institusi dipastikan akan
memperkuat posis tawar-menawar shareholder. Melalui
kepemilikaninstitusiona , kepemilikan (hak/suara) yang
sebelumnya menyebar ke individu-individu sehingga
relatif cair dan beragam menjadi berpadu dan padat.
Dengan kekuatan yang semakin padu dan padat, usaha
shareholder untuk memperjuangkan kepentingannya
sertamengalirkan kesejahteraan sebanyak-banyaknya
ke pihak shareholder akan semakin keras.
Shareholder juga akan semakin perkasa untuk
memaksa manajemen agar mengembangkan dan
mengambil kebijakan-kebijakan, khususnyayang terkait
dengan pembagian deviden, menjadi lebih pro-share-
holder. Para mangjer menjadi lebih pro-shareholder,
baik sukamaupun terpaksa, karenabagi manajer yang
tidak pro shareholder, karirnya di perusahaan pasti
terancam. Kondisi ini menyebabkan kepentingan bond-
holder akan tereduksi bahkan mungkin tereliminasi,
sehingga konflik tidak mungkin dihindari dan bahkan
semakin menjadi-jadi. Hasil penelitian ini sekaligus
mengkonfirmasi pendapat Hartzell dan Starks (2003),
Haryono (2005), LaPortaet al. (2000), Jensen (1986),
sertaMidiastuty dan Mas' ud (2003) yang secaraumum
berkesimpulan bahwa besar kepemilikan institusional
berarti semakin besar konflik bondholder shareholde.
Berbeda dengan konservatisme akuntansi dan
kepemilikan institusional yang berpengaruh,
kepemilikan managjerial tidak mempengaruhi konflik
bondholder shareholder. Hasil ini berbeda dengan
beberapa penelitian sebelumnya. Sesuai dengan teori
keagenen, setiap pihak yakni shareholder, manage-
ment, maupun bondholder, berjuang untuk
memaksimalkan kepentingannya yakni memperoleh
kesejahteraan. Hal tersebut berarti bahwa semakin
besar kepemilikan mangjerial berarti semakin besar
konflik bondholder shareholder karena setiap manajer
yang memiliki kepemilikan manajerial berusaha
memaksimalkan keuntungan bagi dirinya untuk
memperoleh dividen, sebagaimana hasil penelitian
Midiastuty dan Mas'ud (2003) yang berhasil
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membuktikan bahwa kepemilikan manajerial
berpengaruh terhadap konflik agensi karena, sebagai
sesamashareholder, shareholder mempunyai kekuatan
memaksamanaemen membayar dividen sesual dengan
harapan shareholder atau kalau tidak mau dipaksa,
mengganti manajemen dengan orang lain yang
mempunyai komitmen untuk mengembangkan dan
mel aksanakan kebijakan dividen sesuai harapan share-
holder (LaPortaet al., 2000).

Tidak berpengaruhnyakepemilikan mangjerial
terhadap konflik bondholder shareholder sejalan
dengan penelitian Fauz dan Rosidi (2007) yang belum
berhasil membuktikan bahwa kepemilikan mangjerial
berpengaruh terhadap konflik bondhol der shareholder.
Terdapat beberapa faktor yang diidentifikasi menjadi
penyebab kepemilikan managjerial tidak berpengaruh
terhadap konflik bondholder shareholder, yakni,
sekurang-kurangnya1) tingkat kepemilikan managjerial
perusahaan go public non keuangan di Indonesiamasih
sangat rendah. Rata-rata kepemilikan manajerial
perusahaan tersebut hanya 1,16% serta 70,3%
perusahaan mempunyai saham yang dimiliki oleh
manajemen, 2) managemen berada pada posisi yang
menyulitkan karena secara teknis manajemen harus
mengamankan kepentingan pemberi kredit (bond-
holder) sebagai bagian dari sumber pendanaan yang
terikat padakontrak, sedang padasisi lain manajemen
juga harus secara konsisten mengawal kepentingan
shareholder sebagai pihak yang menugaskannya
(prinsipal) sebagai manajemen perusahaan (agensi).
Posisi ini menyebabkan fungsi manajemen untuk
mengelola dan atau mereduksi konflik menjadi
terabaikan, 3) manajemen perusahaan di Indonesia
belum cukup baik dan memenuhi prinsip-prinsip tata
kelola perusahaan yang baik sehingga perlindungan
terhadap kreditor tidak memadai. Perusahaan di Indo-
nesiajugadiidentifikasi masih berorientasi padatujuan
klasik perusahaan yaitu untuk meraih keuntungan
sebanyak-banyaknyauntuk memaksi malkan kekayaan
shareholder (Yahanpath dan Joseph, 2011).

SIMPULANDAN SARAN
Simpulan

Secarasimultan, konservatisme akuntansi, kepemilikan
institusional, dan kepemilikan mangjerial berpengaruh

terhadap konflik bondholder shareholder. Secara
parsial, hanya konservatisme akuntansi dan
kepemilikan institusional yang berpengaruh terhadap
konflik bondholder shareholder; sedang kepemilikan
manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap
konflik bondholder shareholder. Hasil penelitian ini
mengindikasikan bahwa konflik antara bondholder
dengan shareholder dapat dikelola melalui
penggunaan konsep konservatisme dalam penyusunan
laporan keuangan, kepemilikan institusional, maupun,
secarabersama-sama, kepemilikan mangjerial. Konsep
konservatisme juga dipandang masih relevan
khususnya dalam penanganan konflik yang terjadi
antarapemilik, pengelola, maupun kreditor sebagaimana
dijelaskan dalam teori keagenan.

Saran

Daam penelitianini, variabel konservatisme akuntansi
maupun konflik bondholder shareholder diukur
dengan menggunakan pendekatan atau proksi serta
hanya berdasarkan data sekunder. Oleh karena itu,
sekecil apapun, pasti terdapat bias dalam pengukuran
keduavariabel tersebut. Untuk penelitian selanjutnya,
disarankan agar penggunaan proksi sertadatasekunder
direduksi dan dikembangkan pengukuran yang lebih
memanifestasikan variabel yang akan diukur yang
menyangkut kebijakan dan perilaku sertakonflik.
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ABSTRACT

The purpose of thisresearch wasto analyzethe effect
of transformational leadership, trust in supervisor, in-
dividual-focused organizational citizenship behavior,
and organization-focused organizational citizenship
behavior on nurse service quality. Servicequality serves
as endogenous variable, transformational leadership
as exogenous variable, and trust in supervisor, indi-
vidual-focused organizationa citizenship behavior, and
organization-focused organizationa citizenship behav-
ior as mediator variables.Three hundred fifty-three
nurses as respondents from five private hospital in
Surakartahad comprehensively filledin the given ques-
tionnaires. Based on the analysis of structural equa-
tion modeling, it was discovered that the model of the
research met the model stest criteria based on the in-
dexesof propernesstest: RMSEA. CMIN, GFI, AGFI,
TLI, CFl and NFI. Thisresearch also revealed several
results. First, transformational leadership has positive
influences on nurse’strust to theleader, OCBI, OCBO
and service quality. Second, trust in supervisor influ-
ences OCBI and OCBO. Third, OCBO influences ser-
vice quality, while OCBI does not. Fourth, trust in the
leader partially mediates the influence of transforma-
tional leadership to both OCBO and OCBI. Fifth,
OCBO mediates, while OCBI doesnot mediatethein-

fluence of transformational leadership to service qual-
ity.

Keywords: transformational leadership, trust in super-
visor, ideal organizational citizenship behavior, service
quality

PENDAHULUAN

Pasien menjadi fokus perhatian terpenting bagi
pimpinan dan karyawan suatu rumah sakit. Banyak
rumah sakit bangkrut bukan karena struktur biaya,
namun lebih karena ketidaktepatan kualitas layanan
yang sesuai dengan harapan pasien (Cleverly, 1993).
Perawat merupakan salah satu el emen terpenting dalam
proses pemberian perawatan dan layanan rumah sakit
karena curahan waktu dan energi yang lebih besar.
Untuk itu perawat merupakan salah satu magnet
kualitas layanan yang perlu menampilkan perilaku
perawatan dan pelayanan ideal. Untuk itu perawat
harus menampilkan kontak fisik dan inderawi serta
emosi yang selalu siap melayani pasien secara
kompeten, tulus, dan penuh pengabdian.

Adkins (2000) menjelaskan bahwa75% alasan
penghentian seseorang dalam berlangganan barang
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dan jasakarenakesalahan kualitaslayanan yang tidak
sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan
bahwa peranan pemberian keunggulan kualitas
pelayanan terutama oleh tenaga yang berada di lini
depan yang berkaitan langsung dengan fungsi layanan
menjadi sangat penting. Untuk sebuah rumah sakit,
perilaku layanan perawat berpengaruh pada kualitas
layanan jasa dan kinerja (Broomberg & Mills, 2004).
Hal ini senada dengan pendapat Ryan (2009) yang
menj el askan bahwa perilaku layanan perawat di suatu
rumah sakit mempengaruhi tingkat kesembuhan pasien.
Perilaku layanan pada pasien yang ideal memerlukan
lubrikasi (ramuan atau pelumasan) tertentu. Di antara
bentuk lubrikasi tersebut adalah kepercayaan perawat
pada supervisor dan jgjaran kepemimpinan lainnya.
Supervisor harus selalu membangun kepercayaan
melalui perilaku profesional, adil, dedikatif, dan
akomodatif. Jika supervisor rumah sakit dapat
membumikan kepercayaan pada setiap perawat, maka
perawat tak ada alasan untuk tidak mempercayainya
dan mendorong untuk semakin loyal seperti yang
dikemukakan Yukl (2010) bahwa dengan penampilan
perilaku dan kinerjajauh di atas yang diharapkan.
Perilaku dan kinerjalebih dari panggilantugas
terlepasdari pertimbangan kompensasi finansial inilah
yang menurut Oetama (2008) dikenal dengan istilah
perilaku ideal perilaku kewargaan organisasi (PIKO)
sebagai terjemahan dari organizational citizenship
behavior (OCB). Dikatakan ideal karena memang
diperlukan upaya ekstra untuk memahami dan
mewujudkan perilaku tersebut sebagai salah satu
keunggulan kompetitif yang sulit ditiru, karenadiramu
dari keunggulan keunikan keperilakuan. Williamsdan
Anderson (1991) membedakan perilaku ideal
kewargaan organisasi berdasarkan fokusyang dituju
menjadi perilaku ideal kewargaan organisasi yang
berfokus padaindividu selanjutnya disingkat PIKOI
dan perilakuideal kewargaan organisasi yang berfokus
pada organisasi selanjutnyadisingkat PIKOO.
Menurut Enhart dan Naumann (2004), dalam
suatu rumah sakit diperlukan pemahaman dan
penerapan perilaku ideal perilaku kewargaan organisasi
sebagai sesuatu yang sangat penting. Yoon dan Suh
(2003) juga menyatakan masih sedikit bukti empiris
tentang efek positif perilaku ideal perilaku kewargaan
organisasi pada kualitas layanan di rumah sakit yang
harus diteliti mengingat adanya optimisme yang

menjamin adanya efek positif tersebut bagi
kepentingan pengembangan keberhasilan organisasi
rumah sakit. Dalam rangka mewujudkan terjadinya
perilaku ideal perilaku kewargaan organisasi dalam
suatu organisasi diperlukan pemahaman dan
pemenuhan faktor yang mempengaruhi perilaku ideal
tersebut.

Di antara faktor tersebut adalah kepercayaan
personil pada setiap jajaran dan tingkatan
kepemimpinan. Adanya kepercayaan bawahan
terhadap pimpinan seperti dikatakan Barki dan Hartwick
(2001) menjadi faktor kunci terjadinya kooperasi
kegiatan organisasi. Morgant dan Hunt (1994) juga
mengatakan bahwa kepercayaan bawahan terhadap
pimpinan berhubungan secara positif dengan
keunggulan kualitas kooperasi, koordinasi, konflik
fungsional, dan persetujuan yang bersifat positif.

Faktor-faktor kepemimpinan penting dalam
meningkatkan kepercayaan bawahan antaralain adalah
ketepatan pemilihan gayakepemimpinan. Berdasarkan
sejumlah gaya kepemimpinan yang relevan dan akan
semakin populer dewasa ini dan di masa yang akan
datang adalah kepemimpinan transformasional.
Sebagian besar kajian parateoritisi dan peneliti tentang
kepemimpinan transformasional dibandingkan dengan
perilaku kepemimpinan yang lain, hasilnya selalu
menunjukkan pengaruh hubungan yang lebih besar
terhadap variabel konsekuensi yang digunakan.
Pendekatan pemimpin terhadap bawahan yang
bernuansa kepemimpinan transformasional menurut
Lebrasseur et al. (2002) akan mempertajam strategi,
struktur dan budaya untuk proses perbaikan kualitas
termasuk kualitas |ayanan secara berkesinambungan.

MATERI DANMETODEPENELITIAN

Untuk meningkatkan keunggulan kualitas layanan
diperlukan perilaku ideal kewargaan organisasi
terutama oleh personil lini depan yang berkaitan
langsung dengan fungsi layanan kepada pelanggan.
Menurut Choi (2006), perilaku ideal kewargaan yang
berfokus pada organisasi  berpengaruh positif pada
kualitas layanan. Di sisi lain, Bienstock et al. (2003)
menjelaskan terdapat pengaruh positif perilaku ideal
kewargaan organisasi karyawan layanan restoran
terhadap pemenuhan standar kualitas layanan
pelanggan.
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Hui et al. (2001) menyebutkan bahwa SDM
yang memenuhi kriteriasebagai wargaorganisasi yang
unggul, baik yang berfokus pada individu maupun
organisasi dapat diarahkan pada peningkatan
penyagjian kualitas layanan seperti yang diharapkan
pelanggan. O‘Connell et al. (2001) menemukan
hubungan yang signifikan antara perilaku ideal
kewargaan organisasi dengan sikap layanan pada
pelanggan. Oleh karenaitu, dirumuskan hipotesis:
H1 Perilaku ideal kewargaan organisasi yang

berfokus individu berpengaruh positif terhadap
kualitas layanan.

H2: Perilaku ideal kewargaan organisasi yang
berfokus pada organisasi berpengaruh  positif
terhadap kualitas layanan.

Untuk memiliki SDM yang menampilkan
perilaku ideal kewargaan organisasi diperlukan perilaku
kepemimpinan yang tepat, yaitu kepemimpinan
transformasional. Muchiri et al. (2002) menemukan
adanya pengaruh positif kepemimpinan
transformasional terhadap perilaku ideal kewargaan
organisasi dan kinerja. Koh et al. (1985) juga
menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional
memiliki pengaruh pada sgumlah variabel outcome
termasuk perilaku ideal kewargaan organisasi. Lepine
et al. (2002) dalam review dan meta-analisisnya
menj el askan bahwa perilaku kepemimpinan merupakan
salah satu prediktor penting untuk perilaku ideal
kewargaan organisasi. Oleh karena itu, dirumuskan
hipotesis:

H3: Kepemimpinan transformasional supervisor
berpengaruh positif terhadap perilaku ideal
kewargaan organisasi yang berfokus pada
individu.

H4: Kepemimpinan transformasional supervisor
berpengaruh positif terhadap perilaku ideal
kewargaan organisasi yang berfokus pada
organisasi.

Menurut Pudsakoff dan MacKenzie (1997),
kepemimpinan transformasional perlu menjadikan
kualitas layanan sebagai  visi perusahaan untuk
memotivasi bawahan yang berkaitan langsung dengan
fungsi layanan, sedang Jabnoun dan Rasasi (2005)
menjelaskan adanya hubungan kepemimpinan
transformasional dan kualitaslayanan yang dirasakan
oleh pasien. Demikian pula Keller (1995) serta Masi
dan Cooke (2000) menjelaskan bahwabawahan yang

di pimpin dengan gayakepemimpinan transformasional

akan memiliki perilakulayananyanglebih baik, kearah

peningkatan kualitas layanan. Oleh karena itu,
dirumuskan hipotesis:

H5  Kepemimpinan transformasional supervisor
berpengaruh positif terhadap kualitas layanan.

Perwujudan PIKO memerlukan tingkat
kepercayaan bawahan yang tinggi terhadap pemimpin
seperti dikatakan Jung dan Avolio (2000) dan harus
dibangun dengan kepemimpinan transformasional.
Bartam dan Casimir (2006) dan Arnold et al. (2001)
menemukan bahwa kepemimpinan pengel olaprogram
MBA yang berperilaku transformasional mempengaruhi
kepercayaan mahasiswa pada pengelola. Dirks dan
Ferrin (2002) dalam kajian meta analisis tentang
kepercayaan pada pemimpin dan ditemukan bahwa
prediktor utama kepercayaan pada pemimpin adalah
perilaku kepemimpinan transformasional. Oleh karena
itu, dirumuskan hipotesis:

H6: Kepemimpinan transformasional supervisor
berpengaruh positif terhadapkepercayaan pada
supervisor.

Faktor kepercayaan pada pemimpin akan
menjadi jembatan bagi tumbuh dan berkembangnya
perilaku ideal kewargaan organisasi yang mensyarati
harapan dan perwujudan pemenuhan kualitas layanan
bagi para pelanggan produk dan atau jasa yang
ditawarkan. Konovsky dan Pugh (1994); Mayer dan
Gavin (2005); Connel et al. (2003) menemukan hasil
penelitian tentang pengaruh antara kepercayaan pada
pemimpin dengan perilaku ideal kewargaan organisasi,
sedang Budhwar dan Xiong Chen (2002) juga
menjelaskan bahwa kepercayaan pada supervisor
berpengaruh positif terhadap perilakuideal kewargaan
organisasi baik yang berfokus padaindividu maupun
organisasi. Oleh karenaitu, dirumuskan hipotesis:

H7: Kepercayaan pada supervisor berpengaruh
positif terhadap perilaku ideal kewargaan
organisasi yang berfokus pada individu.

H8 Kepercayaan pada supervisor berpengaruh
positif terhadap perilaku ideal kewargaan
organisasi yang berfokus pada organisasi.

Kepemimpinan transformasional banyak
menjadi faktor penentu kinerjaorganisasional seperti
kepercayaan, kepuasan kerja, komitmen, perilakuideal
kewargaan organisasi, dan kualitas layanan. Namun
kecenderungan pola hubungan antara kepemimpinan
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transformasional dengan sejumlah variabel
konsekuensi tersebut dapat bersifat tidak langsung/
berdiri sendiri. Pertama, adanya mediasi kepercayaan
terhadap supervisor pada pengaruh antara
kepemimpinan transformasional dengan perilaku ideal
kewargaan organisasi yang didukung oleh Podsakoff

et al. (1990), Fillai et al. (1999), Casimir et al. 2006),

Bartam dan Casimir (2006), dan Jung danAvolio (2000).

Oleh karenaitu, dirumuskan hipotesis:

H9: Kepercayaan pada supervisor memediasi
pengaruh kepemimpinan transformasional
terhadap perilaku ideal kewargaan organisasi
yang berfokus pada individu.

H10: Kepercayaan pada supervisor memediasi
pengaruh kepemimpinan transformasional
terhadap perilaku ideal kewargaan organisasi
yang berfokus pada organisasi.

Kedua, perilaku idea kewargaan organisasi
memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional
pada kualitas layanan didukung oleh penelitian Choi
(2006) yang menemukan bahwa generalized compli-
ance sebagai perwujudan perilakuideal kewargaanyang
berfokus padaorganisasi berfungsi sebagai pemediasi,
sedang dimensi altruisme tidak memediasi pengaruh
kepemimpinan transformasional dengan kualitas
layanan. Oleh karenaitu, dirumuskan hipotesis:

H11: Kepercayaan pada supervisor memediasi
pengaruh kepemimpinan transformasional
terhadap perilaku ideal kewargaan organisasi
yang berfokus pada individu.

H12: Kepercayaan pada supervisor memediasi
pengaruh kepemimpinan transformasional
terhadap perilaku ideal kewargaan organisasi
yang berfokus pada organisasi

Jumlah kuesioner yang dapat dianalisisberasal
dari 353 tenagaperawat rawat inap tetap yang memiliki
masa kerja minimal 1 tahun yang diambil secara
proporsional dari limarumah sakit di Surakarta. Data
dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan
skalaLikert 1-5. Penentuan jumlah responden sebesar
353 mempertimbangkan Kriteria standar alat analisis
yang direncanakan menggunakan SEM (Structural
Equation Model), yang menyarankan bahwa jumlah
sampel minimal sebanyak 5 kali dan maksimal 10 kali
parameter penelitian seperti dikemukakan Hair et al.
(1998).

Kualitaslayanan dan dimensinyamengacu pada

pendapat Parasuraman, et al. (1985, 1988) yang
dimodifikasi oleh Brady dan Cronin (2002) yang
menjelaskan bahwa kualitas layanan hanya dari
persepsi kualitas layanan yang dirasakan tanpa harus
membandingkan dengan kualitas yang diharapkan.
Perilaku ideal kewargaan organisas baik yang berfokus
pada individu maupun pada organisasi mengacu
pendapat Williams dan Anderson (1991). K epercayaan
pada pemimpin mengacu pada pengertian Podsakoff
et al. (1990) yang menjelaskan kepercayaan sebagai
“faith in and loyalty to the leader”, sedang
kepemimpinan dan dimensinya mengacu pada dari
konsep Bass (1985) yang menekankan sebagal gaya
kepemimpinan yang berbasis padakejelasan formulasi
dan aktualisasi visi dan misi organisasi yang berfokus
pada orientasi pelanggan dengan memoativasi,
menstimulasi, dan pengakuan keunikan individual.
Variabel penelitian terdiri 5 variabel, yaitu
kepemimpinan transformasional, kepercayaan pada
supervisor, perilaku ideal kewargaan organisasi yang
berfokus pada individu (PIKOI), perilaku ideal
kewargaan organisasi yang berfokus pada organisasi
(PIKOO), dan kualitas layanan perawat. Berdasarkan
analisis faktor sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 1
sampal dengan Tabel 5 ternyata ada dua item yaitu
DR4 dan 1Sl yangtidak valid, karenamemiliki Loading
Factor (LF) di bawah 0,5, sedang koefisien Cronbach
Alfa(CA) kelimavariabel pendlitian memenuhi kriteria
reliabilitas karena menunjukkan koefisien CA yang
lebih besar 0,6 sebagaimananampak padaTabel 6.
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Tabel 1
Hasil Analisisfaktor KualitasL ayanan
Kode LF Pernyataan
DR1 0,774 Memberikan layanan sesuai dengan jadwa waktu yang dijanjikan
DR 2 0,831 Memberikan layanan dengan cepat
DR 3 0,823 Menjawab pertanyaan pas en dan bersediamembartu pasen
DR4 - Sabar mel ayani dan tidak terkesan sibuk dalam memberikan layanan
M1 0,795 Merawat dengan menanamkan kepercayaan diri padapasen
M2 0,799 Memberikan rasaaman dadam memberikan layanan
IM3 0,819 Memiliki kemampuan menjawab pertanyaan pasien
M4 0,712 Secara konsisten bersikap sopan pada pasen
EM1 0,765 Merawat dan melayani pasen secaranyaman untuk semua pasien
EM2 0,758 Memberikan layanan terbaik yang mengesankan dihati pasien
EM3 0,717 Memahami kebutuhan spesifik pasien, misanya minta didoakan
EM4 0,811 Mempertimbangkan dengan baik pendapat dan masukan pasien
EM5 0,801 Memperhatikan kepentingan persona pasien tentang dengan layanan
KAN1 0,742 Secara tulus membantu permasd ahan yang dihadapi pasien
KAN2 0,717 Memberikan perhatian |ayanan terbaik pada kesempatan pertama
KAN3 0,669 Memberikan perawatan sesuai waktu yang diperlukan
KAN4 0,757 Memberikan kesempatan berkomunikasi sesuai yang diperlukan pasien

Sumber: Hasi| penelitian. Datadiolah (2010).

Tabe 2

Hasil Analisisfaktor Perilaku Ideal Kewargaan Organisasi -Fokus padalndividu

Kode

LF

Pernyataan

PIAL
PIA2
PIA3
PIA4
PICU1
PICU2
PICU2

0,823 Sigp menggantikan tugas layanan perawat yang tidak hadir

0,826 Menolong sesama perawat yang memiliki tugas berat

0,893 Mendampingi perawat baru seputar tugas layanan

0,528 Menolak melakukan layanan lain, karena bukan tanggungjawabnya®
0,743 Membantu pekerjaan kepaa ruang /supervisor tanpadiminta

0,746 Menghindari bertemu supervi sor karena alasan yang tidak jelas
0,754 Memperhatikan dan membantu problem anggota kel ompok perawat

Sumber : Hasil penelitian. Datadiolah (2010).

Tabe 3

Hasil Analisisfaktor Perilaku | deal K ewar gaan Or ganisasi-Fokuspada Or ganisas

Kode

LF

Pernyataan

POCV1
POCV2

POCV3
POCO1
POCO2
POCO3
POS1

POS2
POS3
POS4

0,665
0,766

0,812
0,783
0,722
0,755
0,641

0,753
0,762
0,714

Menyebarkan informasi penting bagi anggota kelompok perawat

Siap menghadiri acara (pertemuan, pameran) meski tidak diundang, namun
penting bagi kemajuan RS

Hadir diluar jadawd kerja (datang awal, pulang akhir) demi kepentingan RS
Memberikan alasan yang dapat jelas, jikatidak hadir bekerjakeRS
Menggunakan fasilitas RS untuk kepentingan pribadi®

Memanfaatkan pendekatan informal untuk mematuhi aturan demi RS
Membiarkan perawat lain melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan
masalah layanan®

Mengeluh untuk hal ha yang tidak penti ng®

Menjaga dan melestarikan kekayaan RS

Meluruskan berbagai pendapat negatif terhadap namabak RS

Sumber : Hasil penelitian. Datadiolah (2010).

207



JAM, Vol. 22, No. 3, Desember 2011: 203-216

Tabel 4
Hasil Analisisfaktor Kepercayaan pada Supervisor
Kode LF Pernyataan
KF1 0,658 Memperlakukan secara adil terhadap semua perawat
KF2 0,798 Mengambil keuntungan pribadi dengan mengabaikan perawat®
KF3 0,832 Kurang bisa dipercaya dibanding supervisor/kepala ruang lain ®
KF4 0,742 Mudah dihubungi untuk membahas masa ah |ayanan dan ditindaklan;j uti
dengan kongkrit
KL1 0856 Membuat saya perlu setiapadanya
KL2 0,867 Membuat saya mendukung kebijakannyahampir pada semuakeadaan padar
KL3 0,847 Membuat saya mempunya emos kesetisan padanya
KL4 0,588 Sayasedang mempertimbangkan untuk berpindah kesupervisor lain®

Sumber : Hasil pendlitian. Datadiolah (2010).

Tabel 5
Hasl Analisisfaktor Kepemimpinan Transformasional
Kode LF Pernyataan
11 0,763 Menekankan pentingnya nilai layanan yang berfokus dan tujuan masa depan
12 0,845 Menanamkan rasa banggajika merawat dan melayani sesuai harapan pasi en
113 0,834 Mendorong perawat untuk mencapai prestasi layanan terbaik
14 0,788 M engutamakan kepentingan kelompok perawat dalam pemberian layanan
115 0,673 Menekankan pemberian perawatan dan layanan yang menimbulkan rasa hormat
116 0,508 Memberikan teladan y ang baik di dalam melayani sesuai harapan pasien
IM1 0,763 M enekankan optimisme masadepan melaui layanan sesuai harapan pasen
IM2 0,748 Menekankan, pasien sebagai sumber umpan balik perbaikan kualitas layanan
IM3 0,811 Mendorong meningkatkan gairah untuk melayani pasen sesuai harapan pasien
IM4 0,818 Memberikan ilham/inspirasi untuk meningkatkan kualitas layanan pada pasien
IM5 0,793 Merangsang untuk memberikan masukan perbaikan kualitas layanan pasien
I1S1 - M enggunakan cara pandang yang sama dari waktu kewaktu dalam menyelesaikan
masalah layanan
1S2 0,786 Merangsang menggunakan carayang kreatif dalam menangani layanan pasien
1S3 0,877 Merangsang memanfaatk an pengalaman memperbaiki kualitas layanan
14 0,854 M engembangkan potensi perawat untuk peningkatkan kualitas layanan
IC1 0,741 Menjadwalkan pelatihan perawat untuk meningkatkan kemampuan layanan
IC2 0,816 Mempertimbangkan kepentingan individu untuk meningkatkan semangat layanan
IC3 0,593 Memberikan penghargaan atas kinerja perawat tanpa mempertimbangkan perasaan
perawat secara individua ®
IC4 0,78 Memberikan jalan keluar khusus, untuk meningkatkan rasapercayadiri individu

perawat daam memberikan layanan

Sumber: Hasil penelitian. Datadiolah (2010).
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Tabel 6
Satistik Deskriptif Variabel Penelitian
Alpha Mean SD 1 2 3 4 5
1 Kepemimpinan
Transformasional 0,903 2132 264 1
2. Kepercayaan pada
Supervisor 0,840 1039 152 0700 1
3. OCBO 0822 16.70 201 0679 064 1
4. OCBI 0,776 10.78 134 0581 058 0741 1
5. KualitasLayanan 0,880 2134 235 0753 0576 0708 0610 1

Sumber: Hasil penelitian. Datadiolah (2010).

HASL PENELITIAN

Hasil uji kesesuaian model menunjukkan bahwatujuh
dari sembilan kriteria indek memenuhi kriteria baik
seperti nampak pada Tabel 7 dan model penelitian
dapat dilihat pada Gambar 2.

Berdasarkan Tabel 8 dan Tabel 9 yang mengacu
dari Gambar 2 nampak bahwaada?2 hipotesisyang tidak

didukung oleh hasil penelitian ini, yaitu hipotesis 1
dan 12. Perilaku ideal kewargaan organisasi yang
berfokus pada individu ternyata tidak mempengaruhi
kualitaslayanan dan hasil uji ini jugaakan menunjukkan
bahwa perilaku ideal kewargaan organisasi yang
berfokus pada individu tidak memediasi pengaruh
kepemimpinan transformasional terhadap kualitas
[ayanan.

Tabd 7
Uji Kesesuaian M odel
No Kriterialndek Acuan Nilai Acuan Hasl Arti
1 y? Sekecil mungkin 30549% -
2 pvaue >0,05 0,000 -
3 RMSEA <01 0,088 Bak
4 CMIN/df (relativey ?) (2-5) 3,726 Bak
5 GH >09 090 Bak
6 AGH >0,8 0,841 Bak
7 TLI >09 0,926 Bak
8 CH >09 0,942 Bak
9 NH >09 0,923 Bak

Sumber: Hasil penelitian. Datadiolah (2010).
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Gambar 1
M odel dan Hasil Pendlitian
Tabel 8
Hasil Pengujian HipotesisL angsung
Hipotesis Eg E CR Prob  Keterangan

H, :Perilakuideal kewargaan-fokus pada Tidak
individu (PIKOI) berpengaruh positif 0,036 0,063 0536 0592 didukung
terhadap kualitas layanan
H,:Perilakuideal kewargaan-fokus pada
organisasi (PIKOO) berpengaruh positif 0,250 0,082 3375 <0,001  Didukung
terhadap kualitas layanan
H_:Kepemimpinan transformasional
berpengaruh positif terhadap PIKOI 0,202 0,099 204 0,036 Didukung
H,,:Kepemimpinan transformasional
berpengaruh positif terhadap PIKOO 0,245 0,075 2784 0,005 Didukung
H,:Kepemimpinan transformasional
berpengaruh positif terhadap kualitas layanan 0,620 0073 8118 <0,001  didukung
H,:Kepemimpinan transformasional
berpengaruh positif terhadap 0,797 0,053 14890 <0001  Didukung
kepercayaan pada supervisor
H_:Kepercayaan pada supervisor
berpengaruh positif terhadap PIKOI 0,641 0,106 6,196 <0,001  Didukung
H,-Kepercayaan pada supervisor berpengaruh
positif terhadap PIKOO 0,650 0,086 6526 <0001  Didukung

Sumber : Hasil penelitian. Datadiolah (2010).
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Tabe 9

Hasil Pengujian Hipotesisdengan Mediasi
Hipotesis Lngsung medias Hasil
H,: Kepercayaan pada supervisor 3=0,814 [3=0,207 Didukung
memediasi pengaruh kepemimpinan CR=14,68 CR=209 (medias parsial)
transformasional terhadap PIKOI p<0,001 p=0,036
H,,- Kepercayaan pada supervisor 3=0,724 3=0,210 Didukung
memediasi pengaruh kepemimpinan CR=129% C=2784 (medias parsial)
transformasional terhadap PIKOO p<0,001 p=0,005
H,,-PIKOI memediasi pengaruh 3=0,831 3)=0,034 Tidak
kepemimpinan transformasional CR=16,23 CR=0536 didukung
terhadap kualitaslayanan. p<0,001 p=0,592
H,,:PIKOO memediasi pengaruh (3=0,831 [3=0,591 Didukung
kepemimpinan transformasional CR=16,23 CR=812 (mediasi parsial)
terhadap kualitas layanan p<0,001 p<0,001

Sumber: Hasil penelitian. Datadiolah (2010).

PEMBAHASAN

Model penelitian yang digjukan dapat memenuhi
persyaratan kelayakan model untuk indeks RMSEA,
CMIN/df, GFI, AGFI,TLI, CFI, dan NFI. Hal ini
menunjukkan model didukung oleh dataempiris seperti
dapat dilihat pada Tabel 7. Berdasarkan Tabel 8 dan
Tabel 9 akan dijelaskan pembahasan hasil uji hipotesis
1 sampai hipotesis12

H1 tidak didukung (&=0,036, p> 0,05). Hal ini
berarti perilaku ideal kewargaan organisasi yang
berfokus padaindividu tidak berdampak padakualitas
layanan perawat. Penjelasan yang bisa dikemukakan
disini adalah bahwa secara konseptual perilaku
seseorang itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor
tunggal, tetapi ol eh sejumlah faktor yang komplek dan
dinamis. Di sisi lain perilaku ideal kewargaan yang
berfokusindividu jugadipengaruhi oleh karakteristik
individu semisal sikap, kepribadian dan sebagainya.
Kepribadian yang antagonistis dan neurotis dapat
menyebabkan terjadinya sikap saling curiga, skeptis,
tumbuhnya keyakinanirasional yang berpotens sangat
mengganggu pemberian layanan yang berkualitas. Di
samping itu, masih diperdebatkan apakah altruisme
sebagai perwujudan PIKOI itu merupakan sifat tidak
mementingkan diri sendiri seperti itu mencerminkan
egoisme atau mementingkan diri sendiri seperti
dikemukakan Neuberget al. (1997) sebagal sifat tidak

mementingkan diri sendiri. Jika kecenderungan
altruisme sebagai selfish maka temuan penelitian
tersebut memang dapat sgjaterjadi demikian adanya.
Faktor budaya misalnya untuk masyarakat Surakarta
yang notabene masih dinuansai budaya keraton yang
relatif memiliki “power distance” yangtinggi akan dapat
menjadi faktor pengganggu perilaku altruisme dan
kewaspadaan terjadinya masalah layanan yang
berkualitas.

H2 didukung (&=0,250, p<0,05). Hal ini
menj el askan bahwa perawat yang semakin bermuatan
perilaku ideal kewargaan yang berfokus pada
organisasi akan semakin meningkatkan kualitaslayanan
padapasien. Perilakuideal ke perawat yang tertuju pada
organisasi sangat perlu diciptakan dan semakin
ditingkatkan. Rasamemiliki rumah sakit, partisipas aktif
untuk kepentingan rumah sakit masih sangat perlu
diupayakan melalui peningkatan kepercayaan baik
kepada supervisor yang bergaya transformasionalis
baik secaraindividual dan personal, serta secaratim.

H3 didukung (4=0,202, p<0,05). Hal ini berarti,
semakintinggi tingkat kepemimpinan transformasional
supervisor maka perilaku ideal kewargaan organisasi
yang berfokus padaindividu jugaakan semakin tinggi.
H4 didukung (6=0,245, p<0,05). Hal ini berarti, semakin
tinggi tingkat kepemimpinan transformasional super-
visor maka perilaku ideal kewargaan organisasi yang
berfokus pada organisasi juga akan semakin tinggi.

211




JAM, Vol. 22, No. 3, Desember 2011: 203-216

Hasil ini sesuai dengan sejumlah penelitian yang
mendukungnya, antaralain Muchiri et al. (2002), Koh,
etal. (1985), dan Lepineetal. (2002).

H5 didukung (&=0,620, p<0,05). Hal ini berarti,
tingkat transformasionalitas supervisor yang semakin
tinggi akan meningkatkan kualitas layanan perawat.
K epemimpinan transformasional seperti dikatakan oleh
Podsakoff et al. (1997) akan mendorong perilaku
personil/karyawan berorientasi pada kebutuhan
pelanggan organisasi, sedang Jabnoun dan Rasasi
(2005), Keller (1995), serta Masi dan Cooke (2000)
mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan
transformasional akan mempengaruhi kualitaslayanan
yang dirasakan bagi pasien, pelanggan, dan personil.
H6 didukung (8=0,797, p<0,05). Hal ini berarti, semakin
transformasional kepemimpinan supervisor akan
semakin membangun kepercayaan perawat kepada su-
pervisor. Hal ini sesuai dengan temuan hasil penelitian
sebelumnyayaitu oleh Jung danAvolio (2000), Gillespie
dan Mann (2004), serta Bartam dan Casimir (2006).
Dengan demikian, seorang pemimpin di tingkat
manapun berkepentingan untuk senantiasa
membangun kepercayaan di mata bawahan.

H7 yang mengatakan bahwakepercayaan pada
supervisor berpengaruh positif terhadap perilakuideal
kewargaan yang berfokus pada individu ternyata
didukung dalam penelitianini (6=0,641, p<0,05). H8
yang mengatakan bahwa bahwa kepercayaan pada
supervisor berpengaruh positif terhadap PIKO yang
berfokus padaorganisasi didukung (&=0,650, p<0,05).
Artinyasemakin tinggi kepercayaan perawat pada su-
pervisor akan semakin berpeluang meningkatkan
dergat perilaku ideal kewargaan baik yang berfokus
pada individu maupun organisasi. Hal ini sejalan
dengan dukungan referensi sgjumlah hasil penelitian
yang mendukungnya antaralain Dirksdan Ferrin (2002),
Konovsky dan Pugh (1994), Wagner dan Rush (2000),
Filla etal. (1999), Mayer dan Gavin (2005), sertaConnel
dan Travaglione (2003). Juga dikemukakan oleh Yulk
(2010) bahwaterdapatnyakepercayaan padapemimpin
dapat menjadi pemacu penting bawahan. Dalam hal ini
perawat untuk berperilaku di atas peran ekstra.
Spontanitas keterpanggilan menjalankan tugas diatas
yang diharapkan sangat mempengaruhi kualitaslayanan
perawat untuk memiliki perilaku siap menolong pada
keluhan pasien, mencegah terjadinya permasalahan
pelayanan secaraproaktif. Demikian pulaperawat akan

merasalebih memiliki dan melindungi aset rumah sakit,
meredam permasalahan secara konstruktif, tidak
menyalahgunakan fasilitas dan kekuasaan yang
diberikan rumah sakit.

H9 yang mengatakan bahwa kepercayaan pada
supervisor memediasi pengaruh KT terhadap perilaku
ideal kewargaan yang berfokus pada individu
dibuktikan sebagai berikut, yaitu dilihat pengaruh
langsung kepemimpinan transformasional dengan
PIK Ol ternyata hasilnyaberpengaruh positif (8=0,814,
p<0,01) dan setelah memasukkan variabel mediator
(kepercayaan pada supervisor) masih tetap
berpengaruh (6=0,207, p<0,05). Di sini terjadi penurunan
signifikansi, yang berarti menunjukkan adanya
pengaruh mediasi secaraparsia. Dergjat perilaku ideal
yang berfokus pada individu dipengaruhi baik secara
langsung dan tidak langsung melalui pembentukan
kepercayaan pada pimpinan yang semakin tinggi di
mata bawahan. H10 yang mengatakan bahwa
kepercayaan pada supervisor memediasi pengaruh
kepemimpinan transformasional terhadap perilakuideal
kewargaan yang berfokus pada individu dibuktikan
sebagai berikut, yaitu dilihat pengaruh langsung
kepemimpinantransformasiona dengan perilakuideal
kewargaan yang berfokus pada organisasi, ternyata
hasilnyaberpengaruh positif (8=0,724, p<0,001). Setelah
memasukkan variabel mediator (kepercayaan padasu-
pervisor) masih tetap berpengaruh (6=0,210, p<0,005).
Artinya, terjadi penurunan besar pengaruh dan tingkat
signifikansinya, sekaligus menunjukkan adanya
pengaruh mediasi secaraparsia. Dergjat perilakuideal
yang berfokus padaorganisasi dipengaruhi baik secara
langsung dan tidak langsung melalui pembentukan
kepercayaan pada pimpinan yang semakin tinggi bagi
bawahan.

H11 yang mengatakan bahwa perilaku ideal
kewargaan yang berfokus pada individu memediasi
pada pengaruh kepemimpinan transformasional
terhadap kualitas layanan tidak didukung. Hal ini
tampak dari adanya pengaruh langsung kepemimpinan
transformasional dengan kualitas layanan (8=0,831,
p<0,001), tetapi setelah memasukkan variabel mediator
menjadi tidak berpengaruh (8=0,034, p>0,05), sehingga
pengaruh mediasi tidak didukung. H12 yang
mengatakan bahwa perilaku ideal kewargaan yang
berfokus pada organisasi memediasi pengaruh
kepemimpinan transformasional padakualitaslayanan,

212




PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, ...............

......... (Muhammad Cholil)

dibuktikan sebagai berikut, 1) dilihat pengaruh langsung
kepemimpinan transformasional dengan kualitas
layanan, ternyata hasilnya berpengaruh positif
(6=0,831, p<0,05). Setelah memasukkan variabel media-
tor masih tetap berpengaruh dengan (8=0,591, p<0,05).
Dalam hal ini terjadi penurunan pengaruh yang berarti
menunjukkan adanya pengaruh mediasi secaraparsial.
Dergjat perilaku ideal yang berfokus pada organisasi
dipengaruhi baik secaralangsung dan tidak langsung
mela ui pembentukan kepercayaan pada pimpinan yang
semakin tinggi di matabawahan.

SIMPULAN, IMPLIKAS,DAN SARAN
Simpulan

Berdasarkan hasil pembuktian hipotesis, ternyatahanya
10dari 12 hipotesisyang memenuhi kriterialayak, yaitu
1) kepemimpinan transformasional berpengaruh positif
terhadap kepercayaan perawat pada supervisor,
perilaku ideal kewargaan baik yang berfokus pada
individu maupun organisasi, dan kualitas layanan; 2)
kepercayaan pada pemimpin berpengaruh pada perilaku
ideal kewargaan baik yang berfokus pada individu
maupun organisasi; 3) perilaku ideal kewargaan yang
berfokus pada organisasi berpengaruh pada kualitas
layanan, namun yang berfokus pada individu tidak
berpengarruh pada kualitas layanan; 4) kepercayaan
pada supervisor memediasi secara parsial terhadap
pengaruh kepemimpinan transformasional dengan
perilaku ideal kewargaan baik yang berfokus pada
individu maupun organisasi; 5) perilakuidea kewargaan
organisasi yang berfokus pada organisas memediasi
secaraparsia, sedang perilakuideal yang berfokus pada
individu tidak memediasi terhadap pengaruh
kepemimpinan transformasional dengan kualitas
layanan.

Implikas

Implikasi mangjerial hasil temuan penelitianini adalah
1) pengelola rumah sakit perlu mendisain  model
keputusan/kebijaksanaan berdasarkan model
hubungan antarbeberapa variabel yang memiliki
esensialitas dan substansialitas strategis yang dapat
menjadi pijakan utamadalam memberikan keunggulan
kualitas layanan pasien dengan mengoptimalkan

peningkatan perilaku ideal kewargaan organisasi
perawat yang memiliki kepercayaan semakin kuat
terhadap kepemimpinan yang bergayatransformasional
sebagai agen perubahan dalam menangkap peluang
yang ditawarkan lingkungaan dan 2) rumah sakit perlu
menganalisis penyebab tidak terbuktinya pengaruh
perilakuideal kewargaan yang berfokus padaindividu
terhadap kualitas layanan perawat baik dari aspek
individu perawat, struktur kekuasaan, lingkungan. Perlu
diambil langkah-langkah kongkrit melalui proses
transformasi sistem nilai dan budaya yang relevan
untuk mengkondisikan dan memfasilitasi berkembang-
nya perilaku atruisme dan kepedulian untuk lebih
mewaspadai terjadinyamasal ah layanan yang bersifat
potensial. Implikasi teoritisnya adalah bahwa model
kerangkapengaruh antaravariabel penelitianini perlu
dicermati sebagal model saling pengaruh yang penting
dan strategis untuk dipahami diwujudkan oleh setiap
perawat di bawah perilaku kepemimpinan
transformasionalis. Kepemimpinan transformasional
semakin penting untuk didemontrasikan sebagai
“driver” dalam mengelola perubahan melalui
kepercayaan bawahan yang melahirkan perilaku ideal
di atas panggilan tugas dan di atas kepentingan diri
sendiri yang ditampilkan pada perilaku layanan pada
pasien secara berkualitas.

Saran

Masih terdapatnya distribusi data yang tidak normal
pada beberapa variabel. Ketidaknormalan distribusi
datanormal biasaterjadi dalam riset keperilakuan tetapi
perlu dilakukan metode estimasi yang tepat untuk
mengatasi hal ini, misalnya dengan metode estimasi
ADF asymtotically distribution free (ADF), yaitu
metode yang tidak mempersyaratkan normalitas data
meskipun harus dilakukan dengan menggunakan
jumlah responden yang lebih besar. Adanya beberapa
instrumen penelitian, terdiri satu aitem daya respon
(DR,) yang diacu dari konsep servqual yang
dimodifikasi dengan konsep servperf dan stimulasi
intelektual (IS) yang yang didasarkan pada konsep
MLQ tidak valid. Untuk penelitian mendatang dapat
dilakukan perbaikan dalam penyusunan instrumen
kuesioner, sehingga pengukuran untuk variabel terkait
dapat dilakukan secara utuh.
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ABSTRACT

Ten years local-autonomy which has been held in In-
donesia has caused several positive and negative im-
pact in local economic development, including in DI'Y
Province. One of the local development impact in Prov-
ince DIY is poverty. Poverty as an issue and economic
problem is the impact of local development or other
factor that must be solved so that the appropriate so-
lution will be obtained to overcome it. The Poverty
Reduction Strategy is the strategy in solving the prob-
lem faced by the poot and the limited resources to real-
ize the fulfillment of basic rights. Using ANOVA 2 ways
(2 treatments) are region treatment and poverty treat-
ment in Regencies of Kulon Progo, Sleman, Gunung
Kidul, Bantul and Yogyakarta City in Province of DIY
(alpha 5%).

Keywords: poverty, region treatment, poverty treat-
ment

PENDAHULUAN

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal
sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state,
sejarah sebuah negara yang salah memandang dan

mengurus kemiskinan. Dalam negara yang salah urus,
tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan
kemiskinan (Sahdan, 2005). Kemiskinan telah
membatasi hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan
yang layak bagi kemanusiaan, hak rakyat untuk
memperoleh perlindungan hukum, hak rakyat untuk
memperoleh rasa aman, hak rakyat untuk memperoleh
akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan
papan) yang terjangkau, hak rakyat untuk memperoleh
akses terhadap kebutuhan pendidikan, hak rakyat untuk
memperoleh akses terhadap kebutuhan kesehatan, hak
rakyat untuk memperoleh keadilan, hak rakyat untuk
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan
pemerintahan, hak rakyat untuk berinovasi, hak rakyat
menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan,
dan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan
mengelola pemerintahan dengan baik.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat
kompleks dan kronis, sehingga cara penanggulangan
kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat,
melibatkan semua komponen permasalahan, serta
diperlukan strategi penanganan yang tepat,
berkelanjutan, dan tidak bersifat temporer. Sejumlah
variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan
kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian
strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan
yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Selama
beberapa dekade, upaya penanggulangan kemiskinan
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dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti
pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan
kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian
dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan
prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi,
dan sebagainya. Berdasarkan serangkaian cara dan
strategi penanggulangan kemiskinan tersebut,
semuanya berorentasi material, sehingga
keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan
anggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu,
tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis
menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif
masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan
cara mereka sendiri, sekalipun sudah berada dalam era
Otonomi Daerah (Sulekale, 2003).

Pemahaman mengenai “kemiskinan” mestilah
beranjak dari pendekatan berbasis hak (right based
approach). Dalam pemahaman ini harus diakui bahwa
seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan,
mempunyai hak-hak dasar yang sama. Oleh karenaitu,
apabila ada kondisi dimana seseorang atau sekelompok
laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak
dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan
kehidupan yang bermartabat maka hal itulah yang
disebut dengan kemiskinan. Kemiskinan juga harus
dipandang sebagai masalah multidimensional, tidak lagi
dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi,
tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar
dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau
sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara
bermartabat.

Pendekatan right based approach mengandung
arti bahwa negara berkewajiban untuk menghormati,
melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat
miskin secara bertahap. Hak-hak dasar yang diakui
secara umum antara lain meliputi terpenuhinya
kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan,
perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam
dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau
ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi
dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan
maupun bagi laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri
tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga
tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi
pemenuhan hak lainnya.

Situasi kemiskinan yang terungkap dalam sajian
angka-angka hanyalah ukuran kemiskinan yang

didasarkan atas permasalahan pendapatan atau
ekonomi belaka. Lebih lanjut daripada itu, permasalahan
kemiskinan perlu dilihat dari aspek kegagalan dalam
pemenuhan hak dasar, serta ketidakadilan dan
ketidaksetaraan. Beberapa permasalahan yang
menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pemenuhan
hak-hak dasar antara lain: terbatasnya kecukupan dan
mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu
layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya
mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja
dan berusaha, terbatasnya akses layanan perumahan,
terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi,
lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah,
memburuknya kondisi sumberdaya alam dan
lingkungan hidup, lemahnya jaminan rasa aman, dan
lemahnya partisipasi.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
seperti provinsi lainnya juga mengalami masalah yang
berkaitan dengan kemiskinan penduduk. Menurut
Mubyarto (2002), pada tahun 1973 David Penny dan
Masri Singarimbun mempublikasikan hasil penelitian
tentang kemiskinan dan tekanan penduduk di Desa
Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul dalam
bentuk monografi di Cornell University berjudul Popu-
lation and Poverty in Rural Java: An Economic Arith-
metic from Sriharjo. Monografi inilah yang menjadikan
Desa Sriharjo terkenal dan Provinsi DI'Y menjadi simbol
kemiskinan di Indonesia. Sejumlah peneliti dari dalam
dan luar negeri berdatangan untuk mendalami strategi
bertahan hidup dari penduduk perdesaan yang
kemiskinannya relatif parah seperti di Desa Sriharjo
tersebut. Kini, tigapuluh tujuh tahun kemudian,
Provinsi DIY masih mempunyai masalah yang sama
dengan kemiskinan penduduk walaupun sudah banyak
program dan kegiatan dari pemerintah pusat dan daerah
yang dijalankan untuk menanggulangi masalah
kemiskinan penduduk tersebut.

Kondisi kemiskinan di Provinsi DIY ditunjukkan
sebagai berikut. Indikator ketimpangan distribusi
pendapatan dapat dianalisis dari angka Rasio Gini (RG),
ukuran ketimpangan menurut Kriteria Bank Dunia, dan
Indeks Williamson. Pada tahun 2003—-2008, nilai Rasio
Gini dan ukuran ketimpangan Kriteria Bank Dunia
menunjukkan pola yang hampir sama, dimana distribusi
pendapatan di Provinsi DIY cenderung semakin merata.
Namun demikian, nilai Indeks Williamson tidak
menunjukkan pola yang persis sama. Nilai Rasio Gini
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berkisar antara 0-1. Semakin mendekati 1 artinya
ketimpangan pendapatan di antara penduduk semakin
melebar. Jika ketimpangan semakin mendekati O berarti
distribusi pendapatan di antara penduduk semakin
merata. Mengacu pada tiga tingkatan nilai RG menurut
Oshima, maka nilai RG Provinsi DIY yang berada pada
kisaran 0,3 — 0,5 menunjukkan bahwa tingkat
ketimpangan di wilayah ini termasuk menengah atau
moderat.

Tabel 1
Nilai Rasio Gini di Ppropinsi DIY, Tahun 2003-2008

Tahun Rasio Gini
2003 0,3440
2004 0,3727
2005 0,3867
2006 0,3684
2007 0,3263
2008 0,3159

Sumber: BPS Provinsi DI, 2008. Data diolah.
Keterangan:

Nilai Rasio Gini

rendah = <0,3; sedang = 0,3-0,5; tinggi =>0,5.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2008
(Maret 2008) berdasarkan data BPS Provinsi DIY
menurun 17,2 ribu jiwa atau 2,71% menjadi 616,3 ribu
jiwa, dari posisinya pada tahun 2007 yaitu 633,5 ribu
jiwa. Jumlah penduduk miskin oleh BPS dihitung
berdasarkan kebutuhan dasar individu yang dinilai
dalam bentuk rupiah. Pada Maret 2008, garis kemiskinan
berdasarkan pengeluaran makanan adalah
Rp141.597,00 per kapita per bulan, sementara garis
kemiskinan totalnya adalah Rp194.830,00 per kapita per
bulan (BPS Provinsi DIY, 2008). Berdasarkan
pengolahan data penduduk miskin di antaranya dapat
dihasilkan indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap
index, P,) dan indeks keparahan kemiskinan (poverty
severity index, P,) yang dapat menunjukkan sisi lain
dari masalah kemiskinan. P, merupakan kesenjangan
antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada
di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan.
P, merupakan kesenjangan antarpenduduk miskin. Pada
Maret 2008, angka P, dan P, relatif rendah,
dibandingkan kondisinya pada Maret 2007, masing-

masing 3,35 dan 0,92 (Maret 2007: 3,80 dan 1,12). Artinya
tingkat kesenjangan semakin menurun, sehingga
diharapkan upaya pengentasannya akan lebih mudah.

Berdasarkan penyebaran secara spasial,
penduduk miskin pada Maret 2008 tersebar hampir
merata, yaitu 52,60% di perkotaan dan 47,40% di
perdesaan (BPS Provini DIY, 2008). Sebagian besar
penduduk miskin berprofesi sebagai petani.
Berdasarkan data sebanyak 472.082 rumah tangga
petani di Provinsi DIY pada tahun 2007, 80,29% di
antaranya adalah petani gurem, yaitu petani dengan
skala usaha mikro kecil dan kepemilikan lahan kurang
dari setengah hektar. Jika dibandingkan dengan kondisi
kemiskinan di tingkat nasional, tingkat kemiskinan di
Provinsi DI'Y masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan
nasional. Kondisi ini dapat diperhatikan mulai tahun
2002, dimana penduduk miskin DI'Y mencapai 20,14%
dari jumlah penduduk, sementara di tingkat nasional
hanya 18,20%. Hingga Maret 2008, tingkat kemiskinan
di DI'Y masih lebih tinggi, yaitu 18,32% dibandingkan
angka nasional yaitu 15,42%.

Selama tahun 2003 — 2010 perkembangan jumlah
penduduk miskin di Provinsi DIY cenderung
berfluktuasi. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2004
menurun 3,23%. Pada tahun 2005, jumlah ini kembali
meningkat sebesar 1,56% seiring dengan kenaikan
harga BBM Oktober 2005 yang diperkirakan telah
menyebabkan turunnya daya beli masyarakat DIY. Pada
tahun 2006 jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY
kembali meningkat sebesar 3,87%. Laju kenaikan yang
relatif lebih besar dari tahun sebelumnya ini diperkirakan
disebabkan oleh dua faktor. Pertama, dampak kenaikan
BBM Oktober 2005 diperkirakan masih berlanjut pada
tahun 2006. Kedua, bencana alam gempa bumi Mei 2006.
Tahun 2007 memberikan angin segar pada
perekonomian Provinsi DIY. Salah satu indikatornya,
jumlah penduduk miskin menurun 2,54%. Penurunan
ini diperkirakan dimotori oleh program pemulihan dan
rekonstruksi pasca gempa bumi.

Pada Mei 2008 harga BBM kembali dinaikkan
dengan besaran yang signifikan, rata-rata sekitar 26%.
Namun demikian, dampaknya terhadap daya beli
masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi kelas
bawah, diperkirakan dapat ditopang sementara oleh
keberadaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
kepada rumah tangga miskin sejak pertengahan tahun
hingga akhir tahun 2008. Karenanya, di tahun 2008,
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jumlah penduduk miskin kembali menurun 2,72%. Pada
tahun 2009 dan 2010, jumlah penduduk miskin masing-
masing menjadi 585.780 jiwa dan 577.300 jiwa. Selama
kurun waktu 2003-2010, pertumbuhan penduduk miskin
di Provinsi DIY rata-rata mengalami penurunan sebesar
1,35%.

Tabel 2
PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN
PENDUDUK MISKIN
DI PROVINSI DIY, TAHUN 2003 -2010

Tahun Jumlah (jiwa) Pertumbuhan (%)

2003 636.800 -

2004 616.200 -3.23%
2005 625.800 1.56%
2006 650.000 3.87%
2007 633.500 -2.54%
2008 616.300 -2.72%
2009 585.780 -4.95%
2010 577.300 -1.45%

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2008 dan 2011. Data diolah.

Berdasarkan perbandingan nilai nominal PDRB
sebagai indikator ekonomi makro regional Provinsi DIY
antarwaktu dan antardaerah, ternyata Kabupaten
Sleman menghasilkan nilai PDRB terbesar secara relatif
dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya,
sedangkan Kabupaten Kulonprogo merupakan
kabupaten dengan nilai PDRB terkecil. Selama kurun
waktu 10 (sepuluh) tahun, kinerja perekonomian
Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta melampaui
kabupaten lainnya di Provinsi DIY. Kondisi tersebut
menunjukkan, bahwa kedua wilayah merupakan
penopang perekonomian di Provinsi DIY. Kondisi ini
selama kurun waktu tersebut bertahan tidak terjadi
pergeseran, artinya tidak ada kabupaten/kota yang
dapat melampaui wilayah lainnya.

Dilihat dari sisi kemampuan wilayah, perbedaan
nilai PDRB antarkabupaten/kota sangat tergantung
pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang
dimiliki serta ditunjang dengan teknologi yang tersedia.
Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo dengan luas
wilayah hampir sepertiga wilayah Provinsi DIY, ternyata
pada kurun waktu tersebut (2001-2010) hanya
menempati urutan keempat dan kelima dalam hal

besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Hal ini disebabkan
perekonomian Kabupaten Gunungkidul dan Kulon
Progo masih ditopang oleh sektor pertanian, sedangkan
lahan pertanian di daerah tersebut relatif tandus dengan
produktivitas rendah. Sementara itu, Kota Yogyakarta
dengan luas wilayah terkecil tetapi dengan banyaknya
kegiatan ekonomi di setiap sektor dan ditunjang oleh
sarana dan prasarana serta teknologi yang lebih
memadai mampu mencapai nilai PDRB yang lebih besar
(urutan kedua). Apabila dianalisis per sektor,
Kabupaten Gunungkidul lebih dominan di sektor
pertanian dan sektor penggalian dibandingkan
kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Sleman lebih
unggul di sektor industri pengolahan, sektor
konstruksi, dan sektor perdagangan, hotel, dan
restorans sedangkan Kota Yogyakarta lebih unggul di
sektor listrik dan air bersih; sektor pengangkutan dan
komunikasi; sektor keuangan, real estat, dan jasa
perusahaan; serta sektor jasa-jasa.

Salah satu hal yang menjadi masalah klasik
dalam suatu perekonomian pada umumnya adalah
pemerataan kesejahteraan. Dalam program MDGs
disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang akan
dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,
artinya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan
pemerataan dalam distribusi pendapatan, penurunan
angka kemiskinan, dan lingkungan hidup yang
menjamin bagi keberlangsungan hidup manusia pada
masa mendatang. Oleh karena itu, pencapaian PDRB
yang tinggi tanpa disertai pemerataan pendapatan akan
menimbulkan kesenjangan ekonomi. Untuk melihat
seberapa jauh pemerataan pendapatan yang diperoleh
masyarakat sangatlah sulit. Indikator yang cukup
mendukung untuk melihat tingkat kesejahteraan
masyarakat adalah dengan PDRB per kapita. Angka
tersebut diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB
yang dihasilkan oleh suatu daerah/wilayah dengan
jumlah penduduknya. Hanya melihat PDRB perkapita
individu memang tidak dapat diketahui seberapa jauh
disparitas pendapatan dalam suatu region, tetapi perlu
membandingkan dengan daerah/wilayah lain sehingga
disparitas antar region dapat diketahui. Perbandingan
nilai PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi
DIY dapat menunjukkan terjadinya kesenjangan
antardaerah.

Pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai oleh
masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY adalah
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pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu
pertumbuhan ekonomi yang mendukung pencapaian
pembangunan manusia. Korelasi positif pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan manusia tercermin dalam
wujud perbaikan kualitas kehidupan seluruh
masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan secara
prinsipil harus berfokus pada seluruh aset bangsa,
hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh
masyarakat secara lebih merata, dan pelaksanaanya
harus mengedepankan kerangka kerja kelembagaan.
Indikator yang digunakan dalam pencapaian
pembangunan manusia tersebut adalah Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Berikut ini disajikan IPM
masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY dan
IPM Provinsi DIY tahun 2001-2009 pada Tabel 3.
Berdasarkan Tabel 3, nampak angka IPM semua
Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta mengalami kenaikan. Hal lain yang dapat
dilihat dari Tabel 3 adalah IPM untuk Kota selalu lebih
tinggi daripada IPM untuk Kabupaten. Hal ini dapat
dipahami bahwa fasilitas yang lebih lengkap untuk kota
seperti fasilitas fisik, fasilitas pendidikan, dan fasilitas
kesehatan karena faktor belanja modal dari pemerintah
kota yang lebih banyak daripada belanja modal
pemerintah kabupaten. Apabila dikaitkan lebih lanjut
antara indikator IPM kabupaten/kota di Provinsi DIY
(Tabel 3) yang selalu meningkat di sepanjang tahun
2001-2009 dengan indikator Rasio Gini (Tabel 1) dan
Angka Pertumbuhan Penduduk Miskin (Tabel 2) yang
semakin menurun maka nampak ada benang merah
bagaimana mengukur keberhasilan dalam
menanggulangi kemiskinan. Namun begitu, situasi
kemiskinan yang terungkap dalam sajian angka-angka

tersebut hanyalah ukuran kemiskinan yang didasarkan
atas permasalahan pendapatan atau ekonomi belaka.
Lebih lanjut daripada itu, permasalahan kemiskinan
perlu dilihat dari aspek kegagalan dalam pemenuhan
hak dasar, serta ketidakadilan dan ketidaksetaraan.

Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya
dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil
kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi
hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat
digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah
terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan
antarwaktu dan daerah, serta menentukan target
penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki
kondisinya. Di samping tersedianya data makro yang
akurat, ketersediaan profil kemiskinan menjadi sangat
penting agar kebijakan program penanggulangan
kemiskinan menjadi tepat sasaran dan dapat difokuskan
sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut.
Profil kemiskinan diharapkan dapat mengungkap
persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh
penduduk miskin dan akar persoalan yang selalu
menjerat penduduk miskin sehingga tidak mampu
terbebas dari kemiskinan dari waktu ke waktu.

Profil kemiskinan semestinya menyajikan
informasi mengenai akar permasalahan yang dihadapi
oleh berbagai segmen penduduk miskin dan sasaran
geografis. Profil kemiskinan diharapkan mampu
menjawab tentang apakah permasalahan lebih berakar
pada orangnya, masalah infrastruktur/struktural atau
masalah keterampilan, dan sebagainya. Informasi yang
tersedia dalam Susenas tidak dapat mengungkapkan
persoalan tersebut secara tuntas, karena lebih
merupakan informasi tentang karakteristik rumah

Tabel 3
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIAPROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PROVINSI DIY, TAHUN 2001-2009

Kabupaten/Kota 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kabupaten Bantul 65.8 68.4 699 71.5 71.9 71.97 72.78 73.38 73.75
Kabupaten Gunung Kidul 63.6 67.1 68.1 68.9 69.3 69.44 69.68 70.00 70.20
Kabupaten Kulon Progo  66.4 69.4 70.2 70.9 71.5 72.01 72.76 73.26 73.77
Kabupaten Sleman 69.8 72.7 749 75.1 75.6 76.22 76.70 77.24 77.70
Kota Y ogyakarta 734 753 76.3 77.4 77.7 77.81 78.14 78.95 79.30
Provinsi DIY 68.7 70.8 718 729 73.5 73.7 74.15 74.88 75.23

Sumber: BPS. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Tahun 2001-2009.
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tangga miskin. Namun demikian, perbedaan karakteristik
rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin
dapat mengungkap beberapa catatan mengenai
persoalan mendasar kemiskinan.

Setiap daerah mempunyai corak pembangunan
ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh karena
itu, dalam perencanaan pembangunan ekonomi suatu
daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi,
sosial, dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya
dengan daerah lain. Dengan demikian, tidak ada strategi
pembangunan ekonomi daerah termasuk strategi
penanggulangan kemiskinan yang berlaku untuk semua
daerah. Secara umum dapat dikatakan bahwa upaya
penanggulangan kemiskinan yang diprakarsai
pemerintah pusat mempunyai ciri-ciri 1) Kebijakan
terpusat dan seragam; 2) Lebih bersifat karitatif; 3)
Memposisikan masyarakat sebagai obyek, yaitu tidak
melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses
penanggulangan kemiskinan; 4) Memandang masalah
kemiskinan hanya dari segi ekonomi; 5) Menganggap
bahwa permasalahan dan penanggulangan kemiskinan
bersifat sama; 6) Kurang memperhatikan keragaman
budaya; 7) Pendekatannya top down; 8) Terdapat
tumpang-tindih kelompok sasaran antara program yang
satu dan program lainnya; dan 9) Kebijakannya bersifat
sektoral.

Pelibatan berbagai potensi dan peluang daerah
dan berhubungan dengan kapasitas para stakehold-
ers telah digagas oleh Pemerintah Provinsi DIY dan
telah diujicobakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
dalam menangani program penanggulangan
kemiskinan terpadu berlabel “Semangat Gotong Royong
Agawe Majune Ngayogyakarta” atau Segoro Amarto.
Pilot Project program ini telah diterapkan di 3 kelurahan
di Kota Yogyakarta, yaitu di Kricak, Tegalpanggung,
dan Sorosutan selama 2 tahun dan berhasil menurunkan
angka kemiskinan lebih cepat daripada 45 kalurahan
yang lain. Segoro Amarto merupakan sebuah gerakan
bersama seluruh komponen masyarakat untuk
penanggulangan kemiskinan. Gerakan ini lebih
menekankan pada perubahan nilai yang tercermin pada
sikap, perilaku, gaya hidup, dan wujud kebersamaan
dalam kehidupan menjadi lebih baik mencakup semua
aspek fisik dan non fisik (Kompas, 17/1/2011).
Kemiskinan juga berkaitan erat dengan nilai, oleh
karenanya perlu sharing dari berbagai komponen
masyarakat untuk saling mengisi dengan berbagai

potensinya, dengan harapan akan membangun nilai
saling kepedulian (http://www.antaranews.com).
Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini ingin
menganalisis pengaruh kriteria miskin terhadap pilihan
strategi penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota
Provinsi DIY.

Manfaat penelitian ini untuk pengembangan
ilmu pengetahuan (teori ekonomi pembangunan dan
teori kemiskinan) khususnya yang berkaitan dengan
penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota di
Provinsi DIY, sebagai sumbangan bagi pemerintah
kabupaten/kota dalam menanggulangi kemiskinan di
kabupaten/kota, sebagai sumbangan bagi DPRD
kabupaten/kota untuk mengetahui wewenang legislatif
dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota
dengan menggunakan APBD yang sesuai peraturan
perundangan yang berlaku untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat, dan sebagai sumbangan
bagi pemerintah pusat untuk mengetahui dampak
penanggulangan kemiskinan secara nasional di
kabupaten/kota di Provinsi DIY, dan sebagai
sumbangan referensi bagi peneliti berikutnya secara
lebih luas dan rinci.

MATERIDANMETODEPENELITIAN

Menurut (Arsyad, 2004:45), Adam Smith menjelaskan
dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu
pertumbuhan output total dan pertumbuhan
penduduk. Unsur pokok dalam pertumbuhan output
total adalah sumberdaya alam yang tersedia (faktor
produksi tanah), sumberdaya insani (jumlah penduduk),
dan stok barang modal yang ada. Sumberdaya alam
yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar
dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah
sumberdaya alam yang tersedia merupakan “batas
maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian.
Artinya, jika sumberdaya ini belum digunakan
sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal
yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan
output. Sumberdaya insani (jumlah penduduk)
mempunyai peranan yang pasif dalam proses
pertumbuhan output. Artinya, jumlah penduduk akan
menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja
dari suatu masyarakat.

Stok modal merupakan unsur produksi yang
secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya
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sangat sentral dalam proses pertumbuhan output.
Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung
pada laju pertumbuhan stok modal sampai “batas
maksimum” dari sumber alam. Pengaruh stok modal
terhadap tingkat output total dapat secara langsung
dan tak langsung. Pengaruh langsung adalah karena
pertambahan modal (sebagai input) akan langsung
meningkatkan output, sedang pengaruh tak langsung
adalah meningkatkan produktivitas per kapita yang
dimungkinkan karena adanya spesialisasi dan
pembagian kerja yang lebih tinggi. Semakin besar stok
modal, semakin besar kemungkinan dilakukannya
spesialisasi dan pembagian kerja yang pada gilirannya
akan meningkatkan produktivitas per kapita.

Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan
ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu negara
untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi
penduduknya. Pertumbuhan kemampuan ini
disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan
serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. Ada
tiga komponen pokok penting, yaitu kenaikan output
nasional secara terus menerus, kemajuan teknologi
sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi, dan
penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Simon
Kuznets, memisahkan enam karakteristik proses
pertumbuhan pada hampir semua negara maju, yaitu
tingginya tingkat pertumbuhan output per kapita dan
penduduk, tingginya tingkat kenaikan produktivitas
faktor produksi secara keseluruhan terutama
produktivitas tenaga kerja, tingginya tingkat
transformasi struktur ekonomi, tingginya tingkat
transformasi sosial dan ideologi, kecenderungan
negara-negara maju secara ekonomis untuk
menjangkau seluruh dunia untuk mendapatkan pasar
dan bahan baku, dan pertumbuhan ekonomi ini hanya
terbatas pada sepertiga populasi dunia.

Menurut Kuncoro (1997) penyebab kemiskinan
adalah 1) secara mikro, kemiskinan karena adanya
ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang
menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam
jumlah terbatas dan kualitasnya rendah, 2) kemiskinan
muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya
manusia yang rendah, berarti produktivitasnya rendah,
yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya
kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan,
nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau

karena keturunan, dan 3) kemiskinan muncul akibat
perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab
kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan
kemiskinan (vicious circle poverty). Adanya
keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan
kurangnya modal menyebabkan rendahnya
produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya
pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan
akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan
investasi yang berakibat pada keterbelakangan, dan
seterusnya.

United Nations Development Program (UNDP)
pada tahun 1990, memperkenalkan formula human de-
velopment index (HDI) atau disebut pula dengan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun
dari tiga komponen yaitu lamanya hidup (angka harapan
hidup), tingkat pendidikan (kombinasi antara angka
melek huruf pada penduduk 15 tahun ke atas dengan
dan rata-rata lamanya sekolah), dan tingkat kehidupan
yang layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita
yang telah disesuaikan (purchasing power parity).
Dengan demikian, konsep kesejahteraan masyarakat
dengan memasukkan aspek kesehatan dan pendidikan
bersama dengan aspek pangan, sandang, dan
perumahan menjadi kesatuan dengan tingkat
pendapatan telah memadukan antara pendekatan
kuantitas dan kualitas hidup.

World Bank pada tahun 2000 merumuskan
indikator kesejahteraan masyarakat sebagai indikator
pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan
manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator
pembangunan itu disebut sebagai Millenium Devel-
opment Goals (MDGs), yang terdiri dari delapan
indikator capaian pembangunan, yaitu penghapusan
kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gen-
der, perlawanan terhadap penyakit menular, penurunan
angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu,
pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global.
Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur
dalam beberapa dimensi utama. Menurut World Bank,
tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat
diamati melalui dimensi pengurangan kemiskinan (de-
crease in poverty), peningkatan kemampuan baca tulis
(increase in literacy), penurunan tingkat kematian bayi
(decrease in infant mortality), peningkatan harapan
hidup (life expectancy) dan penurunan dalam
ketimpangan pendapatan (decrease income inequal-
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ity).

Obyek penelitian adalah semua kabupaten/kota
di Propinsi DIY karena berdasarkan pertimbangan
bahwa Propinsi DI'Y mempunyai masalah kemiskinan
yang paling berat di antara Provinsi lainnya di Pula
Jawa-Bali. Waktu penelitian adalah dari tahun 2001
sampai dengan 2008 karena tahun 2001 sampai dengan
2008 merupakan pelaksanaan 8 tahun pertama Otonomi
Daerah per 1 Januari 2001. Secara umum, monitoring
dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dalam
pemerintahan selama 8 tahun adalah hal yang
seharusnya dilakukan sehingga akan diperoleh hasil
monitoring dan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan
kegiatan pada waktu-waktu mendatang. Di samping itu,
otonomi daerah telah memberikan wewenang kebijakan
ekonomi termasuk penanggulangan kemiskian sebagai
dampak pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas
di kabupaten/kota yang lebih besar kepada daerah
sehingga dapat dilihat keberhasilan kebijakan
penanggulangan kemiskinan di daerah, khususnya
kabupaten/kota di Provinsi DIY.

Menurut Santosa dkk. (2003), telah dilakukan
penelitian tentang evaluasi program penanggulangan
kemiskinan di Yogyakarta secara kuantitatif dengan
menggunakan data primer yang diperoleh melalui
wawancara langsung dengan penerima program yang
dilakukan mulai September 2002 sampai dengan Januari
2003. Pengambilan sampel dilakukan secara acak. Jumlah
responden program kerja mandiri (PKM) dalam
penelitian ini adalah 80 responden. yang berasal dari 3
jenis program yaitu program IDT, program PPK, dan
program P2KP, masing-masing sebesar 38 responden,
32 responden, dan 10 responden. Responden ini diambil
dari 6 desa di 4 kabupaten dan 1 kota di DIY. Empat
lokasi pertama berada di lingkungan perdesaan di empat
kabupaten di propinsi DY, yaitu desa Karangawen di
kabupaten Gunungkidul, desa Srikayangan di
kabupaten Kulonprogo, desa Selopamioro di
kabupaten Bantul, dan desa Sambirejo di kabupaten
Sleman, sedangkan dua lokasi terakhir adalah kelurahan
Purwokinanti dan kelurahan Mantrijeron yang berada
di kota Yogyakarta. Simpulan penelitian ini adalah 1)
Pendapatan peserta Program Kerja Mandiri meningkat
sebesar 32,33% untuk rumahtangga atau 3,87% untuk
individu penerima program, sedangkan pendapatan
peserta Program Padat Karya menurun sebesar 2%.
Jumlah peserta program kerja mandiri yang miskin

menurun sebesar 26,1%, sedangkan jumlah peserta
program padat karya yang miskin tetap. Nilai total Pro-
gram kerja Mandiri sebesar 68,34%, sedangkan nilai
total Program Padat Karya sebesar 20,38%; 2) Efisiensi
penyaluran program dari Program kerja Mandiri lebih
tinggi dibanding efisiensi penyaluran program dari Pro-
gram Padat Karya. Tingkat yaitu sebesar 192,1%,
sedangkan tingkat efisiensi penyaluran program Pro-
gram Padat Karya sebesar 78,9%: dan 3) dan
Kelangsungan dana untuk pelaksanaan Program Kerja
Mandiri lebih tinggi dibanding kelangsungan dana
untuk Program Padat Karya. Tingkat kelangsungan
dana Program Kerja Mandiri sebesar 88,4%, sedangkan
kelangsungan dana Program Padat Karya sebesar 54%.

Menurut Sahdan (2005), selama ini kebijakan
penanggulangan kemiskinan, didesain secara
sentralistik oleh pemerintah pusat yang diwakili
BAPPENAS. BAPPENAS merancang program
penangulangan kemiskinan dengan dukungan alokasi
dan distribusi anggaran dari APBN (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara) dan utang kepada
Bank Dunia serta lembaga keuangan multinasional
lainnya. Berkat alokasi anggaran yang memadai,
pemerintah pusat menjalankan kebijakan sentralistik
dengan program-program yang bersifat karitatif.

Suryanto meneliti tentang Pengaruh
Desentralisasi Fiskal terhadap Kesejahteraan
Masyarakat Berdasarkan Kajian Teoritis dan Aplikasi
Anggaran (2005). Menurut Suryanto (2005:13),
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kebijakan yang didasarkan temuan
terdahulu maupun gambaran umum yang dialami di
wilayah penelitian. Gambaran terhadap kondisi
desentralisasi fiskal dan kesejahteraan masyarakat
dijelaskan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian
Suryanto menunjukkan bahwa implementasi
desentralisasi fiskal belum banyak bermanfaat bagi
peningkatan kesejahtaraan masyarakat khususnya
dalam mengurangi tingkat kemiskinan penduduk karena
adanya kesenjangan antara perencanaan dengan
kebutuhan masyarakat di daerah (Suryanto dkk.,
2005:67).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka disusun
hipotesis penelitian sebagai berikut:
Hla: Ada perbedaan jumlah orang miskin di masing-

masing kecamatan di Kabupaten Kulon Progo
Provinsi DIY.
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H1b: Ada perbedaan jumlah orang miskin menurut
kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di
Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY.

H2a: Ada perbedaan jumlah orang miskin di masing-
masing kecamatan di Kabupaten Sleman Provinsi
DIY.

H2b: Ada perbedaan jumlah orang miskin menurut
kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di
Kabupaten Sleman Provinsi DIY.

H3a: Ada perbedaan jumlah orang miskin di masing-
masing kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul
Provinsi DIY.

H3b: Ada perbedaan jumlah orang miskin menurut
kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di
Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY.

H4a: Ada perbedaan jumlah orang miskin di masing-
masing kecamatan di Kabupaten Bantul Provinsi
DIY.

H4b: Ada perbedaan jumlah orang miskin menurut
kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di
Kabupaten Bantul Provinsi DIY.

Hb5a: Ada perbedaan jumlah orang miskin di masing-
masing kecamatan di Kota Yogyakarta Provinsi
DIY.

Hb5b: Ada perbedaan jumlah orang miskin menurut
kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di

Kota Yogyakarta Provinsi DIY.

Mengingat seluruh data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder, maka prosedur
pengumpulan data dilakukan dengan cara data
dikumpulkan dari instansi terkait antara lain Bappeda
kabupaten/kota dan Provinsi DIY, serta Badan Pusat
Statistik (BPS). Data tersebut diperoleh dari berbagai
laporan/buku/compact disk yang dipublikasikan oleh
instansi terkait. Artikel pendukung studi dikumpulkan
melalui website yang berupa referensi dari terbitan
berkala, buku, makalah, jurnal ilmiah, dan laporan
penelitian. Data sekunder yang tersedia dikumpulkan,
diteliti, didiskusikan, dan diolah dengan berbagai pihak
yang berkompeten agar data tersebut valid. Pengujian
dilakukan dengan menggunakan uji ANOVA 2 arah.
Dalam penelitian ini a ditetapkan sebesar 5%.

HASILPENELITIAN

Menurut Bappeda DIY (2008), berdasarkan Survey
Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun
2008 dan Penyusunan Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Provinsi DI'Y Tahun 2008, diperoleh
data Rumah Tangga Miskin per Kabupaten/Kota di
Provinsi DIY seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4
sampai dengan Tabel 8 berikut ini:

Tabel 4
RINCIAN RUMAH TANGGAMISKIN (RTM) DI KABUPATEN KULON PROGO, TAHUN 2008

Desa/ Hampir Kategori
Kecamatan Keluruhan Miskin % Miskin % FakirMiskin % Jumlah
Temon 15 1,209 45.73 1,108 4191 327 12.37 2,644
Wates 8 1,635 51.08 1,324 41.36 242 7.56 3,201
Panjatan 1 1,469 41.95 1,608 4592 425 1214 3,502
Galur 7 1,416 54.38 1,035 39.75 153 5.88 2,604
Lendah 6 1,714 49.68 1,386 40.17 350 10.14 3,450
Sentolo 8 1,108 27.65 2,201 54.93 698 1742 4,007
Pengasih 7 2,011 42.05 2,115 44.23 656 1372 4,782
Kokap 5 1,179 2441 2,747 56.87 904 18.72 4,830
Girimulyo 4 572 16.00 2,053 5744 949 26.55 3,574
Nanggulan 6 925 38.13 1,146 47.24 355 14.63 2,426
Kalibawang 4 1,276 33.68 1,994 52.63 519 13.70 3,789
Samigaluh 7 1,622 35.76 1,864 41.09 1,050 2315 4,536
Jumlah 88 16,136 37.23 20,581 4748 6,628 1529 43,345

Sumber: Bappeda Provinsi DIY, (2008, I111-1114).
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Tabel 5
RINCIAN RUMAH TANGGAMISKIN (RTM) DI KABUPATEN SLEMAN, TAHUN 2008
Desa/ Hampir Kategori
Kecamatan Keluruhan Miskin % Miskin % FakirMiskin % Jumlah
Moyudan 4 549 26.74 1,267 61.71 237 1154 2,053
Minggir 5 508 16.08 2,125 67.27 526 16.65 3,159
Seyegan 5 713 18.65 2,246 58.73 865 22.62 3,824
Godean 7 898 2787 2,071 64.28 253 7.85 3,222
Gamping 5 1,283 38.39 1,698 50.81 361 10.80 3,342
Milati 5 1,599 3641 2,198 50.05 595 1355 4,392
Depok 3 1,191 4745 1,154 4598 165 6.57 2,510
Berbah 4 1,070 43.20 1,167 4711 240 9.69 2,477
Prambanan 6 777 20.88 2,156 57.94 788 21.18 3,721
Kalasan 4 972 2771 2,044 58.27 492 14.03 3,508
Ngemplak 5 757 26.05 1,748 60.15 401 13.80 2,906
Ngaglik 6 713 31.89 1,245 55.68 278 12.43 2,236
Sleman 5 1,145 2261 2,805 55.39 1,114 22.00 5,064
Tempel 8 620 1554 2,496 62.57 873 21.89 3,989
Turi 4 418 19.90 1,322 62.95 360 17.14 2,100
Pakem 5 411 30.35 766 56.57 177 13.07 1,354
Cangkringan 5 561 17.99 2,063 66.14 495 15.87 3,119
Jumlah 86 14,185 26.78 30,571 57.71 8,220 1552 52,976

Sumber: Bappeda Provinsi DIY, (2008, 1117 —1119).

Tabel 6
RINCIAN RUMAH TANGGAMISKIN (RTM) DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL, TAHUN 2008
Desa/ Hampir Kategori
Kecamatan Keluruhan Miskin % Miskin % FakirMiskin % Jumlah
Panggang 11 1,877 4658 1,546 38.36 607 15.06 4,030
Purwosari 5 1,060 60.40 420 23.93 275 15.67 1,755
Paliyan 7 2,679 51.52 1,893 36.40 628 12.08 5,200
Sapto Sari 7 1,557 26.01 2,894 48.34 1,536 25.66 5,987
Tepus 9 1,624 35.69 1,452 31.91 1,474 3240 4,550
Tanjungsari 5 1,483 59.27 150 6.00 869 34.73 2,502
Rongkop 16 1,971 47.36 1,447 34.77 744 17.88 4,162
Girisubo 8 1,502 48.83 1,066 34.66 508 16.51 3,076
Semanu 5 3,862 53.88 2,438 34.01 868 1211 7,168
Ponjong 11 3,323 51.87 1,943 30.33 1,140 17.80 6,406
Karangmojo 9 3,773 46.00 2,950 35.97 1,479 18.03 8,202
Wonosari 14 3,714 57.18 1,720 26.48 1,061 16.34 6,495
Playen 13 3,671 4792 2,617 34.16 1,373 17.92 7,661
Paluk 11 2,783 73.84 783 20.77 203 5.39 3,769
Gedang Sari 7 3,212 53.99 2,060 34.63 677 11.38 5,949
Nglipar 7 2,316 4881 1,744 36.75 685 14.44 4,745
Ngawen 6 2,918 55.93 1,279 2452 1,020 19.55 5,217
Semin 10 2,975 39.68 2,689 35.87 1,833 24.45 7,497
Jumlah 161 46,300 49.06 31,091 32.95 16,980 1799 94,371

Sumber: Bappeda Provinsi DI, (2008, 11113 -11116).
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Tabel 7
RINCIAN RUMAH TANGGAMISKIN (RTM) DI KABUPATEN BANTUL, TAHUN 2008
Desa/ Hampir Kategori
Kecamatan Keluruhan Miskin % Miskin % FakirMiskin % Jumlah
Srandakan 2 863 35.24 1,392 5684 194 792 2,449
Sanden 4 856 2861 1,702  56.89 434 1451 2,992
Kretek 5 316 19.24 945 5755 381 2320 1,642
Pundong 3 878 34.23 1444  56.30 243 947 2,565
Bambang Lipuro 3 883 29.88 1,657  56.07 415 14.04 2,955
Pandak 4 1,291 27.01 2916 6100 573 11.99 4,780
Bantul 5 1,176 3053 2,218 5758 458 11.89 3,852
Jetis 4 990 3044 1,784 5486 478 14.70 3,252
Imogiri 8 1,723 3031 3,145 5532 817 14.37 5,685
Dlingo 6 566 17.22 2,469 7514 251 7.64 3,286
Pleret 5 1,504 4041 1,947 5231 271 7.28 3,722
Piyungan 3 1,562 3722 2,042 4865 593 14.13 4,197
Banguntapan 8 2,955 53.48 2279 4125 291 527 5,525
Sewon 4 2,445 4118 3,110 5237 383 6.45 5,938
Kasihan 4 1,992 3346 3,301 5544 661 11.10 5,954
Pajangan 3 753 3271 1,319 5730 230 9.99 2,302
Sedayu 4 735 2234 2,027 6161 528 16.05 3,290
Jumlah 75 21,488 3337 35697 5544 7,201 1118 64,386
Sumber: Bappeda Provinsi DIY, (2008, 11120 - 11122).
Tabel 8
RINCIAN RUMAH TANGGAMISKIN (RTM) DI KOTAYOGYAKARTA,
TAHUN 2008
Desa/ Hampir Kategori

Kecamatan Keluruhan  Miskin % Miskin % FakirMiskin % Jumlah
Mantrijeron 3 710 47.75 759 5104 18 121 1,487
Kraton 3 389 41.87 514 5533 26 2.80 929
Mergangsan 3 775 46.94 835 50.58 41 248 1,651
Umbulharjo 7 1,328 46.16 1,467 5099 82 2.85 2,877
Kotagede 3 656 49.14 665 4981 14 1.05 1,335
Gondokusuman 5 756 4557 884 5329 19 115 1,659
Danurejan 3 553 39.25 807 5727 49 348 1,409
Pakualaman 2 237 47.88 254 5131 4 0.81 495
Gondomanan 2 350 34.21 638 6237 35 342 1,023
Ngampilan 2 315 39.67 448 5642 31 3.90 794
Wirobrajan 3 459 4192 619 5653 17 155 1,095
Gedong Tengen 2 602 4971 599 4946 10 0.83 1,211
Jetis 3 458 33.07 899 6491 28 202 1,385
Tegalrejo 4 894 38.35 1,401  60.10 36 154 2,331
Jumlah 45 8,482 43.10 10,789  54.82 410 208 19,681

Sumber: Bappeda Provinsi DIY, (2008, 11126 — 11127).
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Apabila data Rumah Tangga Miskin (RTM)
masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi DIY
sebagai hasil studi Bappeda Provinsi DI'Y Tahun 2008
(Tabel 4 sampai dengan Tabel 8) diringkas maka akan
diperoleh Tabel 9 dan Gambar 1. Berdasarkan Tabel 9
dan Gambar 1, nampak jumlah RTM untuk kategori
hampir miskin terbanyak di Kabupaten Gunung Kidul
(46.300), kategori miskin terbanyak di Kabupaten Bantul
(35.697), dan kategori fakir miskin terbanyak di

Tabel 9, nampak penduduk di Provinsi DIY dalam
kategori miskin merupakan jumlah terbesar terbesar
karena 46,85% (hampir 50%) RTM di Provinsi DIY
merupakan kategori miskin.

Berdasarkan data pada Tabel 4 sampai dengan
Tabel 8 tentang Rincian Rumah Tangga Miskin di
Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, Bantul
dan Kota Yogyakarta Provinsi DIY, maka dapat
dilakukan analisis statistik ANOVA 2 arah yang

Kabupaten Gunung Kidul (16.980). Apabila dilihat pada hasilnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 9
RUMAH TANGGAMISKIN (RTM) DI KABUPATEN/KOTAPROVINSI DIY, TAHUN 2008
Desa/ Hampir Kategori
Kecamatan Keluruhan Miskin % Miskin % FakirMiskin % Jumlah
Kulon Progo 83 16.136 37,.23% 20.581 47,48% 6.628 1529%  43.345
Sleman 86 14.185 26,78% 30571 57,71% 8.220 1552%  52.976
Gunung Kidul 161 46.300 49,06% 31.091 32,95% 16.980 1799%  94.371
Bantul 7 21.488 33.37% 35.697 5544% 7.201 1118%  64.386
Yogyakarta 45 8.482  43,10% 10.789 54,82% 410 208%  19.681
Provinsi DIY 455 106.591 38,79% 128.729 46,85% 39.439 1435% 274.759

Sumber: Bappeda (2008), data diolah.

phampir miskin

mmiskin
Ofakir mizkin

10,000 - —

o 5 5
Q@@ @@@ q@“["@ %.ﬁ*@ \b—é@
o 5 ﬂJ\a@m

Gambar1
RUMAH TANGGAMISKIN (RTM) DI KABUPATEN/KOTAPROVINSI DIY, TAHUN 2008
Sumber: Bappeda (2008), data diolah.
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Tabel 10
HASILUJIANOVA2ARAH, UNTUK KRITERIAHAMPIR MISKIN, MISKIN, DAN FAKIR MISKIN
DI KABUPATEN KULON PROGO PROVINSIDIY

ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value Fcrit
Rows 4728896.991 b 135111.3426  1.000986509 0.485649612  1.590645406
Columns 34547565.69 2 1727378284 1279746263 4.15128E-24 3.127675601
Error 9448472.981 70 134978.1854
Total 48724935.66 107
Sumber: Tabel 4. Data diolah.

Tabel 11

HASILUJIANOVA2 ARAH, UNTUK KRITERIAHAMPIR MISKIN, MISKIN, DAN FAKIR MISKIN
DIKABUPATEN SLEMAN PROVINSIDIY

ANOVA

Source of Variation SS df MS F P-value Fcrit
Rows 7925136.562 50 158502.7312  0.998194087 0.492052957 1477231314
Columns 36299494.21 2 18149747.1 114.3006818 1.46734E-26  3.087295893
Error 15878949.12 100 158789.4912

Total 60103579.9 152

Sumber: Tabel 5. Data diolah.

Tabel 12
HASILUJIANOVA2ARAH, UNTUK KRITERIAHAMPIR MISKIN, MISKIN, DAN FAKIR MISKIN
DI KABUPATEN GUNUNG KIDULPROVINSIDIY

ANOVA

Source of Variation SS df MS F P-value Fcrit
Rows 17698615.11 53 333936.1342  1.002868911 0484648001 1.461182126
Columns 1092284034 2 54614201.72 164.016048  3.56905E-33  3.082014501
Error 35295969.22 106 332980.8417

Total 162222987.8 161

Sumber: Tabel 6. Data diolah.
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Tabel 13
HASIL UJIANOVA2ARAH, UNTUK KRITERIAHAMPIR MISKIN, MISKIN, DAN FAKIR MISKIN
DI KABUPATEN BANTUL PROVINSIDIY

ANOVA
Source of Variation SS df F P-value Fcrit
Rows 13324593.57 50 2664918714 1002909316 0484407528 1477231314
Columns 53720401.53 2 26860200.76  101.0850554  9.7146E-25  3.087295893
Error 26571881.14 100 265718.8114
Total 93616876.24 152
Sumber: Tabel 7. Data diolah.

Tabel 14

HASILUJIANOVA2 ARAH, UNTUK KRITERIAHAMPIR MISKIN, MISKIN, DAN FAKIR MISKIN
DIKOTAYOGYAKARTAPROVINSIDIY

ANOVA

Source of Variation SS df F P-value Fcrit
Rows 2236747.873 4 54554.82617  0.995080315 0495219287 1.536882272
Columns 6024902.587 2 3012451.294 5494712735 7.25817E-16  3.107891302
Error 4495612.746 82 54824.54568

Total 12757263.21 125

Sumber: Tabel 8. Data diolah.

Berdasarkan Tabel 10 sampai dengan Tabel 14 maka
dapat diringkas hasil uji statistik ANOVA 2 arah seperti
yang disajikan pada Tabel 15.

PEMBAHASAN

Hasil uji ANOVA 2 arah menunjukkan bahwa ada tidak
perbedaan jumlah orang miskin menurut kecamatan di
masing-masing Kabupaten Kulon Progo, Sleman,
Gunung Kidul, Bantul, dan Kota Yogyakarta Provinsi
DIY dan ada perbedaan jumlah orang miskin menurut
kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di
Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, Bantul,
dan Kota Yogyakarta Provinsi DIY. Artinya, faktor
wilayah beserta permasalahan dalam masing-masing
wilayah dalam Kabupaten/Kota yang sama tidak
berpengaruh terhadap jumlah orang miskin di
Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, Bantul,
dan Kota Yogyakarta Provinsi DIY tetapi kriteria miskin
menurut kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin

berpengaruh terhadap jumlah orang miskin di
Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, Bantul,
dan Kota Yogyakarta Provinsi DIY. Dengan demikian,
strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi DIY
tidak akan bersifat seragam dan massif yang berlaku
untuk seluruh kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir
miskin tetapi akan bersifat selektif yang tergantung dari
jenis masing-masing kriteria miskin. Strategi
penanggulangan kemiskinan di Provinsi DIY yang
seragam dan massif yang berlaku untuk seluruh kriteria
miskin yang meliputi hampir miskin, miskin, dan fakir
miskin hanya akan menimbulkan kegagalan dalam
upaya menanggulangi kemiskinan karena mengabaikan
faktor jenis kriteria miskin tersebut.

Selama tahun 2003 — 2010 perkembangan jumlah
penduduk miskin di Provinsi DIY cenderung
berfluktuasi. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2004
menurun 3,23%. Pada tahun 2005, meningkat sebesar
1,56% seiring dengan kenaikan harga BBM Oktober
2005 yang diperkirakan telah menyebabkan turunnya
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Tabel 15
HASILUJIANOVA2ARAH, UNTUK KRITERIAHAMPIR MISKIN, MISKIN, DAN FAKIR MISKIN
DI MASING-MASING KABUPATEN/KOTAPROVINSIDIY

Hipotesis Source of Variation F test P value Pengujian
Hla Rows 1.000986509 0.485649612 Tidak Signifikan
H1b Coloms 127.9746263 4.15128E-24 Signifikan *)
H2a Rows 0.998194087 0.492052957 Tidak Signifikan
H2b Coloms 114.3006818 1.46734E-26 Signifikan *)
H3a Rows 1002868911 0.484648001 Tidak Signifikan
H3b Coloms 164.016048 3.56905E-33 Signifikan *)
H4a Rows 1002909316 0.484407528 Tidak Signifikan
H4b Coloms 101.0850554 9.7146E-25 Signifikan *)
H5a Rows 0.995080315 0.495219287 Tidak Signifikan
H5b Coloms 54.94712735 7.25817E-16 Signifikan *)

Sumber: Tabel 10 sampai dengan Tabel 14. Data diolah.

*) Signifikan pada alpha 5%.

daya beli masyarakat DIY. Pada tahun 2006 jumlah
penduduk miskin di Provinsi DI'Y kembali meningkat
sebesar 3,87% karena kelanjutan dampak kenaikan BBM
Oktober 2005 dan dampak bencana alam gempa bumi
Mei 2006. Tahun 2007 memberikan angin segar pada
perekonomian Provinsi DIY dengan turunnya
penduduk miskin sebesar 2,54% karena program
pemulihan dan rekonstruksi pasca gempa bumi. Pada
Mei 2008 harga BBM kembali dinaikkan dengan
besaran yang signifikan, rata-rata sekitar 26%. Namun
demikian, dampaknya terhadap daya beli masyarakat,
khususnya masyarakat ekonomi kelas bawah,
diperkirakan dapat ditopang sementara oleh keberadaan
program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah
tangga miskin sejak pertengahan tahun hingga akhir
tahun 2008. Karenanya, di tahun 2008, jumlah penduduk
miskin kembali menurun 2,72%. Pada tahun 2009 dan
2010, jumlah penduduk miskin masing-masing menurun
sebesar 4,95% dan 1,45%. Selama kurun waktu 2003-
2010, pertumbuhan penduduk miskin di Provinsi DI'Y
rata-rata mengalami penurunan sebesar 1,35%.
Berdasarkan Tabel 9 dan Gambar 1, nampak
jumlah RTM untuk kategori hampir miskin terbanyak di
Kabupaten Gunung Kidul (46.300), kategori miskin
terbanyak di Kabupaten Bantul (35.697), dan kategori
fakir miskin terbanyak di Kabupaten Gunung Kidul
(16.980). Apabila dilihat pada Tabel 9, nampak penduduk
di Provinsi DIY dalam kategori miskin merupakan jumlah

terbesar terbesar karena 46,85% (hampir 50%) RTM di
Provinsi DI'Y merupakan kategori miskin. Pada tahun
2003-2008, nilai Rasio Gini dan ukuran ketimpangan
Kriteria Bank Dunia menunjukkan pola yang hampir
sama, dimana distribusi pendapatan di Provinsi DIY
cenderung semakin merata. Nilai Rasio Gini Provinsi
DIY berada pada kisaran 0,3 — 0,5 (kisaran sedang) yaitu
0,3440;0,3727;0,3867; 0,3684; 0,3263; dan 0,3159.
Jumlah penduduk miskin pada tahun 2008
(Maret 2008) berdasarkan data BPS Provinsi DIY
menurun 17,2 ribu jiwa atau 2,71% menjadi 616,3 ribu
jiwa, dari posisinya pada tahun 2007 yaitu 633,5 ribu
jiwa. Jumlah penduduk miskin oleh BPS dihitung
berdasarkan kebutuhan dasar individu yang dinilai
dalam bentuk rupiah. Pada Maret 2008, garis kemiskinan
berdasarkan pengeluaran makanan adalah
Rp141.597,00 per kapita per bulan, sementara garis
kemiskinan totalnya adalah Rp194.830,00 per kapita per
bulan (BPS Provinsi DIY, 2008). Pada Maret 2008, angka
P, dan P, relatif rendah, dibandingkan kondisinya pada
Maret 2007, masing-masing 3,35 dan 0,92 (Maret 2007:
3,80 dan 1,12). Artinya tingkat kesenjangan semakin
menurun, sehingga diharapkan upaya pengentasannya
akan lebih mudah. Berdasarkan penyebaran secara
spasial, penduduk miskin pada Maret 2008 tersebar
hampir merata, yaitu 52,60% di perkotaan dan 47,40%
di perdesaan (BPS Provini DIY, 2008). Sebagian besar
penduduk miskin berprofesi sebagai petani.
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Berdasarkan data sebanyak 472.082 rumah tangga
petani di Provinsi DIY pada tahun 2007, 80,29% di
antaranya adalah petani gurem, yaitu petani dengan
skala usaha mikro kecil dan kepemilikan lahan kurang
dari setengah hektar. Jika dibandingkan dengan kondisi
kemiskinan di tingkat nasional, tingkat kemiskinan di
Provinsi DI'Y masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan
nasional. Hingga Maret 2008, tingkat kemiskinan di DI'Y
masih lebih tinggi, yaitu 18,32 % dibandingkan angka
nasional yaitu 15,42%.

Apabila dikaitkan lebih lanjut antara indikator
IPM kabupaten/kota di Provinsi DIY yang selalu
meningkat di sepanjang tahun 2001-2009 dengan
indikator Rasio Gini dan Angka Pertumbuhan
Penduduk Miskin yang semakin menurun maka
nampak ada benang merah bagaimana mengukur
keberhasilan dalam menanggulangi kemiskinan. Namun
begitu, situasi kemiskinan yang terungkap dalam sajian
angka-angka tersebut hanyalah ukuran kemiskinan
yang didasarkan atas permasalahan pendapatan atau
ekonomi belaka. Lebih lanjut daripada itu, permasalahan
kemiskinan perlu dilihat dari aspek kegagalan dalam
pemenuhan hak dasar, serta ketidakadilan dan
ketidaksetaraan.

Program penanggulangan kemiskinan di
masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi DIY
berdasarkan penelitian Bappeda DIY (2008) dalam
jangka menengah mampu meningkatkan pendapatan,
kesempatan kerja, kecukupan pangan, pendidikan, dan
kesehatan. Untuk peningkatan pendapatan, Kabupaten
Sleman merupakan kabupaten yang paling tinggi
(126,51%) dan Kabupaten Gunung Kidul merupakan
kabupaten yang paling rendah (19,95%). Untuk
peningkatan kesempatan kerja, Kabupaten Sleman
merupakan kabupaten yang paling tinggi (11,87%) dan
Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten yang
paling rendah (4,24%). Untuk peningkatan kecukupan
pangan, Kabupaten Kulon Progo merupakan
kabupaten yang paling tinggi (16,1%) dan Kabupaten
Sleman merupakan kabupaten yang paling rendah
(4,2%). Untuk peningkatan pendidikan, Kabupaten
Gunung Kidul merupakan kabupaten yang paling tinggi
(100%) dan Kabupaten Bantul dan Sleman merupakan
kabupaten yang paling rendah (0%). Untuk
peningkatan kesehatan, Kabupaten Sleman merupakan
kabupaten yang paling tinggi (-0,08%) dan Kabupaten
Kulon Progo merupakan kabupaten yang paling rendah

(-19%).

Berdasarkan analisis mengenai kondisi
kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi DIY yang
ditunjukkan dengan penurunan angka Rasio Gini;
penurunan jumlah penduduk miskin; penurunan indeks
kedalaman kemiskinan (poverty gap index, P,) dan
indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index,
P,); dampak positif program penanggulangan
kemiskinan dalam jangka menengah yang mampu
meningkatkan pendapatan, kesempatan Kkerja,
kecukupan pangan, pendidikan, dan kesehatan, maka
Program Penanggulangan Kemiskinan yang berasal dari
pusat tersebut dapat dikatakan berhasil walaupun
belum sempurna. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat
kemiskinan di Provinsi DIY yang masih lebih tinggi,
yaitu 18,32% dibandingkan tingkat kemiskinan angka
nasional, yaitu 15,42%. Oleh karena itu, menjadi sangat
penting adanya pedoman dalam penyusunan Strategi
Penanggulangan Kemiskinan dengan memperhatikan
perspektif keterkaitan multidimensional secara
menyeluruh. Strategi Penanggulangan Kemiskinan
harus memperhatikan berbagai potensi dan peluang
daerah dan berhubungan dengan kapasitas para aparat
daerah, wakil rakyat, pengusaha, dan masyarakat secara
umum. Strategi Penanggulangan Kemiskinan
merupakan kebijakan dan program pemerintah pusat
dan pemerintah daerah yang dilakukan secara
sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia
usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah
penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat
kesejahteraan rakyat melalui bantuan sosial,
pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha
ekonomi mikro dan kecil. Strategi Penanggulangan
Kemiskinan tersebut dapat dilaksanakan melalui 3
tahapan, yaitu:

1. Tahapan perbantuan untuk memberikan bantuan
langsung kepada masyarakat miskin yang bersifat
symtomatik.

2. Tahapan perbantuan dengan cara memberdayakan
masyarakat melalui pemberian umpan dan pancing
dalam upaya meningkatkan kemauan, keterampilan
masyarakat miskin dalam berusaha meningkatkan
diri dalam pendapatan, kesempatan kerja, kecukupan
pangan, pendidikan, dan kesehatan.

3. Tahapan perbantuan untuk mendorong
pemberdayaan masyarakat miskin melalui
pengembangan usaha mikro kecil yang telah
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dilaksanakan kelompok swadaya masyarakat.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan
pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) tidak ada perbedaan jumlah orang miskin di masing-
masing kecamatan di Kabupaten Kulon Progo Provinsi
DIY; 2) ada perbedaan jumlah orang miskin menurut
kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di
Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY; 3) tidak ada
perbedaan jumlah orang miskin di masing-masing
kecamatan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY; 4) ada
perbedaan jumlah orang miskin menurut kriteria hampir
miskin, miskin, dan fakir miskin di Kabupaten Sleman
Provinsi DIY; 5) tidak ada perbedaan jumlah orang
miskin di masing-masing kecamatan di Kabupaten
Gunung Kidul Provinsi DIY; 6) ada perbedaan jumlah
orang miskin menurut kriteria hampir miskin, miskin,
dan fakir miskin di Kabupaten Gunung Kidul Provinsi
DIY; 7) tidak ada perbedaan jumlah orang miskin di
masing-masing kecamatan di Kabupaten Bantul
Provinsi DIY; 8) ada perbedaan jumlah orang miskin
menurut kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin
di Kabupaten Bantul Provinsi DIY; 9) tidak ada
perbedaan jumlah orang miskin di masing-masing
kecamatan di Kota Yogyakarta Provinsi DIY; dan 10)
ada perbedaan jumlah orang miskin menurut kriteria
hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di Kota
Yogyakarta Provinsi DIY. Simpulan ini mendukung
penelitian Santosa dkk. (2003); Sahdan (2005), dan
Suryanto (2005:13), yang menjelaskan bahwa strategi
penanggulangan kemiskinan dalam suatu wilayah tidak
akan bersifat seragam dan massif yang berlaku untuk
seluruh wilayah kabupaten/kota tetapi akan bersifat
geografis atau kewilayahan yang tergantung dari
kondisi wilayah masing-masing kabupaten/kota.
Strategi penanggulangan kemiskinan yang seragam
dan massif yang berlaku untuk seluruh wilayah
kabupaten/kota hanya akan menimbulkan
ketidakberhasilan dalam upaya menanggulangi
kemiskinan karena mengabaikan faktor geografis
wilayah, kinerja ekonomi wilayah yang diukur dengan
PDRB, dan faktor sosial budaya masing-masing wilayah
seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat selama

ini.
Saran

Oleh karena berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan disimpulkan bahwa ada perbedaan jumlah
kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di
masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi DI'Y maka
saran yang perlu disampaikan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota/Provinsi DIY adalah sebagai berikut:
1) perlu memilih Strategi Penanggulangan Kemiskinan
yang sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten/
kota di Provinsi DIY. Saran ini disampaikan karena
masing-masing kabupaten/kota mempunyai kekhasan
wilayah yang bersangkutan (endogenous development)
berdasarkan karakteristik penduduk miskin; 2) Perlu
meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat
dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk
mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan.
Saran ini disampaikan karena semenjak pemberlakuan
otonomi daerah, kebijakan stabilisasi ekonomi makro
menjadi lebih sulit diimplementasikan karena kebijakan
stabilisasi ekonomi makro di tingkat daerah (Provinsi/
Kabupaten/Kota) dapat mengcounter kebijakan
stabilisasi ekonomi makro dari jenjang pemerintahan
yang lebih tinggi (Pusat) apalagi ketika Gubernur/
Bupati/Walikota tidak berasal dari Partai Politik yang
sama dengan Partai Politik yang mengusung Presiden
terpilih sehinga terjadi kesenjangan antara
perencanaan dari pusat dengan kebutuhan masyarakat
di daerah.
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ABSTRACT

Being quality minded in education means caring about
the goals, needs, desires and interests of customers
and making surethey are met. Applying thisprinciple
to education means that the learning process needs to
be assessed to determine the quality as defined by the
learner. This will determine whether learners’ needs
have been met. This study examined structural equa-
tion models, and the effect of education managers ca-
pability on quality of accounting learning process that
based on Juran’stheory. The analyses show that struc-
tural equation models of education managers capabil-
ity can be used for estimates the quality of accounting
learning process. The result of further analyses indi-
cate that education managers capability influences
positively to the quality of accounting learning pro-
CESsS.

K eywor ds. managerial capability, educational manage-
ment, accounting learning

PENDAHULUAN

Aplikasi manajemen kualitas terpadu yang dalam
ekonomikadan hisnisdikenal dengan namatotal qual-
ity management (TQM) di bidang pendidikan di Indo-
nesiabelum berjalanlama. Di negara-negara Eropadan

Amerika Serikat, manajemen mutu terpadu di bidang
pendidikan (MMTP) terus menerus dikembangkan
secaraberkel anjutan karenadampak danimpaknyabaru
dapat dirasakan bel asan tahun kemudian (Arcaro, 2002;
Sallis, 2003). Salah satu kebijakan pendidikan yang
mengadopsi inovass MM TP dan dirintissgjak 2001 oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) adal ah manajemen peningkatan mutu
berbasis sekolah (MPMBS) (Depdikbud, 2001).
K ebijakan MPMBS diluncurkan gunamenjawab prob-
lem kualitas pendidikan yang dikeluhkan oleh berbagai
pihak berkepentingan, seperti masyarakat luas,
kalangan bisnis, dan dunia usaha.

Menjadikan kualitas sebagai agenda pendidikan
berarti peduli terhadap tujuan, kebutuhan, keinginan,
dan kepentingan pelanggan atau klien dan
memastikannyaterpenuhi (Whitaker dan Musa, 1994).
MMTP berfokus pada pencapaian kualitas yang dapat
didefinisikan sebagai filosofi atau prinsip-prinsip yang
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan
pelanggan, baik internal maupun eksternal (Bradley,
1993; Herman, 1993; Pike dan Barnes, 1994; Greenwood
dan Gaunt, 1994). Berbagai kajian mengungkapkan
bahwa ada minat yang besar dalam mengaplikasikan
filosofi manajemen kualitas dibidang pendidikan.
Kualitas pendidikan perlu ditingkatkan terus menerus.
Semua proses dalam organisasi apapun (termasuk
organisasi pendidikan, misalnyasekolah) berkontribusi
langsung atau tidak langsung terhadap kualitas
sebagaimana didefinisikan pelanggan (Swift, dkk.,
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1998). Menerapkan prinsip kualitas untuk pendidikan
berarti bahwa proses pembelajaran perlu dinilai untuk
menentukan kualitas seperti yang didefinisikan oleh
peserta didik; hal itu akan menentukan apakah
kebutuhan peserta didik telah terpenuhi atau belum
(Arcaro, 2002).

Proses pembel g aran sebagai mana dimaksudkan
Arcaro, tentu saja meliputi berbagai bidang mata
pelajaran, termasuk di dalamnya mata pelajaran
Akuntansi. Perihal pembelgjaran akuntansi di sekolah
menengah umum (SMU), kreativitas dan prestasi yang
dicapai peserta didik setelah mengikutinya, pada
umumnya dijadikan sebagai parameter keberhasilan
akuntansi itu sendiri. Sebagai mana dikatakan Nanang
(2006) dalam Luluk (2009), para ahli akuntansi
menyadari, bahwamutu pendidikan akuntansi sangat
tergantung padakualitas guru dalam praktik mengajar,
sehingga peningkatan kualitas pembelajaran
merupakan isu mendasar bagi peningkatan prestasi
belajar akuntansi. Bahkan, Calvert dkk. (2009),
menyampaikan kritik tajam bahwa dalam penelitian
pendidikan akuntansi, banyak pihak mengabaikan
persepsi anak didik baik dalam konteks pembelgjaran
dan belgjar. Sesuatu yang sulit untuk menentukan
variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas
pembelgjaran akuntansi di sekolah. Jikamengikuti alur
“model pembelagjaran di kelas’ sebagaimana lazim
dianut, maka terdapat variabel penanda, variabel
konteks, variabel proses, dan variabel hasil (Dunkin
dan Biddle, 1974; Arends, 1989; Wittrock, 1986).

Hasil-hasil penelitian tentang pembelajaran
akuntansi di sekolah dengan variabel -variabel tersebut
beragam. Hasil pendlitian Schulman (1986) yang mendliti
pengaruh variabel penandayang juga disebut sebagai
variabel input, ddlam hal ini variabel tingkat pendidikan
dan pelatihan, motivasi, intelegensi, keterampilan
mengajar, dan kepribadian guru berpengaruh signifikan
terhadap hasil pembelgaran. Daigledkk. (2007), mendliti
kompetensi fungsional hasil belgjar akuntansi sesuai
standar Accounting Informations Course American
Intitute of Certified Public Accountants (AICPAS')
Core Competency Framework for Entry into the Ac-
counting Profession. Melalui studi kasus, triangulasi,
pengukuran langsung bukti belajar siswa, dan
pengukuran tidak langsung seperti penilaiandiri siswa,
menunjukkan bahwa siswa menjadi Iebih kompeten
dalam kompetensi fungsional akuntansi. Artinya,

kursus tentang pengantar Sistem Informasi Akuntansi
(SIA) yang diberikan dinyatakan berhasil mewujudkan
kompetensi akuntan profesional, meskipun masih perlu
dimodifikasi.

Variabel konteksyang ditdliti jugaberagam. Hasll
penelitian Steyn (2000), menunjukkan bahwa persepsi
peserta didik tentang kualitas dan modul manajemen
kualitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil
pembel gjaran akuntansi. Arcaro (2002), menunjukkan
bahwa prinsip-prinsip kualitas, apabila diterapkan
secara serius dan berkelanjutan, akan berhasil
meningkatkan kualitas hasil pembelgjaran, termasuk
pembelgjaran akuntansi. Demikian pulahasil penelitian
Sallis(2003) yang menerapkan instrumen uji kualitasdi
sejumlah sekolah di Inggris menghasilkan kualitas
pembel g aran berkel anjutan.

Has| pendlitian Lestari dan DharmaTintri (2010),
menunjukkan bahwavariabel motivas belgjar dan minat
belgjar berpengaruh secaranyataterhadap pencapaian
prestasi akademik akuntansi. Namun variabel adver-
sity quotient berpengaruh tidak nyata terhadap
peningkatan prestasi akademik akuntansi, sedang
secarabersama-sama, variabel motivasi belgjar, minat
belgjar dan adversity quotient berpengaruh nyata
terhadap pencapaian prestasi akademik akuntansi.

Hasil pendlitian terhadap variabel prosesdalam
pembel gjaran akuntansi juga beragam. Menggunakan
instrumen delapan langkah yang dikembangkan
McCarthy, sintesis pengalaman belgjar model Dewey,
empat gayabelgjar model Kolb, tipe kepribadian Jung,
sertamodus preferensi pengolahan otak model Bogen,
penelitian Lee dan Hung (2009), menghasilkan simpulan
bahwaretens belgjar akuntansi meningkat dan model
ini efektif dalam mempertahankan informasi
pembel garan akuntans sebagal memori jangkapanjang.
Secara khusus, ketika Lee dan Hung (2009) meneliti
efektivitas tingkat skor siswa (tinggi, median, dan
rendah), hasilnyamenunjukkan bahwaada peningkatan
retensi di semuatingkatan dalam kelompok perlakuan,
sementarapadakel ompok kontrol hasil tidak konsisten.
Ketikameneliti prestasi akademik dan sikap, interaksi
faktor dari kedua sekolah dan metode dalam
pembelajaran akuntansi, hasilnya menunjukkan
perbedaan yang signifikan.

Hasil penelitian Astuti (2009), menunjukkan
bahwa penggunakan teknik T3C (Tugas Terprogram
Tipe Crowder) dalam pembel gjaran akuntans di SMA

236




PENGARUH KAPABILITAS MANAJERIAL PARAMANAJER PENDIDIKAN............... (Oding Supriadi)

dapat meningkatkan hasil pembelajaran akuntansi,
sedang penelitian Mediawati (2011), menunjukkan
bahwa penggunaan mediakomik dalam pembelajaran
akuntansi di sekolah pengaruhnya relatif signifikan
terhadap variabel hasil, yakni kualitas pembelgjaran
akuntansi.

Penelitian tentang variabel hasil dilakukan oleh
Abraham (2006) yang meneliti tentang persepsi siswa
dalam pembelgjaran akuntansi dalam hubungannya
dengan konteks pengajaran, pendekatan pembelgjaran,
dan hasil pembel gjaran. Hasilnyamenunjukkan bahwa
limabidang utama, yaitu lingkungan belgjar yang positif,
caramengajar yang baik, tujuan pengajaran yang jelas
dan standar, beban kerjaguru (instruktur) yang sesuai,
penggunaan sistem penilaian yang tepat, dan
penekanan pada kemerdekaan peserta didik, apabila
diadaptasi melalui gayamengajar, memberi efek positif
terhadap hasil pembelgjaran akuntansi.

Implikasi dan aplikasi hasil-hasil penelitian
tersebut faktanyabelum mampu mendongkrak kualitas
pembelgjaran akuntansi di sekolah. Sintesis terhadap
hasil-hasil penelitian tersebut mendorong perlunya
modifikas “model pembelgjaran di kelas’ (Dunkindan
Biddle, 1974) yang hinggakini banyak dianut dengan
memasukkan variabel manajemen, yakni kapabilitas
mangjerial para mangjer pendidikan (Juran, 1989;
Gibson, dkk., 1995; Armstrong, 2003). Rasionditasnya
sangat prinsip, sebaik apa pun variabel penanda,
konteks, dan proses, tidak akan menghasilkan produk
pembelajaran yang berkualtas apabila tidak
dimanajemeni dengan baik.

Manajemen yang baik sudah barang tentu
hanya bisadilakukan secaraunggul oleh paramanajer
pendidikan yang memang memiliki kapabilitastinggi.
Dimasukkannya variabel manajemen dalam “model
pembelajaran di kelas” sejalan dengan kebijakan
MPMBSdan Peraturan Mendiknas RI Nomor 13 Tahun
2007 tentang Sandar Kepala Sekolah/Madrasah yang
salah satu syaratnya adalah memiliki kompetensi
manajerial di samping kompetensi kepribadian,
kewirausahaan, supervisi, dan kompetensi sosial.

Berdasarkan logika atau alur berpikir tersebut,
maka penelitian ini bertujuan untuk 1) menguji
kesesuaian model persamaan struktural antaravariabel
kapabilitasmangjerial mang er pendidikan dan kualitas
pembel gjaran akuntansi di sekolah dengan datadan 2)
mengungkap pengaruh kapabilitas mangjerial manajer

pendidikan terhadap kualitas pembelgjaran akuntansi
di sekolah. Penelitian dilakukan dalam kancah SMA
dan SMK yang tersebar di seluruh kabupaten/kota
dalam wilayah Provinsi Banten.

MATERI DANMETODEPENELITIAN

Manajer pendidikan adalah seseorang yang
bertanggungjawab dalam pelaksanaan usaha-usaha
pencapaian tujuan organisasi pendidikan. Salah satu
jenisorganisasi pendidikan adal ah sekolah (Knecevich,
1990; Lunenburg dan Ornstein, 2004). Berdasarkan
definisi tersebut, kepala sekolah dapat disebut sejgjar
dengan mangjer pendidikan. Mangj er memainkan peran
yang sangat penting dalam organisasi. Manajer
diharapkan oleh organisasi untuk mengarahkan
kegiatan, menghasilkan keputusan, dan
mengal okasikan sumber daya (manusia, bahan baku,
modal, dan peralatan) dalam usaha-usaha mencapai
tujuan organisasi. Selain itu, mangjer juga dipandang
sebagal pemicu perubahan (changedriver), koordinasi,
dan kontrol dalam organisasi.

Sebagaimana dikatakan Stoner dan Freeman
(2000), peranan mangjer itu muncul karena adanya
pemberian otoritas formal berupa surat keputusan,
sekaligus dengan status atau kedudukannya. Guna
mel aksanakan otoritas formal dan status tersebut,
setiap manajer minima mempunyai tigaperanan, yaitu
peranan in-terpersonal, informasional, dan pengambil
keputusan (Mintzberg dalam Harsono, 2010). Jadi,
Sebagai manajer pendidikan, kepala sekolah, dengan
demikian, memiliki matratugas mangjerial yang sama
dengan mangjer padaumumnya. Salah satu di antaranya
ialah menjalankan fungsi-fungsi manajemen dan
pengambilan keputusan. Hal yang membedakan
hanyalah cakupan atau lingkup tugas mangjerial yang
menjadi beban dan tanggung jawabnya dibanding
dengan manajer pendidikan padatingkatan di atasnya.

Menurut pandangan Gibson dkk. (1995), di
negaramanapun di seluruh dunia, padadasarnyasetiap
manajer menghadapi tigatugas mangjerial yang sama,
yaitu 1) mengelolaorganisasi dan kerja, 2) mengelola
orang, dan 3) mengelola produksi dan sistem operasi.
Apabilaketiganyaditerjemahkan, makatugas pertama
berkaitan dengan bidang atau studi baru yang dikenal
sebagai perilaku organisasi (organizational behavior)
(Ivancevich dkk., 2005). Memahami perilaku manusia
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dalam organisasi kini dianggap penting karena
perhatian manajemen. Fokus pengelolaan organisasi
dan kerja dalam manajemen pendidikan antara lain
adalah produktivitas guru dan karyawan, kualitas
kehidupan kerja, tekanan pekerjaan, kemajuan Karir,
pendelegasian (Armstrong, 2003a), kontrak psikologis
(Guzzo dan Noonan, 1994), hubungan dalam hal
pekerjaan (Kessler dan Undy, 1996), kontrak
transaksional dan relasional (MacNeil, 1985; Rousseau
dan Wade-Benzoni, 1994), dan sebagainya.

Tugas kedua adalah mengelola tenaga
kependidikan (guru dan non guru) sertasejumlah anak
manusia yang dititipkan oleh orangtuanya kepada
sekolah untuk dididik dan diajar tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan religiusitas.
Kapabhilitasvital yang diperlukan untuk tugasini adalah
kemampuan berkomunikasi. Sebagaimana digjarkan
Armstrong (2003), paramanajer menggunakan sebagian
besar waktu untuk ber-hicara dengan karyawan dan
mendengarkan gagasan-gagasannya, sedang seorang
manajer yang baik adalah mangjer yang lebih banyak
mendengar daripadabicara.

Tugas ketiga adalah mengelola pembelgjaran.
K egiatan pembel ajaran merupakan suatu proses yang
bersifat unik dan kompkes (Wittrock, 1986). Dikatakan
unik karenakegiatan pembel gjaran berkenaan dengan
kegiatan duakelompok manusia, yakni antaraguru dan
siswa dalam upaya mengembangkan serta
meningkatkan kualifikasi kemanusiaannya secara
manusiawi. Dikatakan kompleks karena kegiatan
pembel gjaran senantiasamelibatkan berbagai aspek dan
komponen yang mendasari dan saling mempengaruhi
satu dengan yang lainnya. Oleh karenaitu, diperlukan
adanya suatu kemampuan dalam mengelola seluruh
aspek dalam komponen tersebut, sehingga mampu
menciptakan kegiatan pembelgjaran yang efektif dan
efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
dan disepakati bersama, baik secara teoritis maupun
dalam tataran praktis (Supriadi, 2010).

Tugas-tugas manajer pendidikan tersebut
memerlukan kapabilitas atau kemampuan.
Ditempatkannya kapabilitas sebagai variabel bebas
dalam penelitian ini dituntun oleh teori Juran (1989)
tentang polarelasional antarakepemimpinan mangjerial
dan kualitas yang dihasilkan. Teori Juran terkenal
dengan sebutan “ Kaidah 85/15.” Juran, adal ah pel opor
lain revolusi manajemen kualitas. Juran adalah “ guru”

manajemen pertama dalam menghadapi isu-isu
manajemen kualitas yang lebih luas (Arcaro, 2002;
Sallis, 2003; Bogue dan Saunders, 1999). Juran yakin
bahwa kebanyakan masalah kualitas dapat
dikembalikan pada keputusan manajemen. Saat
mempertimbangkan peran kepemimpinan dalam
kualitas, kaidah 85/15 dari Juran menjadi sesuatu yang
dibutuhkan. Juran menyatakan bahwa 85% masalah
kualitas dalam sebuah organisasi adalah hasil dari
desain dan proses yang kurang baik, sehingga
penerapan sistem yang benar akan menghasilkan
kualitas yang benar. Artinya, menurut Juran 85%
masalah kualitas merupakan tanggungjawab
manajemen, karenamana emen memiliki 85% kendali
terhadap sistem organisasi.

Elaborasi antara pemikiran Gibson (1995)
mengenai tugas manajerial dan teori Juran (1989)
tentang tanggungjawab managjemen dan kemampuan
berkomunikasi bagi manajer (Armstrong, 2003),
menghasilkan sintesis kapabilitas mangjer pendidikan
dengan tiga label variabel utama, yakni, kapabilitas
dalam mengelola sekolah dan menjalankan fungsi-
fungsi mangjemen (MSMM) terdiri atas 8 konstruk/
variabel laten, mengelola sumber daya manusia dan
tenagakependidikan (MSDMT) terdiri atas 3 konstruk/
variabel laten, dan mengelola proses pembelgjaran
(MPBM) terdiri atas 5 konstruk/variabel laten. Oleh
karena objek penelitian adalah kualitas pembelgjaran
akuntansi (KPA) terdiri atas4 konstruk/variabel laten,
maka model persamaan struktural antarvariabel
penelitian dapat divisualiasikan sebagai mananampak
padaGambar 1.

Keterangan:

MSMM : Mengelola sekolah dan menjalankan
fungsi-fungsi manajemen.

MP : Mengelola perencanaan sekolah untuk
berbagai tingkatan perencanaan.

MO . Mengelola organisasi sekolah sesuai
dengan kebutuhan.

MS : Memimpin sekolah dan pendayagunaan
sumber daya sekolah secaraoptimal.

MPP . Mengelola perubahan dan
pengembangan sekolah menuju
organisas pembelgar yang efektif.

MSP : Mengelola sarana dan prasarana sekolah
dalam rangka pendayagunaan secara op-
timal.
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pembel gjaran pesertadidik.

. Mengelola hubungan sekolah dan
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dukungan, ide, sumber belajar
dan pembiayaan sekolah.

: Mengelolapengembangan kurikulum dan

kegiatan pembelgjaran sesuai dengan arah
dan tujuan pendidikan nasional.

. Mengelola unit layanan khusus sekolah

dalam mendukung kegiatan pembelgjaran
dan kegiatan pesertadidik di sekolah.

. Memanfaatkan kemajuan teknologi

informasi bagi peningkatan pembelgjaran
dan mangjemen.

. Kualitaspembelgjaran akuntansi.

. Perencanaan pembelgjaran.

: Pemilihan metode pembelgjaran.

. Manajemen evauas pembelgaran.
. Hasil pembelgjaran.
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Responden penelitian ini ada dua kelompok,
yaituKepalaSMA (441 orang), Kepala SMK (406 or-
ang), total populasi kepala sekolah 847 orang; guru
ekonomi/akuntansi SMA (488 orang), guru ekonomi/
akuntansi SMK (634 orang), total pupulasi guru 1.122
orang. Penelitian ini menggunakan teknik probability
sampling dengan metode proportional random
menggunakan bilangan random (Cochran, 1991)
berdasarkan asal sekolah (SMA dan SMK. Oleh karena
jumlah populasi tidak melebihi 2.000 orang, makadipilih
metode Nomogram Harry King (Leedy, 1980) guna
menentukan ukuran sampel yang representatif. Metode
Nomogram Harry King setara dengan formula
penentuan ukuran sampel representatif dari Scheaffer
dkk. (1990) sebagai berikut.

A2N.PQ
S =

® (N-1) +22N.PQ

A2dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 2%, 5%, 10%
P=0Q=0,5.d=0.05. s=jumlah sampel

Berdasarkan metode tersebut dengan tingkat
kesalahan pengambilan sampel sebesar 0,02, maka
sampel representatif kepala SMA sebanyak 80 orang;
kepala SMK sebanyak 84 orang; guru ekonomi/
akuntansi SMA 77 orang; dan guru ekonomi/akuntansi
SMK 73 orang. Jadi, total sampel kepala sekolah 164
orang dan total sampel guru 150 orang. Untuk
kepentingan analisis, kedua kelompik disamakan
jumlahnya, yakni masing-masing 150 orang.

Instrumen penelitian terdiri atas duakuesioner,
satu kuesioner untuk menjaring tingkat kapabilitas
manajerial mangjer pendidikan (ditujukan padakepala
sekolah) dan satu kuesioner untuk menjaring tingkat
kualitas pembelgjaran akuntansi (ditujukan padaguru
ekonomi/akuntansi). Validitas instrumen, yakni
validitas muka (face validity) dilakukan berdasarkan
pendapat ahli (expert judgement), sedang validitasisi
(content validity) dan validitas konstruk (construct
validity) didasarkan atas analisis faktor konfirmatorik
melalui program LISREL yang ringkasan hasilnyadapat
dilihat padaTabel 1.

Tabe 1
Ringkasan Hasil AnalisisFaktor
Variabel dan

Faktor factor loading p (aerror) t - score

MSMM
MP 068 005 17,8**
MO 081 001 18,69*
MS 0,70 001 18,88
MPP 062 005 16,45**
MSP 0,78 001 17,55
MK 0,66 005 10,03**
MSl 057 005 9,84**
MME 055 005 9,83**

MSDMT
MGS 058 005 9,87**
MPD 061 005 10,01**
MKS 059 005 10,01**
MPBM
MBI 061 005 16,30**
MHS 0,77 001 16,87
MPK 059 005 9,67%*
MUL 052 005 7,42+
MKT 067 005 10,03**
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KPA
PP 083 001 21,25+
PM 0,73 001 14,87*
BP 065 005 10,01**
HP 081 001 19,91**
Sumber: Hasil pendlitian. Datadiolah.
Keterangan:

* gignifikan padap < 0,01
** gignifikan padap < 0,05

Reliabilitas instrumen dalam arti konsistensi
internal nyadiukur dengan menggunakan teknik statistik
Cronbach Alpha. Namun, oleh karena analisis data
menggunakan analisisregresi gandamodel persamaan
struktural (Sructural Equation Model) (James dkk.,
1990) dengan bantuan perangkat lunak software pro-
gram LISREL (Linear Sructural Relation) versi 8 dari
Joreskog dan Sorbom (2000), maka sebetulnya
reliabilitas masing-masing instrumen sampai ke taraf
butir/item, yaitu koreksi terhadap atenuasi (under esti-
mated) yang diakibatkan oleh tidak sempurnanya
reliabilitas pengukuran dengan sendirinya telah
dilakukan.

Dalam analisisdata, variabel utamadiposisikan
sebagai konstruk (faktor), sedang butir-butir item
berfungsi sebagai indikator dari konstruk yang diukur.
Dengan demikian, koefisien regresi yang akan
dihasilkan berada dalam skala true score yang sudah
“terbebas’ dari pengaruh kurang reliabelnyainstrumen
pengukuran. Sebab pengukuran pendidikan tidak sama
dengan pengukuran volume, moneter, hargasaham, dan
lain-lain dalam ekonomika bisnis yang sifatnya
langsung, melainkan hanyamanifes atau indikatornya
sgja(Umar, 1995). Berdasarkan dugaan teoritisdan hasi|
empirissebagaimanayang dikemukakan tersebut, maka
dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hla: Terdapat kesesuaian model (modé fit) persamaan
struktural variabel kapabilitas manajeria manajer
pendidikan dan kualitas pembel gjaran akuntansi
di sekolah.

Hib: Kapabilitas managjerial manajer pendidikan
berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas
pembel gjaran akuntansi di sekolah.

Data yang digunakan untuk kepentingan
analisisdalam pendlitian ini merupakan dataprimer yang
bersumber dari kuesioner laik analisis yang

dikembalikan oleh kepala sekolah dan guru ekonomi/
akuntansi sebagali sampel.

HASL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penyekoran dan analisis data
terhadap 150 responden yang laik analisis
menghasilkan data terpilah manajer pendidikan yang
memiliki kapabilitas mangjerial tinggi sebanyak 65%
(97,5, dibulatkan 98 orang); manajer pendidikan yang
memiliki kapabilitas mangjerial rendah 35% (52,5,
dibulatkan 52 orang). Rentang skor teoretik kualitas
pembelajaran akuntansi yang diperoleh dari 150
responden laik analisis, terendah 35, tertinggi 175.
Analisis data deskriptif menunjukkan bahwa terdapat
varias datayang unik. Berdasarkan kelompok manajer
yang memiliki kapabilitasmangerial tinggi, datakuaitas
pembelajaran akuntansi tinggi secara empirik
menunjukkan, terendah 95, tertinggi 134; datakualitas
pembelajaran akuntansi rendah secara empirik
menunjukkan, terendah 85, tertinggi 103, sedang pada
kelompok mangjer yang memiliki kapabilitas mangjerial
rendah, data kualitas pembelgjaran akuntansi tinggi
menunjukkan, terendah 72, tertinggi 109; datakualitas
pembelajaran akuntansi rendah secara empirik
menunjukkan, terendah 79, tertinggi 121.

Variasi data tersebut tentu saja akan
berpengaruh terhadap pengujian hipotesis apabila
ternyata perbedaannya signifikan. Untuk mengetahui
perbedaan variasi antarsel digunakan uji Tukey. Nilai
hasil uji Tukey (Q) menunjukkan koefisien 0,93, harga
kritisQ = 2,26. Ho diterima, sehinggavarias yang unik
dinyatakan tidak berbeda secarasignifikan.

Tahap pertama untuk mengetahui hasil
penelitianini ialah menguji hipotesisalternatif a(H1a),
yaitu menguji kesesuaian model (model fit) persamaan
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struktural variabel kapabilitas manajerial manajer
pendidikan dan kualitas pembelgjaran akuntansi di
sekolah. Kesesuaian model teoritik dengan data dapat
diketahui dengan menggunakan uji goodness of fit
yang rujukannyaadalah nilai chi square (+?). Apabila
nilai chi square (+2) lebih kecil dibandingkan nilai kritis
sesuai derajad kebebasan sehingga probability of al-
pha error-nya lebih besar dari 0,05 (p > 0,05), maka
berarti Ho diterima. Artinya, ada kesesuaian antara
model persamaan struktural yang digjukan dengan data
yang diperoleh (Joreskog dan Sorbom, 2000).
Ringkasan hasil chi square (+?) untuk penelitian ini
dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Pengujian HipotesisAlter natif a (H1a)

NOMOR VARIABEL chisquare (+?) p(aerror)

1 MSMM 1167 0,097
2 MSDMT 1167 0,097
3 MPBM 17,88 0,128
4 KPA 17,88 0,128

Sumber: Hasil penelitian. Datadiolah.

Apabila model telah sesuai, tahap kedua
menguji parameter model sehingga dapat diambil
keputusan bahwa variabel independen (kapabilitas
mangjeria mangjer pendidikan) mempengaruhi variabel
dependen (kualitas pembelajaran akuntansi). Hasil
analisis tahap pertama menunjukkan bahwa nilai chi
square (+?) = 67,87 dengan p (aerror) = 0,097 tidak
signifikan, sehinggaHo yang menyatakan bahwatidak
ada perbedaan matrix covariansyang didapat dari data
dengan model yang diharapkan secarateoritik diterima.
Artinya, model teoritik persamaan struktural
antarvariabel kapabilitasmangerial mangjer pendidikan,
yaitu mengel olasekolah dan fungsi-fungsi manajemen
(MSMM), mengel olasumber dayamanusiadan tenaga
kependidikan (MSDMT), dan mengelola proses
pembelgjaran (MPBM) diterima dan dapat digunakan
untuk mengestimasi atau memprediksi dan menjelaskan
kualitas pembel gjaran akuntansi di sekolah (KPA).
Model teoritistersebut terkoreksi (termodifikas) karena
adanya dua faktor yang juga menjadi indikator dua
variabel utama, yaitu, faktor MGSyang selain menjadi
indikator variabel MSDMT juga menjadi indikator
variabel MSMM; faktor MPD yang selain menjadi
indikator variabel MSDMT juga menjadi indikator

Gambar 2
Moded EmpirisHubungan Sruktural Variabel KapabilitasManajerial
dan KualitasPembelajaran Akuntansi di Sekolah
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vaiabel MPBM. Hasil koreksi model tanpamengubah
model teoritisyang adli divisualisasikan pada Gambar
2

Tahap keduauntuk mengetahui hasil penelitian
ini ialah menguji hipotesis aternatif b (H1b), yaitu
menguji apakah secara simultan variabel kapabilitas
mangjerial managjer pendidikan berpengaruh secara
signifikan terhadap kualitas hasil pembelajaran
akuntansi di sekolah. Berdasarkan keluaran LISREL,
pengaruh simultan variabel dependen terhadap variabel
independen dapat dilihat dari beberapahal, antaralain
signifikans koefisienjaur (8 masing-masing variabel,
koefisien regresi (beta matrix), koefisien kontingensi
chi square (+?), atau dari koefisien parameter struktural
yang menghubungkan satu variabel endogenus
dengan variabel lain (4). Ringkasan hasil uji hipotesis
1b dapat dilihat pada Tabel 3.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis alternatif a (H1a)
menunjukkan bahwamodel persamaan struktural antara
kapabilitas mangjerial paramanajer pendidikan dapat
digunakan untuk menjelaskan tingkat kualitas
pembelgjaran akuntansi di sekolah. Model tersebut
sama sekali tidak bertentangan dengan “model
pembelgjaran di kelas’ (Dunkin dan Biddle, 1974;
Schulman, 1986; dan Wittrock, 1986), melainkan
melengkapi “model pembelgjaran di kelas’ yang sudah
lazim digunakan dengan memasukkan variabel
manajemen sebagai korelat yang signifikan
diperhitungkan. Hal itu berarti, variabel apa pun yang
berusaha dibenahi dalam konteks peningkatan mutu
pendidikan melalui pembelajaran belum akan
menampakkan hasil kualitas yang diharapkan apabila
faktor mang emen, terutamakapabilitas atau kompetens
manajerial para manajer pendidikan (kepala sekolah)
tidak mendapat perhatian. Pentingnya faktor

mangjemen dalam pembel gjaran dan dalam lingkup yang
lebih besar, yakni sekolah, selain konsisten dengan
kebijakan managjemen peningkatan mutu berbasis
sekolah yang hingga kini masih terus dikembang-
luaskan, juga konsi sten dengan Permendiknas Nomor
13 Tahun 2007.

Hasil pengujian hipotesis alternatif b (H1b)
menunjukkan bahwakapabilitasmangerial paramangjer
pendidikan (kepala sekolah), yaitu kemampuannya
dalam hal mengel ola sekol ah dan menjalankan fungsi-
fungsi manajemen; mengelola sumber daya manusia
dan tenaga kependidikan; serta mengelola proses
pembelgjaran berpengaruh positif terhadap kualitas
pembelgjaran akuntansi di sekolah. Artinya, semakin
tinggi kapabilitas mangjerial paramanagjer pendidikan,
semakintinggi pulakualitas pembelgjaran akuntansi di
sekolahnya. Demikian sebaliknya. Hasil pengujian
hipotesis ini konsisten dengan teori Juran (1989)
tentang tanggungjawab manajemen, teori Gibson dkk.
(1995) tentang tugas utama seorang managjer, teori
Armstrong (2003) tentang kemampuan berekomunikas
yang diperlukan oleh seorang manajer; dan didukung
oleh hasil penelitian Steyn (2000) tentang modul
manajemen kualitas dalam pembelajaran. Hasil
penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sgenis
yang memfokuskan pengaruh variabel penanda (input),
variabel konteks, variabel proses, dan variabel hasil
(outcomes) sebagaimanadikutip dalam artikel ini.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Sebetulnya penelitian tentang pembel gjaran akuntansi
sudah banyak dilakukan, terutamadari sisi kapabilitas
guru dan inovasinya dalam mengajar, dengan hasil
yang sangat beragam. Namun, penelitian yang
menempatkan kapabilitas manajerial sebagai korelat

Tabe 3
Hasil Pengujian HipotesisAlternatif b (H1b)
Y, B, B, B, F Prob R? Y Keputusan
MSMM (X1) 15,010 3678 0340 30111 0000 0525 0,370 Diterima
MSDMT (X2) 13621 1903 0525 9960 0,000 0,318 0,253 Diterima
MPBM (X3) 7,693 1831 023 66494 0,000 0137 0421 Diterima

Sumber: Hasil pendlitian. Datadiolah.
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kualitas pembelgjaran akuntansi di sekolah belum
banyak dilakukan. Hasil penelitian ini berhasil
membuktikan bahwa 1) model persamaan strultural
kapabilitas mangjerial paramanajer pendidikan dapat
digunakan untuk mengestimasi, memprediksi, atau
menjelaskan kualitas pembelajaran akuntansi di
sekolah; 2) kapabilitas manajerial para manajer
pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kualitas
pembelgjaran akuntansi di sekolah. Hal itu berarti,
variabel manajemen dapat dimasukkan dalam “ model
pembelgjaran di kelas” sebagaimanalazim diteorikan
paraahli.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, makadisarankan
agar penguatan kapabilitas mangjerial para manajer
pendidikan terutama kepal a sekol ah dilakukan secara
terprogram dan berkelanjutan, baik oleh pemerintah
secara umum, maupun oleh para manajer pendidikan
yang tingkatannyaberadadi atas kepalasekolah, yaitu
para Kepala Dinas Pendidikan dan para Pengawas.
Penelitian ini hanya berfokus pada kapabilitas
mangjeria dengantigavariabel utama, yakni mengelola
sekolah dan fungsi-fungsi manajemen, mengelola
sumber daya manusia dan tenaga kependidikan, dan
mengelolaproses pembel gjaran. Agar ke depan semakin
memperkayakhasanah kajian manajemen pendidikan,
makakapabilitas mangjerial dengan label variabel lain
seperti kemampuan kewirausahaan dan pengawasan
(pengendalian) relevan dilakukan di masamendatang.
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ABSTRACT

The purpose of this research is to know funding re-
sources that are utilized by Salatiga merchants, con-
straints that are faced by Salatiga merchants, and fac-
torsthat areinfluenced Salatigamerchants' decisionin
utilized loan from formal financial ingtitution. Samplein
thisresearch are micro merchantstaken with stratified
sampling method. Descriptive statistics method and
logistic regression model are used for analysis. The
result of thisresearch showed that Salatigamicro mer-
chants use private financial resources, loans from for-
mal and nonformd financia ingtitution, loansfromfam-
ily and friends, trade by consignment method, and fund-
ing fromcities’ poverty reduction program asfinancial
resources. Constraintsthat were often told by the mer-
chants in accessing formal financia institution are
worries that they will not be able to pay and that they
have no appropriate loan guarantees. This research
also found that female gender and education level of a
merchant have positive effect on opportunity in taking
loan from formal financial institution, while age of a
merchant and motor cycle ownership has negative ef-
fect on opportunity in taking loan from formal financial
institution.

K eywor ds. micro merchant, financial resources, formal
financial institution

PENDAHULUAN

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah
menunjukkan bahwa jumlah penduduk Salatiga yang
hidup di bawah gariskemiskinan mengalami penurunan
dari 15.600 orang tahun 2007 menjadi 14.950 orang
tahun 2008 dan kemudian menjadi 14.050 orang di tahun
2009. Namun demikian, kemiskinan masih menjadi
perhatian pemerintah Kota Salatiga, karena
penurunannya yang terjadi secara lambat dan tidak
disertai dengan pemerataan. Problem utama yang
dihadapi kaum miskin adalah akses terhadap sumber
daya produktif, seperti tanah maupun fasilitas
permodalan (Suara Pembaharuan, 2010). Salah satu
tindakan yang dapat dilakukan untuk mempercepat
pengurangan disparitas pendapatan adalah dengan
membantu kaum miskin untuk mengakses fasilitas
permodalan. Bantuan untuk mempermudah akses
terhadap fasilitas permodal an ini sangat penting untuk
pengembangan usaha kecil .

Sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan
kebijakan yang bertujuan memberikan kemudahan
akses kredit bagi kelompok penduduk miskin, yaitu
dengan adanya program subsidi bungamelalui Kredit
UsahaRakyat. Namun kebijakan itu belum memberikan
hasil optimal dikarenakan menurut data Bank Dunia,
50% rumah tangga di Indonesia tidak memiliki akses
terhadap lembaga perbankant. Selainitu hasil penelitian
Sutikno (2004) menunjukkan akses kredit pedagang
informal Salatiga ke lembaga keuangan perbankan di

1 http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESI A/Resources/Publication/reduci ngpoverty.pdf
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Salatigahanya58%. Artinya, sebanyak 42% pedagang
informal mengakseskredit dari sumber lainnya, baik itu
lembaga keuangan non perbankan maupun lembaga
informdl.

Sementara itu, mata pencaharian penduduk
Salatiga sebagai buruh industri menempati urutan
pertama (14,77%) dan urutan kedua adalah pedagang
sebanyak 10,48% (Badan Pusat Statistik, 2006).
Perdagangan merupakan sektor yang terus berkembang
di Saatiga. Hal ini terlihat dari semakin banyaknyaruko
dan pedagang kali lima (PKL) baru. Melihat besarnya
peran sektor perdagangan terhadap perekonomian
Salatiga, maka salah satu cara yang dapat dilakukan
untuk mempercepat pengurangan disparitas
pendapatan masyarakat Salatiga adalah dengan
memfasilitasi akses permodalan bagi parapedagang.

Untuk itu perlu diketahui sumber pendanaan
yang saat ini digunakan oleh para pedagang dan
kendalayang dihadapi dalam akseskredit. Dengan latar
belakang tersebut maka yang menjadi masalah dalam
penelitian ini adalah dari mana sajakah pedagang
memperoleh sumber pembiayaan? Melalui penelitian
ini ingin diidentifikasi sumber-sumber pembiayaan
pedagang, kendala-kendala yang dihadapi pedagang
dalam mengakses kredit dan faktor-faktor yang
mempengaruhi keputusan penggunaan kredit
perbankan oleh pedagang di Salatiga.

MATERI DANMETODEPENELITIAN

Modal usaha dapat diperoleh dari tiga sumber utama,
yaitu sumber danainternal yang berasal dari laba atau
simpanan, utang dagang yaitu fasilitasyang diberikan
oleh pemasok di mana pemasok mengirimkan barang
tetapi tidak mewajibkan untuk membayar pada saat
yang bersamaan (pembayaran dilakukan dengan tempo
waktu dan tidak dikenai beban bunga), dan pinjaman
atau utang, baik dari lembaga keuangan formal yaitu
bank maupun non bank dan melalui lembagakeuangan
non formal, sedang hasil penelitian Bates (1997)
mengenai imigran Cina dan Korea yang menjadi
wirausahawan di Amerika menunjukkan selain dari
lembaga keuangan, sumber pinjaman sebagai modal
ketikaawal menjalankan usahajugadapat berasal dari
keluargadan teman. Dalam studi Akytiz, et al. (2004),
pembiayaan UMKM di sektor industri produk hasil-

hasil hutan di Turkey untuk mempelajari pola
pengambilan kredit, selain dari lembaga keuangan,
keluarga, teman danrelasi, kredit jugadapat bersumber
dari tabungan pemilik usaha. SMERU (2002) dalam
penelitiannyamenemukan beberapasumber keuangan
non bank yang biasa diakses masyarakat kota
Yogyakartaantaralain adalah pegadaian, Badan Usaha
Kredit Pedesaan, arisan RT/RW/dasawisma, kelompok
paguyuban sertakredit program. Mukbar (2008) dalam
penelitian mengenai dinamika kerja dan penghidupan
rumah tangga perdesaan di Jawa Tengah menunjukkan
sumber kredit informal antaralain adalah rentenir dan
kredit barang (mindring).

K eputusan seorang pedagang untuk mengambil
kredit atau pinjaman dari bank tentunya dipengaruhi
oleh banyak faktor. Abor (2008) menguiji beberapafaktor
yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan-
perusahaan di Ghana. Khusus untuk kelompok usaha
kecil, faktor yang diuji meliputi faktor konvensional atau
tradisional (umur usaha, ukuran usaha, struktur aset,
profitabilitas, pertumbuhan, dividen, risiko, pajak, dan
ownership) serta jenis industri, lokasi, tingkat
pendidikan, gender, bentuk kepemilikan, dan orientasi
pasar. Temuan penting dalam penelitian tersebut adalah
bahwa pengusahal aki-laki |ebih banyak memanfaatkan
sumber pembiayaan dari pinjaman jangka panjang
melalui perbankan dibanding dengan pengusaha
wanita. Hal ini bukan berarti pengusaha wanita tidak
berminat memanfaatkan sumber pembiayaan dari
pinjaman jangka panjang perbankan, tetapi karena
wanitadianggap memiliki risk aversion yang lebih besar
daripadalaki-laki sehingga pengusahawanita enggan
mengakses ke lembaga perbankan.

Dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi struktur modal pada299 usahakecil dan
menengah di Irlandia, diketahui struktur modal
dipengaruhi oleh umur usaha, skala usaha dan
kepemilikan aset agunan (Mac). Pengusaha dengan
kepemilikan aset yang bisa digunakan untuk agunan
akan lebih memilih memanfaatkan sumber pembiayaan
dengan pinjaman jangka panjang. Hal ini
mengindikasikan bahwa pengusahayang tidak memiliki
aset untuk agunan akan sulit untuk akses pinjaman
jangka panjang. Kondisi inilah yang mendorong
munculnyakredit informal.

2 http://doras.dcu.ie/4529/2/Mac_An Bhaird SBEJ573_Doras.pdf
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Kredit informal berkembang karena seringkali
kredit formal sulit diakses. Bebergpakel emahanlembaga
kredit formal untuk dapat diakses menurut Komisi
Ekonomi dan Sosia untuk AsiaPasifik dari Perserikatan
Bangsa-Bangsa adalah 1) kredit formal biasanya
membutuhkan sejumlah agunan, 2) administrasi
pengajuan permohonan kredit seringkali rumit dan
membutuhkan waktu lama, dan 3) biaya administrasi
relatif mahal. Kredit informal umumnyadiakseskarena
tidak membutuhkan agunan dan lebih mengandalkan
pada komitmen debitur. Menurut Avery, et al. (1998)
keberhasilan untuk mengakses kredit sering ditentukan
oleh kemampuan pengusaha dalam menunjukkan
komitmennya. Mayoritas kredit untuk usaha kecil
mengandal kan komitmen perorangan yang hanyadapat
menutup 10% dari total investasi pengusaha. Sekitar
20% dari usahayang memiliki kredit, umumnyatidak
memerlukan komitmen yang tinggi. Avery juga
menemukan tidak ada hubungan antara kredit
berdasarkan komitmen dengan kekayaan pengusaha.
Komitmen perorangan merupakan substitusi untuk
agunan usaha, sementara agunan perorangan dan
komitmen perorangan tidak saling mensubstitusi.

Hasil penelitian Abor (2008) menunjukkan
bahwa umur perusahaan berpengaruh secara positif
dan signifikan terhadap hutang jangka panjang di usaha
kecil. Semakin lama usia perusahaan diasumsikan
kontinyuitas usahanya semakin terjamin, sehingga
meningkatkan kapasitas penggunaan kredit. Hal serupa
diduga jugaterjadi pada pedagang mikro di Salatiga,
sehinggadalam penelitianini dirumuskan hipotesis:
Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap
peluang pengambilan kredit dari lembaga keuangan
formal.

Keputusan pihak bank untuk mengucurkan
kredit ditentukan oleh kemampuan aset berwujud yang
dimiliki perusahaan dalam menjamin kredit tersebut.
Abor (2008) jugamenyatakan bahwabanyak penelitian
lain yang menemukan hubungan positif antara struktur
aset dengan hutang jangka panjang dan hubungan
negatif antara struktur aset dengan hutang jangka
pendek. Penelitianini tidak menggunakan struktur aset
mengingat obyek penelitian adalah pedagang dengan
skalamikro. Sebagai gantinyadigunakan variabel jenis
aset yang dapat dijadikan jaminan. Aset yang sering
digunakan sebagai jaminan untuk usaha skala mikro
adalah kendaraan bermotor roda dua, mengingat

besaran kredit yang dibutuhkan relatif kecil sehingga
dapat dirumuskan hipotesis:

Kepemilikan kendaraan bermotor roda dua
berpengaruh positif terhadap peluang pengambilan
kredit dari lembaga keuangan formal.

Menurut Abor (2008), latar belakang pendidikan
seorang pengusahadiyakini memiliki hubungan positif
dengan tingkat utang yang digunakan. Penelitan ini
juga menggunakan tingkat pendidikan sebagai faktor
yang diduga berpengaruh terhadap pengajuan kredit.
Semakin tinggi tingkat pendidikan, seorang pedagang
diduga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam
mencari dan mengolah informasi sehingga akan
meningkatkan peluang penggunaan kredit dari lembaga
keuangan formal, sehingga hipotesis penelitian yang
digjukan adalah:

Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap
peluang pengambilan kredit dari lembaga keuangan
formal.

Jeniskelamin pengusaha berpengaruh terhadap
struktur modal yang digunakan dalam sebuah usaha.
Pengusahawanitadinilai 1ebih menghindari risiko (risk
averse) dibanding laki-laki. Menurut Abor (2008), sdlain
itu jaringan (networ k) pengusahawanitajugadianggap
tidak seluas laki-laki sehingga akses informasi juga
terbatas. Hal tersebut akan mengakibatkan pengusaha
wanitaakan cenderung menggunakan sumber dananon
formal, seperti sumber keuangan perorangan, sehingga
dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai
berikut:

Pedagang yang berjenis kelamin perempuan
berpeluang lebih kecil untuk mengambil kredit dari
lembaga keuangan formal.

Dadam pendlitianini adabeberapavariabel yang
berbedadari variabel dalam penelitian Abor (2008), yaitu
jenis dagangan dan usia pedagang. Semakin tua usia
pedagang, didugaakan semakin menghidari risiko dari
keputusan finansial yang akan membebani
keluarganya. Oleh karenaitu, penelitianini merumuskan
hipotesis sebagai berikut:

Usia berpengaruh negatif terhadap peluang
pengambilan kredit dari lembaga keuangan formal.

Jenis dagangan dalam penelitian ini
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1) makanan dan
minuman siap sgji, 2) bahan makanan, dan 3) non
makanan. Perputaran modal dalam perdagangan
makanan dan minuman siap saji lebih cepat, sehingga
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kebutuhan modal jugatidak terlalu besar. Hal ini diduga
menyebabkan pedagang makanan dan minuman siap
sqji tidak menggunakan kredit dari lembagakeuangan
formal. Sedangkan kebutuhan modal dalam
perdagangan bahan makanan relatif lebih besar
sehingga diduga pedagang bahan makanan akan
menggunakan kredit dari lembaga keuangan formal.
Oleh karenaitu, duarumusan hipotesis penelitian yang
digjukan adalah:

Jenis dagangan makanan dan minuman siap saji
berpengaruh negatif terhadap peluang pengambilan
kredit dari lembaga keuangan formal.

Jenis dagangan bahan makanan ber pengaruh positif
terhadap peluang pengambilan kredit dari lembaga
keuangan formal.

Populasi dari penelitian ini adalah para
pedagang di Salatiga. Sampel penelitian ini diambil
dengan metode stratifikasi (stratified sampling method)
menurut data pedagang di tiap pasar di Salatiga.
Dengan asumsi proporsi populasi pedagang di Salatiga
yang mengambil kredit perbankan adalah 50% dan
dengantolerans kesalahan 0,1 (a), makaukuran sampel
minimal yang harus diambil berdasarkan Levine, et al.
(2006) adalah 67,64 pedagang. Sampel dalam pendlitian
ini adalah 104 pedagang dalam skala mikro. Adapun
teknik pengumpulan datadilakukan dengan mensurvei
para pedagang melalui indepth interview dengan
menggunakan kuesioner sebagai panduan.

Analisisdalam penelitian ini akan menggunakan
metode statistikadeskriptif dan analisisregresi logistik
(logistic regression). Metode statistika deskriptif
digunakan untuk menggambarkan karakteristik
pedagang di Kota Salatiga serta mengidentifikasi
berbagal sumber pembiayaan pedagang dan kendala-
kendala yang dihadapi pedagang dalam mengakses
kredit. Analisis regresi logistik digunakan untuk
membangun model yang dapat digunakan untuk
mengestimasi keputusan pengambilan kredit
berdasarkan berbagai faktor yang diduga dapat
mempengaruhi keputusan tersebut.

Adapun model yang akan diestimasi mengacu
pada model Abor (2008), namun hanya variabel yang
dianggap relevan yang akan diestimasi dan ditambah
temuan penelitiandi Irlandiasehinggamodel yang akan
diestimasi adalah:

P(X s vy X)
In= —— b +b.X +b,X,+b. X +
1-(X, e X))
b, X,+b. X, +b.X +b,.X,

di mana: X, = pedagang wanita, X, = umur pedagang,
X, =tingkat pendidikan, X, = dagangan makanan dan
minuman siap sgji, X, = dagangan bahan makanan, X
= umur usaha, X, = kepemilikan aset kendaraan roda
dua, b, = koefisienregresi kontan, b, = koefisien regres
dari variabel bebaske-i (i=1,2,3,4,5,6,7), P(X,...X,) =
peluang pedagang mengambil kredit di lembaga
keuangan formal dan 1 - P(X,,..., X,) = peluang
pedagang tidak mengambil kredit di lembagakeuangan
formdl.

HASL PENELITIAN

Mayoritas responden adalah pedagang wanita
(84,62%), sedang rata-ratausiaresponden adalah 52,37
tahun sehingga wajar apabila mayoritas responden
sudah menikah (79,8%). Selainitu mayoritas pedagang
pasar tidak memiliki latar pendidikan formal yangtinggi.
Hadl ini terlihat dari datayang menunjukkan hampir 70%
pedagang tidak sekolah/tidak tamat SD. Hampir 90%
responden hanya memiliki satu jenis dagangan sagja,
sisanyamemiliki lebih dari satu jenisbarang dagangan.
Makanan dan minuman siap sgji sertabahan makanan
adalah yang paling banyak diperdagangkan. Ditinjau
dari umur usaha, sebagian besar responden (80,8%)
telah berdagang sedikitnya lima tahun. Sebagian
pedagang yang umur usahanyakurang dari limatahun,
menyatakan bahwa usaha yang dijalaninya saat ini
adalah usaha warisan. Beberapa pedagang juga
menyatakan usahanya masih kurang dari lima tahun
karena mengalami penggantian jenis dagangan.
Pergantian jenis dagangan tersebut disebabkan antara
lain karena kebakaran pasar atau renovasi pasar yang
bermasalah. Bentuk kepemilikan usaha yang
teridentifikas seluruhnyamerupakan usahasendiri. Hal
ini diduga disebabkan oleh skala usaha yang kecil
(mikro).

Sebanyak 73% dari responden memiliki aset.
Sebenarnya responden dapat memiliki Iebih dari satu
aset, namun dalam hal ini hanya diperhitungkan satu
aset, yaitu yang dapat diagunkan untuk usaha skala
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Gambar 1
Distribusi Responden M enurut Tingkat Pendidikan

mikro. Adapun jenis-jenisaset yang dimiliki dapat dilihat
padaTabel 1.

Tabel 1
Distribusi Responden Menurut JenisAset yang
Dimiliki
Pemilikan Aset Frekuensi Persentase (%)
Tidak punya asset 2 269
K endaraan bermotor 17 163
Tanah dan/atau rumah 5% 538
Hewan 2 19
Kios 1 10
Tota jlo’! 1000

Sumber: Hasil penelitian. Datadiolah.

Seorang pedagang dapat menggunakan lebih
dari satu sumber pendanaan. Sumber pendanaan yang
paling banyak digunakan adalah modal sendiri. Hal ini
wajar, mengingat skala usaha yang kecil (mikro)
sehingga kebutuhan modal dirasa tidak terlalu besar.
Bahkan ada beberapa pedagang yang menjua hasil
kebun sendiri, seperti sayur mayur dan bunga tabur.

Tabel 2
Jumlah Responden M enur ut Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan Frekuensi

Modal sendiri

Lembaganon formal

L embagakeuangan

Hutang dagang

Pinjam saudara

Pinjamteman

Program Pengentasan Kemiskinan
di Perkotaan (P2KP)

Sumber: Hasil penelitian. Datadiolah.

AruRBEBR

[

Sumber pendanaan dari lembaga non formal
yang diakses oleh pedagang terdiri dari tiga sumber,
yaitu arisan, paguyuban dan rentenir. Rentenir
merupakan sumber pendanaan non formal yang paling
banyak (92,11%) dimanfaatkan oleh pedagang pasar.
Beberapa al asan penggunaan rentenir sebagai sumber
pendanaan dapat dilihat dalam Tabel 3.
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5.26%
n=2

92.11%
n=35

2.63% Pinjam LNF
n=1 [l Arisan

[l Paguyuban
X Rentenir

Pies show counts

Gambar 2
Distribusi Responden M enur ut JenisL embaga K euangan Non Formal

Tabel 3
Jumlah Responden M enur ut Alasan Penggunaan
Rentenir
Alasan Frekuens
Tanpa agunan n
Kemudahan administrasi 6
Dapat diundur waktu pembayarannya 5
Nilal angsuran fleksibel 4
Sumber: Hasil penelitian. Datadiolah.
Semua alasan tersebut sebenarnya

mengindikasikan bahwa pedagang cenderung
mengakses sumber pendanaan yang sederhana
pengurusannya. Bahkan, pedagang tidak menyadari
tingginya tingkat bunga yang harus dibayar. Hasil
penelitian di |lapangan terungkap bahwatingkat bunga
yang dikenakan oleh rentenir rata-rata 20% untuk jangka
waktu sekitar satu bulan. Fenomenatersebut diperkuat
oleh terungkapnya alasan pedagang yang tidak
mengakses |embaga keuangan formal sebagai sumber
pendanaan. Beberapa alasan yang terlontar dari
pedagang mengapa mereka khawatir tidak dapat
mengangsur adalah sedang mengalami penurunan
omset, baru merintis usaha, bungadirasatinggi, masih
mempunyai tanggungan (anak), sedang sebagian
pedagang mengemukakan alasan skala usaha yang
masih kecil, merasamasih mampu memenuhi kebutuhan
modal menggunakan modal sendiri.

Alasan tidak mengakses lembaga keuangan formal
lainnyayang terungkap adalah tidak memiliki aset yang
dapat dijadikan sebagai agunan. Namun adajugayang
memiliki aset tetapi merasanilainyatidak sesuai (terlalu
besar) dengan nilai kredit yang hendak diajukan. Hal
ini terjadi aset yang dimiliki oleh sebagian besar
responden beruparumah dan/atau tanah. Selainitu ada
juga responden yang mungkin memiliki aset yang
nilainyasetara dengan kebutuhan modal, tetapi mereka
tidak terbiasamenjaminkan aset, atal merekatidak berani
mengambil risiko kehilangan aset.

Berdasarkan hasil estimasi model logit diperoleh hasil
sebagai berikut:

7
In = —————— -1,94+2,04X,+0,05X, +
0,82X,-0,66X,, +0,00X, +0,05.X - 1,38X

PEMBAHASAN

Model logit di atas mampu menjelaskan 21,3%
(Nagelkerke R-Sguare) keputusan pengambilan kredit
dari lembagakeuangan formal, sisanyaditentukan oleh
faktor lain. Kemampuan model yang terbentuk untuk
memprediksi peluang pengambilan kredit dari lembaga
keuangan dengan tepat adalah 76,9%. Nilai signifikansi
uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,58 (> 0,1)
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Tabel 4
K oefisien dan Nilai Signifikans Model Regres
Variabe B SS Wald df Sig. Exp(B)
Pedagang wanita 2041 1,037 3875 1 0,049 7,69
Usia -0,042 0,025 2791 1 0,095 0959
Pendidikan 0821 0,359 5224 1 0,022 2273
Dagang Makanan -0,661 0,761 0,755 1 0,385 0516
Dagang Bahan Makanan 0,088 0,756 0,014 1 0,907 1,092
Umur Usaha 0,052 0,300 0,030 1 0,863 1,053
Aset Motor -1379 0934 1961 1 0,161" 0,252
Constant -1944 2241 0,753 1 0,386 0,143

Sumber : Hasil penelitian. Datadiolah.
Catatan: * signifikan padaa=10%=0,1

menunjukkan model mampu mewakili hubungan antara
variabel-variabel bebas dengan variabel tak bebas.
Nilai signifikans omnibustestsdari model dalam
penelitian ini adalah 0,025 (< 0,1) sehingga dapat
disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara
bersama-sama mampu menjelaskan peluang
pengambilan kredit dari lembaga keuangan formal.
Selanjutnyadilakukan uji wald untuk melihat pengaruh
pengaruh variabel bebas secara individu terhadap
keputusan kredit. Berdasarkan uji wald (Tabel 4)
didapat nilai signifikans uji pengaruh pedagang dengan
jeniskelamin perempuan adal ah sebesar 0,0245 (< 0,1).
Artinyaterbukti bahwa pedagang perempuan memiliki
peluang yang lebih besar untuk mengambil kredit di
lembaga keuangan formal dibandingkan pedagang laki-
laki. Temuan ini tidak sesuai dengan temuan Abor
(2008). Hal ini diduga karena mayoritas pedagang
adalah perempuan yang notabene lebih selektif dalam
memilih sumber pembiayaan. Dengan nilai signifikans
sebesar 0,0475 (< 0,1), faktor usia pedagang juga
mempengaruhi secara negatif peluang pengambilan
kredit di lembaga keuangan formal, sedang tingkat
pendidikan pedagang berpengaruh positif terhadap
peluang pengambilan kredit di lembagakeuangan for-
mal karenanilai signifikansi variabel ini 0,011 (<0,1).
K epemilikan kendaraan bermotor rodaduajugaterbukti
berpengaruh negatif terhadap peluang pengambilan
kredit dari lembaga keuangan formal. Hal ini terlihat
dari nilai signifikansi sebesar 0,08 (< 0,1). Perbedaan
arah pengaruh kepemilikan kendaraan bermotor dengan

hipotesis yang digjukan, diduga karena penggunaan
kendaraan bermotor tak terletak pada pedagang secara
langsung, mengingat sebagian besar responden adalah
pedagang perempuandan berusia tua dan kebutuhan
modal para pedagang jauh lebih kecil daripada nilai
kredit yang dapat dijamin menggunakan motor sehingga
penggunakan motor sebagai agunan kredit dinilai tidak
seimbang. Sisa tiga variabel lainnya dalam model
terbukti tidak berpengaruh terhadap peluang
pengambilan kredit dari lembagakeuangan formal.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Faktor yang terbukti berpengaruh negatif terhadap
peluang pengambilan kredit di lembagakeuangan for-
mal adal ah kepemilikan kendaraan bermotor roda dua
dan usiapedagang, sedang faktor-faktor yang terbukti
berpengaruh positif terhadap peluang pengambilan
kredit di lembagakeuangan formal adalah jeniskelamin
wanita dan tingkat pendidikan dengan tingkat
pendidikan sebagai faktor utama. Tingkat pendidikan
ini mempengaruhi kemampuan mengakses dan
menganalisis informasi sehingga pedagang dengan
tingkat pendidikan yang relatif rendah cenderung
menggunakan sumber pendanaan informal
(perorangan) yang dirasa sederhana yang tidak perlu
dicari informasinya.

253




JAM, Vol. 22, No. 3, Desember 2011: 247-255

Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat bungabukan
merupakan faktor utama yang menentukan seorang
pedagang dalam mengambil kredit. Bahkan, sebagian
besar dari responden menggunakan kredit dari rentenir
yang tingkat bunganya lebih tinggi. Oleh karena itu,
faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah pada
saat akan memberikan bantuan permodalan bagi
pedagang adalah kemudahan administrasi, dengan
meniru strategi yang digunakan khususnya oleh
rentenir yaitu adalah dengan pola jemput bola dan
tanpa agunan. Untuk nilai kredit yang cukup tinggi
tetap dapat menggunakan agunan yang berfungsi
sebagai tandapengikat tetapi tidak perlu sesuai dengan
nilai kredit seperti ijasah terakhir, surat nikah, bukti
kepemilikan kios, dan sebagainya.

Penyaluran kredit dari pemerintah sebaiknya
jugatidak melalui lembagakeuangan formal karenaakan
mempengaruhi penilaian kinerja lembaga sehingga
penyaluran kredit dilakukan dengan sangat hati-hati
yang pada akhirnya akan menjadi terlalu sulit
(kompleks) bagi pedagang skala kecil. Kredit dapat
disaurkan meldui lembaga-lembagaseperti KUD, LKD,
BKD, dan BKK. Hal yang tidak kalah penting dalam
rangka penyaluran kredit bagi pedagang skala kecil
adalah memperbaiki moral hazard. Selama ini jika
pemerintah memberikan dana, diasumsikan oleh
penerima kredit bahwa dana tersebut tidak perlu
dikembalikan. Pandangan seperti itu akan menghambat
kontinuitas penyaluran kredit lunak dari pemerintah dan
akhirnya akan menghambat upaya pemerintah
mengurangi kemiskinan. Edukasi mengenai berbagai
sumber pendanaan beserta kelebihan dan
kekurangannya juga berperan dalam mensukseskan
upaya pemerintah dalam menyalurkan kredit. Edukasi
pasar penting karena latar belakang pendidikan para
pedagang yang mayoritas rendah.
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ABSTRACT

Theprimarily agency problem for firmswith ownership
concentration is the conflict between controlling and
minority shareholders. The concentration of corporate
control in the hands of controlling shareholder creates
powerful incentivesand ability to expropriate minority
shareholders. This paper is aimed to examine the evi-
dence on expropriation of minority shareholders by
the controlling shareholder through dividend payment.
By using sample consistsof firmslisted in the Indone-
sia Stock Exchange for the period from 2000 to 2005,
this paper proves that controlling shareholder expro-
priate minority shareholders through dividend policy.
Moreover, when control rights exceed cash flow rights,
the controlling shareholder has higher inventive to
expropriate by participating in firm’smanagement. The
Cash flow rights, however, are important incentive
sources to avoid expropriation.

Keywords: expropriation, dividend, controlling share-
holder, ultimate ownership, immediate ownership, cash
flow right, control right, cash flow right leverage

PENDAHULUAN

Fenomena bahwa berbagai perusahaan dikendalikan
oleh pemegang saham pengendali yang samalazim di
temukan di Indonesia. Pemegang sasham pengendali
tidak mudah diidentifikasi apabilahanyamengandalkan
informasi kepemilikan imediat! dari laporan keuangan
tahunan. Fenomena ini terjadi karena berbagai
mekanisme kepemilikan tidak langsung, khususnya
kepemilikan piramida, merupakan mekanisme
kepemilikan yang umum ditemukan. Dengan konsep
kepemilikan imediat yang selama ini digunakan,
gambaran rangkai an kepemilikan secarakomprehensif
tidak dapat diketahui. Untuk itu dibutuhkan konsep
baru, yaitu kepemilikan ultimat? agar rangkaian
kepemilikan, konsentrasi kepemilikan, dan pemegang
saham pengendali yang diidentifikasi lebih
menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. LaPorta
et al. (1999) adalah peneliti pertama yang
menginvestigasi struktur kepemilikan dengan konsep
ultimat. LaPortaet al. (1999) memperol eh bukti bahwa
fenomenakonsentrasi kepemilikan perusahaan terjadi
di Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. Claessenset al.

1 Kepemilikanimediat (immediate owner ship) adal ah kepemilikan langsung terhadap perusahaan publik yang ditunjukkan oleh
persentase kepemilikan saham. Dengan konsep kepemilikan ini klasifikasi kepemilikan tersebar atau terkonsentrasi semata-
mata ditentukan berdasarkan persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham atas namadirinyamasing-masing.

2 Kepemilikan ultimat (ultimate ownership) adal ah kepemilikan langsung dan tidak |angsung terhadap perusahaan. Kepemilikan
langsung adal ah persentase saham yang dimiliki pemegang saham atas namadirinyasendiri; kepemilikan tidak langsung adalah
kepemilikan terhadap sebuah perusahaan melalui perusahaan lain.
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(2000a) serta Faccio dan Lang (2002) menindaklanjuti
penelitian La Porta et al. (1999). Kedua penelitian
menguatkan temuan sebelumnya bahwa kepemilikan
perusahaan di Asia, termasuk Indonesia (Claessens et
al., 2000a) dan Eropa (Faccio dan Lang, 2002)
terkonsentrasi.

Konflik kepentingan berkaitan dengan
kepemilikan dan kontrol dibahas dalam kerangkateori
keagenan. Konsentrasi kepemilikan yang
sesungguhnya perlu diidentifikasi dengan tepat agar
potensi konflik keagenan yang terjadi dalam
perusahaan tergambar. LaPortaet al. (2000) menyatakan
bahwa konflik keagenan pada perusahaan dengan
kepemilikan tersebar adal ah konflik antaramanajemen
dan pemegang saham. Namun pada perusahaan dengan
kepemilikan terkonsentrasi, konflik keagenan bergeser
menjadi konflik antara pemegang saham pengendali
dengan pemegang saham nonpengendali. Pemegang
saham pengendali dapat menentukan secara efektif
kebijakan yang dijalankan oleh managjemen. Bahkan
manajer merupakan bagian dari pemegang saham
pengendali itu sendiri. Pemegang saham pengendali
dapat mengendalikan sumber daya perusahaan untuk
kepentingan pribadi dan mengorbankan kepentingan
pemegang saham nonpengendali.

Teori keagenan klasik Berle dan Means (1932)
mendasarkan diri padaasumsi kepemilikan perusahaan
publik yang tersebar. Dengan kepemilikan tersebar,
kontrol beradadi tangan managjer. Karenaitu, masalah
keagenan yang menonjol dalam hal ini adalah konflik
keagenan antara pemegang sasham dengan mangjer.
Gilson dan Gordon (2003) serta Villalonga dan Amit
(2004) menamai konflik keagenan ini sebagai konflik
keagenan klasik. Oleh Eisenhardt (1989) fenomena
keagenan ini termasuk dalam kategori positivist re-
search. Penelitian-penelitian sebelumnya masih
menguiji teori keagenan dengan fenomena konflik
keagenan antara pemegang saham dengan manajer
seperti Brickley et al. (1988), Jensen et al. (1992), Chen
dan Steiner (1999), serta Crutchley et al.(1999).
Fenomena konflik antara pemegang saham besar
dengan pemegang saham nonpengendali merupakan

konflik keagenan yang secara kontekstual mungkin
konflik utama di negara berkembang dengan
perusahaan yang memiliki karakteristik kepemilikan
terkonsentrasi, kepemilikan tidak langsung, dan
pemegang saham yang terlibat dalam manajemen.
Dengan karakteristik seperti itu, isu baru adalah
pemisahan antara hak aliran kas dan hak kontrol
antarpemegang saham; bukanlagi pemisahan
kepemilikan di tangan pemegang saham dan kontrol di
tangan manajemen.

Gilson dan Gordon (2003) mengidentifikasi ada
duasis masalah keagenan. Pertama, masal ah keagenan
klasik yang sudah lazim dikenal, yaitu konflik antara
prinsipal dan agen. Masalah keagenan ini muncul
karena adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol
(Jensen dan Meckling, 1976). K edua, masal ah keagenan
antara pemegang saham pengendali dengan pemegang
saham nonpengendali. Masalah keagenan ini muncul
karena adanya potensi pemegang saham pengendali
untuk mendapatkan manfaat privat atas kontrol yang
dimilikinya. Manfaat privat atas kontrol tersebut tidak
dimiliki oleh pemegang saham nonpengendali. Adanya
pemegang saham pengendali menyebabkan masalah
keagenan antara manajemen dan pemegang saham
berkurang, namun muncul masalah keagenanlain antara
pemegang saham pengendali dan pemegang saham
nonpengendali.

Masalah keagenan dalam kepemilikan
terkonsentrasi berdasarkan konsep ultimat muncul
karenaadanyadominasi kepemilikan pemegang saham
pengendali, baik dominasi hak aliran kas, dominasi hak
kontrol, maupun deviasi kedua jenis hak tersebut.
Fenomena pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol
terjadi karena adanya konsentrasi kepemilikan
perusahaan dengan konsep ultimat. Dalam kepemilikan
terkonsentrasi yang ditentukan berdasarkan konsep
ultimat, konsentrasi kepemilikan dapat berupa
konsentrasi hak aliran kas dan konsentrasi hak kontrol.
Kedua konsentrasi tersebut dapat berbeda karena
adanyamekanisme peningkatan kontrol yang dilakukan
oleh pemegang saham pengendali, seperti mekanisme
kepemilikan piramidadan kepemilikan silang.

3 Hak aliran kas (cash flow right) adalah klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan. Hak kontrol (control right)
adalah hak suara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan perusahaan. Deviasi hak aliran kas dari hak kontrol dinamai

cash flow right leverage (La Portaet al., 1999).
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Konsentrasi hak aliran kas, konsentrasi hak
kontrol, dan dan leverage hak aliran kastidak berjalan
bersamarsama, tetapi masing-masing memiliki implikas
tersendiri terhadap kebijakan perusahaan. Hak kontrol
merupakan insentif untuk melakukan ekspropriasi*
dalam rangka mendapatkan manfaat privat; hak aliran
kas adalah insentif untuk menghindari ekspropriasi;
sementaraleverage hak aliran kas adal ah peningkatan
insentif untuk memanfaatkan dominasi kontrol dalam
rangkamel akukan ekspropriasi. supendlitianini adalah
sejauh manaimplikasi pemisahan hak kontrol dan hak
aliran kas terhadap kebijakan dividen di perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti
bermaksud untuk menginvestigasi apakah pemegang
saham pengendali melakukan ekspropriasi melalui
dividen dengan mengkaji besaran dividen yang dibayar
apabilaterdapat pemisahan antara hak kontrol dengan
hak aliran kas.

MATERI DANBAHANPENELITIAN

Kepemilikan suatu perusahaan dapat dikategorikan
sebagai kepemilikan tersebar dan kepemilikan
terkonsentrasi. Perusahaan dengan kepemilikan
tersebar adal ah perusahaan yang pada pisah batas hak
kontrol tertentu tidak memiliki pemegang saham
pengendali. Sebaliknya, perusahaan dengan
kepemilikan terkonsentrasi adalah perusahaan yang
pada pisah batas hak kontrol tertentu memiliki
pemegang saham pengendali. Pemegang saham
pengendali adalah pemegang saham yang memiliki
kontrol terbesar, baik kontrol langsung maupun kontrol
tidak langsung, terhadap perusahaan. Kontrol langsung
pemegang saham menggambarkan besaran persentase
kepemilikan saham terhadap suatu perusahaan atas
namasendiri tanpamelalui perusahaa,. sedang kontrol
tidak langsung pemegang saham menggambarkan
besaran kepemilikan saham terhadap suatu perusahaan
melalui perusahaan.

K eberadaan pemegang saham pengendali pada
suatu perusahaan tergantung pada tingkat pisah batas
hak kontrol yang digunakan. Semakin rendah pisah
batas hak kontrol semakin mungkin suatu perusahaan

dikategorikan memiliki pemegang saham pengendali.
Sebaliknya, semakin tinggi pisah batas hak kontrol
semakin rendah kemungkinan suatu perusahaan
dikategorikan memiliki pemegang saham pengendali.
Sebagai contoh, pemilik PT A adalah Heru, Jony,
Rahmat, dan masyarakat luas dengan kepemilikan
masing-masing 8%, 18%, 29%, dan 45%. Pada pisah
batas hak kontrol 10%, Jony dan Rahmat termasuk
kategori pemegang saham pengendali. Pada pisah batas
hak kontrol 20% hanya Rahmat yang termasuk kategori
pemegang saham pengendali, sedang pada pisah batas
hak kontrol 30% tidak adapemegang saham pengendali
pada PT A. Dengan demikian, perusahaan tersebut
dikategorikan sebagai perusahaan dengan kepemilikan
tersebar. Pada pisah batas hak kontrol 10%, sebanyak
76% perusahaan dunia memiliki pemegang saham
pengendali (LaPortaet al., 1999) dan 93% perusahaan
Asiamemiliki pemegang saham pengendali (Claessens
et al., 2000a). Pemegang saham pengendali bisaberupa
keluarga, pemerintah, institusi keuangan dengan
kepemilikan tersebar, perusahaan dengan kepemilikan
tersebar, dan pemegang saham pengendali lainnya(La
Portaet al., 1999; Claessenset al., 2000a).

Keluarga menggambarkan seseorang atau
beberapa orang dalam satu kesatuan famili sebagai
pemegang saham pengendali perusahaan. Anggota
keluarga dikategorikan sebagai satu kesatuan
pemegang saham pengendali dengan asumsi mereka
memberikan hak suara sebagai koalisi
(Wiwattanakantang, 2000). La Porta et al. (1999),
Claessenset al. (2000a), sertaFaccio dan Lang (2002)
mengidentifikas keluargaberdasarkan kesamaan nama
belakang dan hubungan perkawinan. Pada pisah batas
hak kontrol 10%, sebanyak 35% peruahaan publik
duniadikendalikan oleh keluarga(LaPortaet al., 1999).
Khusus di Asia, Claessens et al. (2000a) menemukan
bahwa sebanyak 54% perusahaan publik dikendalikan
oleh keluarga. Pada tingkat pisah batas hak kontrol
20%, Faccio dan Lang (2002) menemukan sebanyak
44% perusahaan publik Eropa dikendalikan oleh
keluarga.

Pemerintah dikategorikan sebagai pemegang
saham pengendali apabilapemilik terbesar ultimat suatu

4 Eksproprias (expropriation) adalah proses penggunaan kontrol untuk memaksimumkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi

kekayaan dari pihak lain (Claessens et al., 2000b).
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perusahaan adal ah pemerintah padatingkat hak kontrol
tertentu. Pemerintah dikategorikan sebagai pemegang
saham pengendali tersendiri karenatujuan pemerintah
mengendalikan perusahaan relatif berbedadari tujuan
pemegang saham pengendali lainnya. Umumnya
pemerintah mengendalikan perusahaan untuk tujuan
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tujuan
politik (Shleifer dan Vishny, 1994). Untuk pisah batas
hak kontrol 10%, sebanyak 20% peruahaan publik
dunia dikendalikan oleh pemerintah (La Porta et al.,
1999). Di Asia, Claessens et al. (2000a) menemukan
bahwa sebanyak 9% perusahaan publik dikendalikan
oleh pemerintah. Padatingkat pisah batas hak kontrol
20%, Faccio dan Lang (2002) menemukan sebanyak
4% perusahaan publik Eropa dikendalikan oleh
keluarga.

Sebuah perusahaan publik dapat saja dimiliki
ol eh perusahaan publik lain. Apabila pada perusahaan
pemilik tersebut tidak ada pemegang saham pengendali
atau dimiliki oleh masyarakat secaraterebar, makalLa
Porta et al. (1999) dan Claessens et al. (2000a)
mengidentifikasi kemungkinan pemegang saham
pengendalinya sebagai “intitusi keuangan dengan
kepemilikan tersebar” dan “perusahaan lain dengan
kepemilikan tersebar.” Klasifikasi ini dibuat dengan
alasan bahwa adanya kenyataan perusahaan publik
tersebut dikendalikan oleh institusi keuangan atau
perusahaan lain yang juga perusahaan publik. Pada
tingkat pisah batas 10%, La Porta et al. (1999)
menemukan bahwa 8% dan 5% perusahaan publik
dunia masing-masing dikendalikan oleh institusi
keuangan dengan kepemilikan tersebar dan perusahaan
lain dengan kepemilikan tersebar. Pada tingkat pisah
batas yang sama, Claessens et al. (2000a) melaporkan
bahwa sebanyak 13% dan 17% perusahaan publik Asia
masing-masing dikendalikan oleh institusi keuangan
dengan kepemilikan tersebar dan perusahaan lain
dengan kepemilikan tersebar, sedang pada pisah batas
hak kontrol 20%, Faccio dan Lang (2002) menemukan
bahwa sebanyak 2% dan 9% perusahaan publik Eropa
masing-masing dikendalikan oleh oleh institusi
keuangan dengan kepemilikan tersebar dan perusahaan
lain dengan kepemilikan tersebar.

Apabila pemegang saham pengendali bukan
keluarga, pemerintah, institusi keuangan dengan
kepemilikan tersebar, atau perusahaan publik lain degan
kepemilikan tersebar, La Porta et al. (1999) dan

Claessenset al. (2000a) menamainya pemegang saham
pengendali lain. Pemegang saham yang termasuk
kategori ini adalah investor asing, koperasi, dan
karyawan. La Porta et al. (1999) melaporkan bahwa,
pada pisah batas hak kontrol 10% terdapat 9%
perusahaan publik duniadikendalikan oleh pemegang
saham pengendali lain, sedang pada pisah batas hak
kontrol 20%, Faccio dan Lang (2002) melaporkan bahwa
terdapat 3% perusahaan publik Eropa yang
dikendalikan oleh pemegang saham pengendali lain
seperti investor asing, koperasi, dan karyawan.
Konsep untuk menentukan keberadaan
pemegang saham pengendali ada dua, yaitu konsep
kepemilikan imediat dan konsep kepemilikan ultimat.
Berdasarkan konsep kepemilikan imediat, klasifikasi
kepemilikan tersebar atau terkonsentrasi semata-mata
ditentukan berdasarkan persentase kepemilikan saham
secaralangsung ol eh pemegang saham. Dalam hal ini,
kemungkinan adanya kepemilikan terhadap suatu
perusahaan melalui perusahaan lain tidak
dipertimbangkan. Karena informasi tentang
kepemilikan langsung tersedia dalam laporan
keuangan, pemilik imediat sebuah perusahaan publik
mudah untuk diidentifikasi. Konsep kepemilikanimediat
memiliki beberapa kelemahan mendasar. Kelemahan
konsep kepemilikan imediat adalah konsep ini tidak
dapat digunakan untuk menelusuri rantai kepemilikan,
mengidentifikasi pemilik ultimat, dan mengkaji
pemisahan kepemilikan dan kontrol. Sebagai ilustrasi,
PT B dimiliki oleh PT C, Badu, dan masyarakat luas
masi ng-masing 35%, 21%, 44%. Setelah diteluri lebih
lanjut, pemilik PT C adalah PT D, Rahmat Abdullah,
dan Rudy Feriyanto masing-masing 55%, 25%, dan
20%. Lebih lanjut diketahui bahwapemilik PT D adalah
Amir Abdullah dan Syamsudin masing-masing 60% dan
40%. Penelusuran lebih lanjut jugamenunjukkan bahwa
Amir Abdullah dan Rahmat Abdullah adal ah keluarga.
Apabilakonsep kepemilikan imediat yang digunakan,
maka pemilik terbesar PT B adalah PT C. Informasi
bahwasiapapemilik PT C dan apakah pemilik tersebut
bisamengendalikan PT B melalui PT C dan PT D tidak
dapat diindentifikas melalui kepemilikan langsung sgja.
Setelah menyadari kelemahan konsep
kepemilikanimediat, LaPortaet al. (1999) mengenakan
konsep kepemilikan ultimat untuk menganalisis pola
kepemilikan perusahaan publik. Penggunaan konsep
kepemilikan ultimat menuntut penelusuran rantai
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kepemilikan sejak lapisan pertama sampai dengan
lapisan terakhir. Rantai kepemilikan yang
menggambarkan kepemilikan tidak langsung yang lazim
ditemukan adal ah kepemilikan piramidadan kepemilikan
silang. Kepemilikan piramida adalah kepemilikan
terhadap suatu perusahaan melalui perusahaan lain
(Claessens et al., 2000a; Claessens et al., 2000b).
Kepemilikan piramidamula dari pemilik imediat sampai
dengan pemilik ultimat padaujung rantai kepemilikan
bisaberlapis-lapis. Sebagai ilustrasi, PT E dimiliki oleh
PT F1, PT F2, Reny Susilawati, dan masyarakat luas
measi ng-masing 35%, 25%, 10%, dan 30%. PT FLdimiliki
oleh PT G1, Reny Susilawati dan Heru Triyanto masing-
masing 60%, 30%, dan 10%, sedang pemilik PT F2
adalah PT G2 dan Heru Triyanto masing-masing 75%
dan 25%. Setelah ditelusuri lebih lanjut, pemilik PT G1
dan G2 adalah Reny Susilawati dan IwanArifin masing-
masing 50%. llustrasi tersebut menggambarkan
kepemilikan piramidaReny Susilawati melalui PT G1
dan G2, selanjutnya melalui F1 dan F2, dan pada
akhirnyaPT E yang beradadi ujung rantai kepemilikan
piramida. LaPortaet al. (1999) mel aporkan kepemilikan
piramida merupakan kepemilikan yang banyak
ditemukan di negaraberkembang. Pada pisah batas hak
kontrol 20%, sebanyak 26% perusahaan publik dunia
(La Porta et al., 1999), 39% perusahaan publik Asia
(Claessens et al., 2000a), dan 19% perusahaan publik
Eropamemiliki struktur kepemilikan piramida. Khusus
Indonesia, Claessens et al., (2000a) menemukan
sebanyak 67% struktur kepemilikan perusahaan publik
adalah piramida.

K epemilikan silang adal ah kepemilikan terhadap
dua atau lebih perusahaan yang saling memiliki satu
dengan lainnya. Sebagai ilustrasi, PT G dimiliki olen PT
H, Suprayitno, dan masyarakat luas masing-masing
48%, 12%, dan 40%. PT H dimiliki oleh PT J dan
Siswanto masing-masing 70% dan 30%. PT Jdimiliki
oleh PT K dan Suprayitno masing-masing 52% dan
48%. SelanjutnyaPT K dimiliki oleh PT H, Suprayitno,
Siswanto maing-masing 40%, 35%, dan 25%. llustrasi
tersebut menunjukkan bahwa pemilik ultimat
Suprayitno memiliki kepemilikan silang terhadap PT H
dan PT K karenakeduanya sebenarnyasaling memiliki
walaupun tidak langsung. Padatingkat pisah batas hak
kontrol 20%, LaPortaet al. (1999) menyatakan bahwa
sebanyak 3% kepemilikan perusahaan publik dunia
adal ah kepemilikan silang. Padapisah batashak kontrol

20%, sebanyak 10% kepemilikan perusahaan publik
Asia (Claessens et al., 2000a) dan 1% perusahaan
publik Eropa (Faccio dan Lang, 2002) adalah melalui
kepemilikan silang.

Kepemilikan tidak langsung baik melalui
kepemilikan piramidamaupun kepemilikan silang dapat
menghasilkan pemisahan hak aliran kasdan hak kontrol.
Hak aliran kas adal ah klaim keuangan pemegang saham
terhadap perusahaan (LaPortaet al., 1999). Hak aliran
kas terdiri atas hak aliran kas langsung (direct cash
flow right) dan hak aliran kastidak langsung (indirect
cash flow right). Hak aliran kas langsung adalah
persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham
pengendali pada perusahaan publik atas namadirinya
sendiri. Hak aliran kas tidak langsung adalah
penjumlahan atas hasil perkalian persentase saham
dalam setiap rantai kepemilikan (LaPortaet al., 1999).

Sebagai ilustrasi, PT K dimiliki oleh PT L, Berly,
dan PT M masing-masing 15%, 10%, dan 20%.
SelanjutnyaPT L dan PT M dimiliki oleh Berly maing-
masing 35% dan 40%. Hak aliran kaslangsung Berly di
PT K adalah 10%, yaitu besarnya persentase
kepemilikan atasnamadirinyadi PT K. Namun Berly
memiliki hak aliran kas tidak langsung di PT K baik
melalui PT L maupunmelaui PT M. Melalui PT L, hak
aliran kas tidak langsung Berly di PT K adalah
5,25%(35%* 15%). Melaui PT M, hak airan kastidak
langsung Berly di PT K adalah 8% (40%* 20%). Jumlah
hak aliran kas tidak langsung Berly di PT K adalah
13,25%. Jumlah hak aliran kas Berly di PT K adalah
23,25% yang terdiri atas 10% hak aliran kas langsung
dan 13,25% hak aliran kastidak langsung. Pada pisah
batas hak kontrol 20%, Claessens et al. (2000a)
menemukan bahwa rerata hak aliran kas pemegang
saham pengendali perusahaan publik Asiaadalah 16%.
Untuk perusahaan publik Eropa, Faccio dan Lang (2002)
menemukan bahwa pada pi sah batas hak kontrol 20%,
hak aliran kas pemegang saham pengendali perusahaan
publik Eropaadalah 35%.

Hak kontrol adalah hak suara untuk ikut serta
dalam menentukan kebijakan penting perusahaan (La
Portaet al., 1999). Hak kontrol terdiri atas hak kontrol
langsung dan hak kontrol tidak langsung. Hak kontrol
langsung adalah persentase saham yang dimiliki oleh
pemegang saham pengendali atas nama dirinya pada
sebuah perusahaan. Dengan pengertian tersebut, maka
hak kontrol langsung sama dengan hak aliran kas
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langsung. Oleh karenaitulah dalam konsep kepemilikan
imediat tidak adaisu pemisahan hak aliran kas dengan
hak kontrol. Hak kontrol tidak langsung adalah
penjumlahan atas hasil kontrol minimum dalam setiap
rantai kepemilikan (LaPortaet al., 1999). Dengan kata
lain, dapat dikatakan bahwa hak kontrol adalah
penjumlahan hubungan paling lemah dalam setiap
rantal kepemilikan.

La Porta et al. (1999) memperkenalkan hak
kontrol pemegang saham pengendali yang ditentukan
sebesar jumlah kepemilikan minimum dalam rantai
kepemilikan. Angka kepemilikan minimum (bukan
maksimum) ditentukan sebagai ukuran kemampuan
pemegang saham pengendali untuk mempengaruhi
sebuah perusahaan yang ada pada ujung rantai
kepemilikan (perlu diingat bahwaini bukan kepemilikan
langsung). Seorang pemegang saham pengendali tidak
dapat mengendalikan perusahaan yang beradadi ujung
rantai kepemilikan apabila yang digunakan adalah
kepemilikan maksimum karena kepemilikan tersebut
bukanlah kepemilikan langsung. Sebagai contoh, Amir
memiliki ssham PT X sebesar 60% dan selanjutnya PT
X memiliki saham PT Y sebesar 20%. Apabila Amir
diasumsikan mampu mengendalikan PT X (karena
kepemilikan yang besar), maka kemampuan Amir
mengendalikan PT Y adalah sebesar 20%, bukan
sebesar 60%. Amir memang mampu mengendalikan PT
X sebesar 60%, tetapi tidak mampu mengendalikan PT
Y sebesar 60% tersebut.

Dengan menggunakan contoh kepemilikan PT
K, hak kontrol langsung Berly di PT K adalah 10%.
Berly memiliki hak kontrol tidak langsung di PT K baik
melalui PT L maupun melaui PT M. Méelalui PT L, hak
kontrol tidak langsung Berly di PT K adalah 15%, yaitu
kepemilikan minimum dalamjalur ini antara 35% dan
15%. Melaui PT M, hak kontrol tidak langsung Berly
di PT K adalah 20% yang menggambarkan kepemilikan
minimum dalam jalur ini antara40% dan 20%. Jumlah
hak kontrol tidak langsung Berly di PT K adalah 35%.
Jumlah hak kontrol Berly di PT K adalah 45% yang
terdiri atas 10% hak kontrol langsung dan 35% hak
kontrol tidak langsung. Claessens et al. (2000a)
menemukan bahwa pada pi sah batas hak kontrol 20%,
rerata hak kontrol pemegang saham pengendali
perusahaan publik Asia adalah 20%, sedang
perusahaan publik di Eropadikendalikan oleh pemegang
saham pengendali dengan rerata hak kontrol sebesar

39% pada pisah batas hak kontrol 20% (Faccio dan
Lang, 2002).

llustrasi tersebut menghasilkan hak aliran kas
dan hak kontrol Berly di PT K masing-masing 23,25%
dan 45%. Selisih kedua hak tersebut, sebesar 21,75%,
menggambarkan besarnya pemisahan hak aliran kas
dan hak kontrol yang dinamai |everage hak aliran kas.
Berly dapat mengendalikan PT K sebesar 45% tetapi
klaim keuangannya di perusahaan tersebut hanya
23,25%. Semakin besar deviasi hak aliran kas dan hak
kontrol menunjukkan semakin tinggi peningkatan
kontrol pemegang saham pengendali melebihi hak airan
kasnya. Peningkatan hak kontrol atashak aliran kasini
dilakukan oleh pemegang saham pengendali melalui
berbagai mekani sme seperti kepemilikan piramidadan
kepemilikan silang. Semakin besar leverage hak aliran
kas menunjukkan semakin besar insentif dan
kemampuan pemegang saham pengendali untuk
mempengaruhi kebijakan perusahaan. Pada pisah batas
20%, Claessenset al. (2000a) menemukan bahwarerata
leverage hak aliran kas pemegang saham pengendali
di perusahaan publik Asiaadal ah 4%. Pada pisah batas
hak kontrol yang sama, Faccio dan Lang (2002) juga
menemukan bahwa rerata leverage hak aliran kas
pemegang saham pengendali terbesar perusahaan
publik Eropaadalah 4%.

Dividen merupakan sal ah satu unsur yang dapat
digunakan untuk menjelaskan masalah keagenan.
Penggunaan dividen sebagai saranauntuk menjelaskan
masalah keagenan pertama kali diperkenalkan oleh
Easterbrook (1984). Hipotesis yang kemukakan oleh
Easterbrook (1984) adalah bahwa pemegang saham
perusahaan yang menaikkan dividen dan utang untuk
mendanai investasi secara simultan lebih segjahtera
daripada pemegang saham perusahaan yang hanya
menaikkan dividen saja. Membayar dividen
menyebabkan pemegang saham |ebih sgjahteradan hal
ini merupakan implikasi dari konflik keagenan yang
berkurang. Membayar dividen sekaligus pendanaan
investasi melalui utang menyebabkan pemgang saham
|ebih sgjahteratidak hanyakarenadividen dibayar tetapi
jugakarenamanajemen didisiplikan oleh kreditor melalui
pendanaan utang. Konflik keagenan dalam situasi
seperti ini dapat dikurangi.

Penelitian tentang dividen di lingkungan
konsentrasi kepemilikan yang ditentukan berdasarkan
konsep kepemilikan imediat azim ditemukan. Sebagai
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contoh, Noronha et al. (1996) menemukan bahwa
pembayaran dividen relatif tinggi untuk perusahaan
yang struktur kepemilikannya tersebar. Namun
penelitian yang mengkaji kebijakan dividen dalam
konsentrasi kepemilikan yang ditentukan berdasarkan
konsep ultimat masih termasuk baru. Konsep ini baru
pertamakali diperkenalkan oleh LaPortaet al. (1999).
Berbagai penelitian yang mengkaji konsep kepemilikan
ultimat dan dividen yang dapat dijadikan referensi
meliputi LaPortaet al. (2000), Faccioetal. (2001), Gugler
danYurtoglu (2003), Carvaha-da-Silvadan Leal (2004),
Zhang (2005), serta L efort dan Walker (2005).

Secaraumum argumen yang berkembang adalah
hak kontrol dan hak aliran kasmemiliki implikasi yang
berbeda terhadap dividen. Hak aliran kas dan hak
kontrol yang terpisah tidak berjalan secarabersamaan
dan karenanyamasing-masing memiliki implikasi yang
berbeda terhadap kebijakan dividen (Claessens et al.,
2000b). Hak aliran kas pemegang saham pengendali
merupakan sumber insentif keuangan yang
menyebabkan ekspropriasi tidak terjadi dalam
perusahaan. Menurut LaPortaet al., (2002) hak aliran
kasinilah yang sesungguhnya ditekankan oleh Jensen
dan Meckling (1976) yang menyatakan konsentrasi
kepemilikan berdampak positif terhadap nilai
perusahaan. Sebaliknyahak kontrol merupakan sumber
power untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan
dalam rangka mendapatkan manfaat privat yang
menyebabkan ekspropriasi terjadi dalam perusahaan.
LaPortaet al., (2002) menyatakan bahwa hak kontrol
inilah yang ditekankan oleh Shleifer dan Vishny (1997)
dengan pernyataannyabahwakonsentrasi kepemilikan
berdampak negatif bagi perusahaan.

Gambaran konflik keagenan dividen diuraikan
oleh La Porta et al. (2000) dengan mengilustrasikan
konflik antarainsider dan outsider. Insider merupakan
pihak yang berperan langsung dalam manajemen; out-
sider merupakan pihak yang tidak berperan langsung
dalam manajemen. Dalam kepemilikan yang
terkonsentrasi secaraultimat, pihak yang dikategorikan
insider adalah pemegang saham pengendali.
Identifikasi pemegang saham pengendali sebagai in-
sider semakin nyata karena umumnya di negara
berkembang pemegang saham pengendali jugaterlibat
dalam manajemen. Sementara itu pihak yang
diklasifikasi sebagai outsider adalah pemegang saham
nonpengendali.

LaPortaet al. (2000) menyatakan bahwaapabila
labatidak dibayar kepada pemegang saham makalaba
tersebut diasumsikan digunakan untuk kepentingan
pribadi insider. Implikasi dari peran sebagai insider
yang berperan langsung dalam manajemen adalah
bahwa pemegang saham lebih menginginkan dividen
untuk tidak dibagi agar sumber daya lebih banyak
tersediadi perusahaan yang dapat digunakan oleh in-
sider sesuai dengan diskresinya. Dalam situasi seperti
ini makamuncul kemungkinan terjadinyaekspropriasi
atas sumber daya perusahaan. Apabila perusahaan
tidak membayar dividen makahal ini merupakanindikas
adanyaekspropriasi oleh pemegang saham pengendali.
Dalam pengujian empiris yang dilakukan, La Porta et
al. (2000) menyatakan bahwadividen dapat dipandang
sebagai output efektivitas perlindungan hukum.
Dividen sebagai output dan perlindungan hukum
berarti bahwa pembayaran dividen akan lebih tinggi
apabilaperlindungan hukum terhadap pemegang saham
nonpengendali lebih baik. Tingkat penegakan hukum
dijadikan sebagai proksi atas biaya keagenan yang
rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peran dividen besar
dalam situasi penegakan hukum rendah. Membayar
dividen berarti bahwa pemegang saham pengendali
memberikan laba kepada pemegang saham
nonpengendali sehinggamembatasi pemegang saham
pengendali untuk melakukan ekspropriasi.

Argumentasi lain adalah bahwa selain sebagai
output efektivitas perlindungan hukum, LaPortaet al.
(2000) menyatakan bahwa dividen dapat dipandang
sebagai sarana untuk mendapatkan reputasi.
Perusahaan membayar dividen untuk mendapatkan
reputasi yang baik di mata pemasok dana di pasar
modal. Salah satu carauntuk mempertahankan reputasi
yang baik adalah dengan tetap membayar dividen.
Pembayaran dividenini merupakanindikas bahwatidak
terjadi eksproprias di perusahaan. Namun bukti empiris
yang diperoleh La Porta et al. (2000) adalah bahwa
pembayaran dividen merupakan fungsi dari efektivitas
perlindungan hukum terhadap investor daripadasarana
untuk mendapatkan reputasi. Bukti empiris
menunj ukkan bahwatingkat pembayaran dividen|ebih
tinggi apabilaperlindungan hukum lebih baik.

Implikasi dividen ataskonsentrasi kepemilikan
di perusahaan Asiadan Eropadicobadikaji oleh Faccio
et al. (2001). lamenemukan bahwa sedikit perusahaan
Asiadan Eropayang benar-benar dimiliki secaraluas
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oleh masyarakat. Dengan kata lain, kepemilikan
perusahaan Asia dan Eropa adalah terkonsentrasi di
tangan pemegang saham pengendali. Sebagian besar
kontrol pada perusahaan di Asia dan Eropa berada di
tangan keluarga yang seringkali juga bagian dari
manajemen perusahaan itu sendiri. Pada kepemilikan
dengan karakteristik seperti itu, terkonsentrasi di tangan
keluargadan terlibat dalam manajemen, makakonflik
keagenan yang menonjol adalah konflik antara
pemegang saham pengendali dan pemegang saham
nonpengendali.

Indikasi besarnyaekspropriasi melalui dividen
yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali dikaji
oleholeh Faccio et al. (2001) melalui investigasi sgjauh
mana rangkaian kepemilikan yang dibentuk oleh
perusahaan. Faccio et al. (2001) berargumen bahwa
ekspropriasi lebih besar kemungkinan terjadi pada
perusahaan yang berafiliasi dengan grup karena
kepemilikan yang tidak langsung yang bertingkat-
tingkat serta kontrol terhadap kelompok usaha yang
sebesarnya dipegang oleh pemegang saham pengendali
yang sama. Afiliasi dalam kelompok perusahaan
dilakukan melaui tigahal yaitu kepemilikan piramida,
kepemilikan silang, dan kepemilikan resiprokal . Faccio
et al. (2001) mengukur kemungkinan terjadinya
ekspropriasi dari besarnyaleveragehak aliran kasyang
muncul karena kepemilikan piramida, silang, dan
resiprokal. Semakin besar leverage hak aliran kasmaka
semakin besar potensi pemegang saham pengendali
untuk melakukan ekspropriasi. Hal ini terjadi karena
leverage hak aliran kasyang besar merupakan indikasi
bahwakemampuan pemegang saham pengendali untuk
mengendalikan perusahaan lebih besar dari
kepemilikannyadalam bentuk hak aliran kas.

Argumen Faccio et al. (2001) tentang kaitan
antaraleverage hak aliran kasdan dividen berimplikasi
bahwa perusahaan membayar dividen lebih kecil
apabila pemegang saham pengendali memiliki lever-
age hak aliran kas. Dividen yang dibayar kecil atau
bahkan tidak dibayar menyebabkan sumber daya
tersedia banyak diperusahaan untuk diekspropriasi;
sementara apabila sumber dayatersebut dibagi dalam
bentuk dividen jumlah yang terbesar tidak didapatkan
oleh pemegang saham pengendali. Pemegang saham
pengendali menggunakan kontrol yang dimilikinya
untuk memperoleh manfaat privat melalui dividenyang
tidak dibagi. Sebaliknya, pembayaran dividen lebih

besar apabila pemegang saham pengendali tidak
memiliki leverage hak aliran kas. Hal ini terjadi karena
pemegang saham pengendali memperoleh proporsi
yang lebih besar dibandingkan oleh pemegang saham
lainkarenahak airan kasnyajugalebih besar; sementara
ia tidak mampu mengontrol perusahaan untuk
mendapatkan ekspropriasi karena kemampuannya
mengendalikan perusahaan sama dengan
kepemilikannya.

Bukti empirismendukung argumen Faccio et al.
(2001) bahwa leverage hak aliran kas yang besar
menyebabkan perusahaan lebih kecil membayar
dividen. Sdlainitu, Faccio et al. (2001) jugamenemukan
bahwa perusahaan publik Eropa membayar dividen
lebih tinggi daripada perusahaan publik Asia.
Pembayaran dividen yang lebih tinggi di Eropa
dibandingkan dengan di Asia tersebut menunjukkan
sejauh manaefektivitas perlindungan hukum terhadap
investor. Efektivitas perlindungan hukum dipersepsi
lebih tinggi di Eropadaripadadi Asiayang karenanya
pembayaran dividen lebih tinggi di Eropa daripadadi
Asia. Berdasarkan temuan ini, Faccio et al. (2001)
menyimpulkan bahwaekspropriasi lebih besar di Asia
daripadadi Eropa.

Gugler dan Yurtoglu (2003) mencoba meneliti
pembayaran dividen dalam situasi kepemilikan
terkonsentrasi dengan fokus pada penggunaan
perusahaan publik Jerman sebagai sampel. Gugler dan
Yurtoglu (2003) berargumen bahwa kepemilikan di
negara Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris relatif
tersebar sehingga setiap pemegang saham secaraindi-
vidual memiliki insentif dan kemampuan terbatas untuk
memonitor mangjemen. Dalam situasi seperti itu, konflik
keagenan yang menonjol adalah konflik antara
manajemen dan pemegang saham luar. Namun untuk
perusahaan Eropa pada umumnya, lebih khususnya
lagi perusahaan Jerman, individu atau keluarga
umumnya pemegang saham pengendali dalam
kelompok bisnis dengan struktur piramida dan
kepemilikan silang. Karena konsentrasi kepemilikan
melalui kepemilikan tidak langsung terjadi dan
pemegang saham pengendali juga mengendalikan
manajemen, maka konflik keagenan klasik antara
manajer dan pemegang saham luar relatif tidak terjadi.
Konflik keagenan yanglazimterjadi justrukonflik antara
pemegang saham pengendali dengan pemegang saham
nonpengendali.
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Konflik keagenan dikaji oleh Gugler dan
Yurtoglu (2003) meldui pengujianreaks pasar terhadap
pengumuman perubahan dividen. Gugler dan Yurtoglu
(2003) berargumen bahwa pengumuman perubahan
dividen mengandung informasi tentang konflik
keagenan yang terjadi antara pemegang saham
pengendali dengan pemegang saham nonpengendali.
Kenaikan dividen menunjukkan bahwa pemegang
saham pengendali tidak berniat mel akukan eksproprias;
sebaliknya penurunan dividen menunjukkan pemegang
saham pengendali berniat melakukan ekspropriasi.
Gugler dan Yurtoglu (2003) memperoleh bukti empiris
bahwa pasar bereaks positif terhadap pengumuman
kenaikan dividen dan bereaksi negatif terhadap
pengumuman penurunan dividen. Reaksi negatif ini
lebih banyak terjadi atas pengumuman penurunan
dividen yang dilakukan ol eh perusahaan yang memiliki
konsentrasi hak kontrol serta tidak ada pemegang
saham pengendali kedua dalam perusahaan. Namun
tidak ada reaksi pasar terhadap pengumuman
penurunan dividen yang dilakukan oleh perusahaan
yang memiliki hak kontrol di bawah 50% dan ada
pemegang saham pengendali kedua dalam perusahaan.
Pengujianlain, yaitu uji pengaruh, jugadilakukan oleh
Gugler dan Yurtoglu (2003). Mereka mencoba
menginvestigasi pengaruh hak aliran kas, hak kontrol,
dan leverage hak aliran kasterhadap rasio pembayaran
dividen. Bukti empiris menemukan bahwakonsentrasi
hak kontrol dan leverage hak aliran kas berpengaruh
negatif terhadap pembayaran dividen.

Konteks sebagai negara berkembang,
konsentrasi kepemilikan melalui kepemilikan tidak
langsung tinggi, dan perlindungan hukum yang lemah
di Brazilia tepat untuk dijadikan sebagai dasar untuk
mengkaji secaraempiris kebijakan dividen. Carval hal-
da-Silvadan Lea (2004) mel akukan riset yang bertujuan
untuk mengkaji sejauh mana pengaruh konsentrasi
kepemilikan terhadap kebijakan dividen dan penilaian
pasar terhadap perusahaan. Carvalhal-da-Silvadan Leal
(2004) berargumen tidak ada konflik keagenan antara
pemegang saham pengendali dengan pemegang saham
nonpengendali apabilatidak ada pemisahan antarahak
aliran kas dan hak kontrol. Akan tetapi apabila
pemegang saham pengendali mampu meningkatkan
kontrol terhadap perusahaan melalui kemanisme
kepemilikan, misalnya piramida, muncul konflik
keagenan antara pemegang saham pengendali dengan

pemegang saham nonpengendali.

Carvalhal-da-Silvadan Led (2004) menyatakan
bahwa apabilahak aliran kas dan hak kontrol terpisah,
makapemegang saham pengendali memiliki insentif dan
kemampuann untuk menggunakan kepemilikannya
untuk mendapatkan manfaat privat dengan
mengorbankan kepentingan pemegang saham
nonpengendali. Namun apabila hak aliran kas sama
dengan hak kontrol, pemegang saham pengendali
memiliki insentif dan kemampuan untuk memonitor
manajer agar memperhatikan kepentingan semua
pemegang saham. Bukti empiris yang diperoleh oleh
Carvalhal-da-Silvadan Leal (2004) bahwa hak aliran
kas berhubungan positif dengan dividen. Temuan
empiris juga menunjukkan bahwa hak kontrol dan le-
verage hak aliran kas berhubungan negatif dengan
dividen. Mereka menyimpulkan bahwa terjadi
ekspropriasi apabila hak airan kas dan hak kontrol
terpisah. Sebaliknyatidak terjadi ekspropriasi apabila
hak aliran kas dan hak kontrol tidak terpisah.

Dengan menggunakan sampel dari perusahaan
Asiadan Eropa, Zhang (2005) juga menemukan bukti
empiris seperti pada temuan-temuan yang sudah
diuraikan sebelumnya. Berbagai argumen di atas
terbukti secaraempirisbahwaterjadi ekspropriasi oleh
pemegang saham pengendali terhadap pemegang
saham nonpengendali melalui dividen apabila
perlindungan hukum lemah. Ada konflik keagenan
antara pemegang saham pengendali dengan pemegang
saham nonpengendali apabila perlindungan hukum
terhadap investor lemah. Ekspropriasi pemegang saham
pengendali terhadap pemegang saham nonpengendali
melalui dividen juga terjadi apabila ditemukan
pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol dalam
kepemilikan terkonsentrasi. Apalagi konsentrasi
kepemilikan terjadi melalui rangkaian kepemilikanyang
kompleksdan panjang. Hal ini jugamenunjukkan bahwa
ada konflik keagenan antara pemegang saham
pengendali dengan pemegang saham nonpengendali
apabilaterjadi pemisahan hak aliran kasdan hak kontrol .
Kelebihan hak kontrol atas hak aliran kas ini
menunjukkan insentif yang kuat bagi pemegang saham
pengendali untuk melakukan ekspropriasi. Kelebihan
hak kontrol di atas hak aliran kas menggambarkan
adanya leverage hak aliran kas. Leverage hak aliran
kas yang besar menunjukkan insentif yang besar pula
untuk melakukan ekspropriasi.

265




JAM, Vol. 22, No. 3, Desember 2011: 257-275

Dominasi pemegang saham pengendali dapat
berbentuk dominasi hak aliran kas atau dominasi hak
kontrol. Hak aliran kasmerupakan insentif yang dimiliki
oleh pemegang saham pengendali untuk memastikan
bahwa perusahaan berjalan dengan baik. Keinginan
pemegang saham pengendali untuk melakukan
ekspropriasi dibatasi oleh adanya insentif keuangan
yang dimilikinya. Sumber insentif keuangan tersebut
adalah hak aliran kas pemegang saham pengendali.
Ekspropriasi terlalu mahal untuk dilakukan, karenaitu
hak aliran kas yang tinggi seharusnya menyebabkan
ekspropriasi yang lebih kecil. La Porta et al. (2002)
menyatakan bahwa hak aliran kas inilah yang
sesungguhnya ditekankan oleh Jensen dan Meckling
(1976) bahwa konsentrasi kepemilikan berdampak
positif terhadap nilai perusahaan. Dividen dapat
menjadi sarana yang ideal untuk membatasi
kemungkinan ekspropriasi oleh pemegang saham
pengendali karena dividen menunjukkan pembayaran
terhadap pemegang saham secarapro-rata. Pembayaran
dividen yang dilakukan secarapro-ratatersebut berlaku
baik terhadap pemegang saham pengendali maupun
pemegang saham nonpengendali.

Pembayaran dividen dapat menunjukkan
komitmen bahwa tidak terjadi ekspropriasi dalam
perusahaan. Namun sebaliknya, pengurangan dividen
dapat menunjukkan bahwa terjadi ekspropriasi dalam
perusahaan karenalebih banyak airan kasyang tersedia
di perusahaan untuk digunakan sesuai dengan
keinginan pemegang saham pengendali. Pemegang
saham pengendali berusaha untuk melakukan
pembayaran dividen karena apabila dividen tidak
dibayar, maka hal tersebut akan berdampak langsung
lebih besar bagi pemegang saham pengendali itu
sendiri. Hak aliran kas merupakan klaim pemegang
saham pengendali terhadap dividen. Karenaitu semakin
besar hak airan kasmakaakan semakin besar pulaklaim
pemegang saham pengendali terhadap dividen. Apabila
dividen tidak dibayar maka pemegang saham
pengendali akan merasakan dampak keuangan paling
besar dibandingkan pemegang saham lainnya. Karena
itu, hak aliran kas menunjukkan insentif pemegang
saham pengendali untuk mendapatkan pembayaran
melalui dividen. Berdasarkan uraian tersebut
dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H1: Dividen lebih kecil pada perusahaan yang
dikendalikan oleh pemegang saham pengendali

yang memiliki hak aliran kas kecil daripada
perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang
saham pengendali yang memiliki hak aliran kas
besar.

Hak kontral memiliki implikasi yang berbedadari
hak aliran kas. Hak kontrol menunjukkan hak untuk
mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam rangka
memperoleh manfaat dari penggunaan kontrol tersebut.
Pemegang saham pengendali tertarik untuk
menggunakan hak kontrolnya untuk memperoleh
manfaat pribadi dengan melakukan ekspropriasi. La
Portaet al. (2002) menyatakan bahwahak kontrol inilah
yang sesungguhnya ditekankan oleh Jensen dan
Meckling (1976) bahwakonsentrasi kepemilikan dapat
berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Shleifer
danVishny (1997), LaPortaet al. (1999), dan Claessens
et al. (2000a) menyatakan bahwa konsentrasi hak
kontrol oleh pemegang saham pengendali berimplikasi
pada ekspropriasi pemegang saham nonpengendali
karena pemegang saham pengendali lebih tertarik
mendapatkan keuntungan privat yang tidak diberikan
kepada pemegang saham nonpengendali. Pada saat
pemegang saham besar mengendalikan perusahaan,
kebijakannya menyebabkan ekspropriasi terhadap
pemegang saham nonpengendali.

Kontrol mayoritas menyebabkan pemegang
saham pengendali dapat menggunakan kekuasaan
yang menguntungkan dirinya dalam berbagai
keputusan penting, termasuk keputusan tentang
pembayaran dividen. Apabila manfaat privat atas
kontrol yang dimiliki besar, pemegang saham
pengendali akan berusaha untuk mengal okasikan
sumber daya perusahaan untuk menghasilkan manfaat
privat tersebut. Misalnya pemegang saham pengendali
memperkayadiri sendiri dengan tidak membayar dividen
atau membayar dividen Iebih rendah. Dalam hal ini
pemegang saham pengendali menggunakan kebijakan
dividen untuk mendapatkan manfaat privat ataskontrol.
Insentif untuk mendapatkan manfaat privat atas kontrol
meningkat karena pemegang saham pengendali hanya
kehilangan pembayaran dividen proporsional dengan
hak airan kas, namun mendapatkan manfaat privat
penuh atastindakan ekspropriasi. Berdasarkan uraian
tersebut dirumuskan hipotesis alternatif sebagai
berikut:

H2: Dividen lebih kecil pada perusahaan yang
dikendalikan oleh pemegang saham pengendali
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yang memiliki hak kontrol besar daripada
perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang
saham pengendali yang memiliki hak kontrol kecil.

Seorang pemegang saham pengendali dapat
mengendalikan sebuah perusahaan secara langsung
atau melalui perusahaan lain. Apabila perusahaan
mengendalikan perusahaan secara langsung, maka
jumlah kemampuan pemegang saham pengendali
tersebut untuk mengendalikan perusahaan
digambarkan oleh jumlah saham yang dimilikinya(one
share one vote). Apabila seorang pemegang saham
pengendali memiliki saham sebesar 30%, maka
kemampuannya untuk mengendalikan perusahaan
adalah sebesar 30% tersebut. Dalam hdl ini, hak kontrol
sama dengan hak aliran kas. Namun kepemilikan
piramida dan kepemilikan silang menyebabkan hak
kontrol tidak samadengan hak aliran kas. Selisih lebih
antarahak kontrol dari hak aliran kasdinamai leverage
hak aliran kas. Leverage hak aliran kas menunjukkan
bahwa ada mekanisme yang diciptakan oleh pemegang
saham pengendali untuk meningkatkan kemampuan
mengendalikan perusahaan melebihi kepemilikan
saham. Adanya leverage hak aliran kas menyebabkan
satu saham satu suara (one share one vote) menjadi
tidak sepenuhnya terjadi. Seorang pemegang saham
dapat mengendalikan sebuah perusahaan lebih dari
30% terhadap sebuah perusahaan walaupun
kepemilikannya pada perusahaan tersebut sebesar 30%.
Misalnyaseseorang memiliki PT A 60% dan selanjutnya
PT A memiliki PT B sebesar 50%. Sebenarnyapemegang
saham pengendali tersebut hanya memiliki saham di
PT B 30% (60%* 50%); namun mampu mengendalikan
PT B sebesar 50% karena merupakan pengendali
sepenuhnya pada PT A.

Pemegang saham pengendali menggunakan le-
verage hak aliran kas untuk kepentingan pribadi dengan
melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham
nonpengendali. Dividen dibayar proporsional dengan
hak aliran kas, sementarakontrol ditentukan oleh hak
suara. Perbedaan hak kontrol di atas hak aliran kas
menciptakan insentif dan kemampuan pemegang saham
pengendali untuk mencari manfaat bentuk lain selain
pembayaran dividen yang pro-rata. Manfaat privat lain
tersebut akan lebih mudah diperoleh oleh pemegang
saham pengendali apabila sumber daya tersedia di
perusahaan. Sumber dayayang tersediadi perusahaan
akan semakin besar apabila dividen tidak dibayar.

Karenaitu, pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol
berdampak terhadap pembayaran dividen yang lebih
rendah agar danayang tersediadalam perusahaan |ebih
banyak untuk digunakan sesuai kebijakan pemegang
saham pengendali. Berdasarkan uraian tersebut
dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H3: Dividen lebih kecil pada perusahaan yang
dikendalikan oleh pemegang saham pengendali
yang memiliki leverage hak aliran kas daripada
perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang
saham pengendali yang tidak memiliki leverage
hak aliran kas.

Leverage hak hak aliran kas dengan hak kontrol
menunjukkan bahwa pemegang saham pengendali
peningkatan kontrol di atas kepemilikan sahamnya.
Semakin besar hak kontrol meningkat melebihi hak diran
kas menunjukkan semakin besar insentif dan
kemampuan pemegang saham pengendali untuk
melakukan ekspropriasi. Besarnyaleverage hak aliran
kas menunjukkan besarnya masalah keagenan antara
pemegang saham pengendali dengan pemegang saham
nonpengendali. Dengan kontrol yang melebihi hak
aliran kas, apalagi dengan perlindungan hukum yang
lemah, pemegang saham pengendali seringkali
melakukan aktivitas untuk meningkatkan keuntungan
privat dengan mengorbankan pemegang saham
nonpengendali.

Konflik keagenan seperti ini semakin besar
apabila pemegang saham pengendali memiliki hak
kontrol melebihi hak aliran kas. Konflik keagenan akan
semakin besar apabila pemegang saham pengendali
memiliki leverage hak aliran kasyang besar. Pemegang
saham pengendali tertarik untuk memanfaatkan kontrol
untuk kepentingan pribadi. Manfaat atas tindakan
ekspropriasi sepenuhnya diperoleh oleh pemegang
saham pengendali, sedangkan dampak keuangan yang
disebabkan pembayaran dividen atau peningkatan nilai
perusahaan proporsional dengan hak aliran kas. Karena
itu, pemegang saham pengendali lebih tertarik
menggunakan hak kontrol untuk mendapatkan manfaat
privat dengan mengorbankan kepentingan pemegang
saham nonpengendali. Leverage hak aliran kas yang
sangat besar menyebabkan pemegang saham
pengendali tertarik untuk tidak membayar dividen
karena kemampuannya untuk mendapatkan manfaat
privat dari sumber daya perusahaan juga besar.
Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis
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alternatif sebagai berikut:

H4: Dividen lebih kecil pada perusahaan yang
dikendalikan oleh pemegang saham pengendali
yang memiliki leverage hak aliran kas besar
daripada perusahaan yang dikendalikan oleh
pemegang saham pengendali yang memiliki le-
verage hak aliran kaskecil.

Pada saat terjadi leverage hak aliran kas,
pemegang saham pengendali mampu mengendalikan
perusahaan melebihi hak aliran kasnya. Pada saat ini,
insentif untuk melakukan ekspropriasi sudah besar.
Namun konflik keagenan antara pemegang saham
pengendali dengan pemegang saham nonpengendali
akan semakin tinggi apabila pemegang saham
pengendali jugaterlibat dalam mangjemen. Keterlibatan
pemegang saham pengendali dalam manajemen cukup
tinggi, yaitu rerata terdapat pada 69% perusahaan
publik Asia, Eropa, dan Amerika(LaPortaetal., 1999).
Sebanyak 57% perusahaan publik Asia dikendalikan
oleh pemegang saham pengendali yang juga terlibat
dalam mangjemen (Claessens et al., 2000a). Bahkan
keterlibatan pemegang saham pengendali dalam
mangjemen lebihtinggi di Eropa, yaituterjadi pada68%
perusahaan publik Eropa(Faccio dan Lang, 2002). Sdlain
memiliki leverage hak aliran kas, LaPortaet al. (1999)
menyatakan kemampuan pemegang saham pengendali
untuk melakukan eksproprias meningkat apabilaiajuga
terlibat dalam mangjemen.

Pemegang saham pengendali yang memiliki le-
verage hak airan kasdan jugaterlibat dalam mangjemen
tidak lagi sekedar mampu mempengaruhi manajemen,
melainkan sudah merupakan bagian dari manajemen
itu sendiri yang leluasauntuk mel akukan tindakan yang
menguntungkan dirinya. Karena pemegang saham
pengendali sudah bagian dari manajemen itu sendiri,
pada saat pemegang saham pengendali tersebut
memiliki leverage hak aliran kas, makakemampuannya
untuk mengeskpropriasi pemegang saham
nonpengendali semakin efektif. Padasituasi seperti ini,
pemegang saham pengendali tidak tertarik untuk
memutuskan membayar dividen. Apabila dividen
dibayar, pemegang saham pengendali hanya
memperoleh dividen sebesar hak aliran kasnya.
Pemegang saham pengendali tidak memperoleh dividen
terbesar walaupun memiliki hak kontrol yang besar. Oleh
karenaitu, pemegang saham pengendali lebih tertarik
untuk tidak membayar dividen atau memutuskan

membayar dividen lebih sedikit. Dengan tidak

membayar dividen atau membayar dividen lebih sedikit,

perusahaan masih memiliki sumber dayadi perusahaan
untuk diekspropriasi oleh pemegang saham pengendali
yang jugamerupakan bagian dari manajemen tersebuit.

Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis

alternatif sebagai berikut:

H5: Dividen lebih kecil pada perusahaan yang
dikendalikan oleh pemegang saham pengendali
yang memiliki leverage hak aliran kasdan terlibat
dalam manajemen daripada perusahaan yang
dikendalikan oleh pemegang saham pengendali
yang memiliki leverage hak aliran kastetapi tidak
terlibat dalam mangjemen.

Pemegang saham besar di sebuah perusahaan
dapat jadi tidak hanya satu. Pada pisah batas hak
kontrol tertentu bisa jadi ditemukan lebih dari satu
pemegang saham besar. A pabilaada pemegang saham
besar lain, maka kemungkinan pemegang saham
pengendali untuk melakukan ekspropriasi semakin
terbatas. Dengan demikian konflik keagenan antara
pemegang saham pengendali dengan pemegang saham
nonpengendali jugaterkait dengan apakah pemegang
saham pengendali dalam perusahaan merupakan
pemegang saham pengendali tunggal. Apabila hanya
terdapat pemegang saham pengendali tunggal, maka
kemampuannya untuk melakukan ekspropriasi tidak
dapat dikendalikan secaraefektif oleh pemegang saham
lain. Namun kemampuan pemegang saham pengendali
untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan yang
menguntungkan dirinya dapat dibatasi apabila dalam
perusahaan terdapat pemegang saham pengendali
kedua. Sebanyak 68% perusahaan publik Asia
(Claessens et al., 2000a) dan 54% perusahaan publik
Eropa (Faccio dan Lang, 2002) dikendalikan oleh
pemegang saham pengendali tunggal.

Konflik keagenan antara pemegang saham
pengendali dengan pemegang saham nonpengendali
berkurang apabila terdapat pemegang saham
pengendali kedua dalam perusahaan. Gugler dan
Yurtoglu (2003) serta Edwards dan Wichenrieder (2003)
menyatakan bahwapemegang saham besar [ainmemiliki
insentif untuk membatasi tindakan ekspropriasi oleh
pemegang saham pengendali. Selain karenakepemilikan
yang besar, keterwakilan pemegang seham keduadalam
komisarisdan direksi jugamenyebabkan pengendalian
terhadap kemungkinan ekspropriasi dapat dilakukan.
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Pada saat leverage hak aliran kas ada di tangan
pemegang saham pengendali, maka kemampuannya
untuk mengekspropriasi pemegang saham
nonpengendali melalui dividen akan dibatasi oleh
pemegang saham besar lainnya. Dengan demikian,
usaha pemegang saham pengendali untuk
memanfaatkan sumber dayayang tidak dibagi sebagai
dividen akan berkurang. Berdasarkan uraian tersebut
dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H6: Dividen lebih kecil pada perusahaan yang
dikendalikan oleh pemegang saham pengendali
yang memiliki leverage hak aliran kas dan tidak
ada pemegang saham pengendali kedua di
perusahaan daripada perusahaan yang
dikendalikan oleh pemegang saham pengendali
yang memiliki leverage hak aliran kas dan ada
pemegang saham pengendali kedua di
perusahaan.

Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang
terdaftar di BursaEfek Indonesiadalam periode enam
tahun mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005.
Data yang diperlukan dari setiap perusahaan sampel
adalah data dividen dan kepemilikan saham. Data
dividen kas, laba bersih, dan persentasi kepemilikan
imediat diperoleh dari laporan keuangan tahunan.
Sedangkan data kepemilikan ultimat diperoleh dari
Departemen Keuangan RI, website perusahaan, dan
Osiris.

Klasifikasi kepemilikan tersebar atau
terkonsentrasi didasarkan pada pisah batas hak kontrol
20%. Penggunaan pisah batas hak kontrol 20% cukup
beralasan karena penelitian-penelitian sebelumnya
mampu menangkap efektivitas kontrol bahkan dengan
hak kontrol 10% (La Porta et al., 2002) dan 20%
(Clagssenset al., 2000b). Pemegang saham pengendali
diindentifikasi untuk perusahaan yang memiliki
konsentrasi kepemilikan dengan hak kontrol 20% atau
lebih. Pemegang saham pengendali tersebut bisa
meliputi keluarga, pemerintah, institusi keuangan
dengan kepemilikan luas, perusahaan dengan
kepemilikan luas, dan pemegang saham pengendali
lainnya. Pemegang saham pengendali lain bisameliputi
investor asing, koperasi, dan karyawan. Pemegang
saham pengendali keluargadiidentifikasi berdasarkan
kesamaan nama bel akang, hubungan perkawinan, dan
kesamaan alamat rumah.

Variabel utama penelitian ini yang akan
diujibedakan adalah dividen. Variabel dividen diproksi
sebagai rasio pembayaran dividen dibagi laba bersih
(dividen/lababersih). Uji bedadividen didasarkan pada
berbagal klasifikasi seperti besar kecilnya hak aliran
kas pemegang saham pengendali, besar kecilnya hak
kontrol pemegang saham pengendali, keberadaan le-
verage hak aliran kas, keterlibatan pemegang saham
pengendali pada saat pemegang saham pengendali
memiliki leveragehak diran kasdalam mangjemen, serta

Tabel 1
Ringkasan Hipotesis
i ' Dividen L ebih Dividen L ebih
Hipotests Kecil Pada Saat Besar Pada Saat

Hak Aliran Kas Pemegang .
H1 Saham Pengendali Kecil Besar
Ho Hak Kontr_ol Pemegang Saham Besar e

Pengendali

Leverage Hak Aliran Kas .
H3 Pemegang Saham Pengendali Ada Tidak Ada

Leverage Hak Aliran Kas | . _ _
H4 Pemegang Saham Pengendali Lebih Besar Lebih Kegil

i Pemegang Seham  Pemegang Saham
HS ggr% Lwer%%ﬁaﬁwpeﬁ“éﬁgaﬁas Pengendali Terlibat Pengendali tidak Terlibat
o J dalam Mangjemen da am M angjemen

H6 Pemegang Saham Pengendali

Ada Leverage Hak Aliran Kas Tidak ada Pemegang Ada Pemegang Saham
Saham Pengendali Kedua Pengendali Kedua
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keberadaan pemegang saham pengendali kedua pada
saat pemegang saham pengendali memiliki leverage
hak aliran kas.

Besar kecilnyahak aliran kasditentukan dengan
membagi sampel menjadi duabagian berdasarkan tinggi
rendahnya hak aliran kas. Sebanyak 50% dari sampel
yang pemegang saham pengendalinya memiliki hak
alirankastertinggi akan dikategorikan sebagai hak aliran
kas pemegang saham pengendali yang besar.
Sebaliknya sebanyak 50% dari sampel yang pemegang
saham pengendalinyamemiliki hak aliran kasterendah
akan dikategorikan sebagai hak aliran kas pemegang
saham pengendali yang kecil. Hak aliran kasmerupakan
penjumlahan hak aliran kas langsung dan hak aliran
kas tidak langsung. Hak aliran kas langsung diukur
sebesar persentase saham yang dimiliki oleh pemegang
saham pengendali secara langsung atas nama dirinya
padasebuah perusahaan. Hak aliran kastidak langsung
diukur dengan menjumlahkan hasil perkalian persentase
kepemilikan saham dalam setiap rantai kepemilikan.

Besar kecilnya hak kontrol ditentukan dengan
membagi sampel menjadi duabagian berdasarkan tinggi
rendahnyahak kontrol. Sebanyak 50% dari sampel yang
pemegang saham pengendalinyamemiliki hak kontrol
tertinggi akan dikategorikan sebagai hak kontrol
pemegang saham pengendali yang besar. Sebaliknya
sebanyak 50% dari sampel yang pemegang saham
pengendalinya memiliki hak kontrol terendah akan
dikategorikan sebagai hak kontrol pemegang saham
pengendali yang kecil. Hak kontrol merupakan
penjumlahan hak kontrol langsung dan hak kontrol
tidak langsung. Hak kontrol langsung diukur sebesar
persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham
pengendali secara langsung atas nama dirinya pada
sebuah perusahaan. Hak kontrol tidak langsung diukur
dengan menjumlahkan persentasi kepemilikan saham
yang minimum dalam setiap rantai kepemilikan.

K eberadaan leverage hak aliran kas ditentukan
berdasarkan perbandingan antara hak kontrol dengan
hak aliran kas. Apabilahak kontrol Iebih besar dari hak
aliran kas, maka dikategorikan bahwa terdapat lever-
age hak alirankas. Sebaliknya, apabilahak kontrol tidak
melebihi hak aliran kas, makadikategorikan bahwatidak
terdapat leverage hak aliran kas.

K eterlibatan pemegang saham pengendali pada
saat pemegang saham pengendali tersebut memiliki
leverage hak aliran kas dalam manajemen ditentukan

dengan menelusuri apakah pemegang saham
pengendali terlibat dalam manajemen. Sampel yang
pemegang saham pengendalinyamemiliki leverage hak
aliran kas dibagi berdasarkan keterlibatan pemegang
saham pengendali dalam manajemen. Sedangkan
keberadaan pemegang saham pengendali kedua pada
saat pemegang saham pengendali tersebut memiliki
leverage hak aliran kas ditentukan dengan menelusuri
apakah pemegang saham pengendali kedua terdapat
di perusahaan. Sampel yang pemegang saham
pengendalinyamemiliki leverage hak aliran kasdibagi
berdasarkan keberadaan pemegang saham pengendali
kedua.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan t-test
untuk menguji apakah terdapat perbedaan rerata
dividen yang dibayar berdasarkan kategori yang
ditentukan. Sampel penelitian adalah sampel yang
independen. Karenaitu uji bedareratayang digunakan
adal ah t-test untuk sampel independen. Uji bedarerata
adalah metode yang digunakan untuk menguji
kesamaan rerata dari dua populasi yang bersifat
independen. Independen maksudnya adalah bahwa
populasi yang satu tidak dipengaruhi atau tidak
berhubungan dengan populasi yang lain. Formula
dalam uji bedareratat-test ditentukan sebagai berikut:

X))
S, Sk,

‘\'I " n,

Simpulan statistikaditentukan berdasarkan nilai
p-value. Apabila p-value lebih besar dari alpha 5%,
maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak
terdapat perbedaan reratadividen diterima. Sebaliknya
apabilap-valuelebih kecil dari dpha5%, makahipotesis
nol yang menyatakan tidak terdapat perbedaan rerata
dividen ditolak.

HASL PENELITIAN

Tabel 2 menyagjikan deskripsi variabel. Peragatersebut
menunjukkan bahwa rerata dividen yang dibayar oleh
perusahaan dalam 6 tahun adalah 12,46% dari [abayang
diperoleh. Angka rerata yang kecil ini menunjukkan
bahwa perusahaan Indonesia enggan membayar
dividen. Hak aliran kas minimum sebesar 0,39%
merupakan indikasi bahwa pemegang saham
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pengendali mampu mengendalikan sebuah perusahaan
dengan hak kontrol minimum 20,55% melalui rangkaian
kepemilikan tidak langsung. Pemegang saham
pengendali mampu meningkatkan leverage hak aliran
kas sebesar 11,29% di atas hak aliran kasyang mereka
miliki. Selain itu, sebesar 33% pemegang saham
pengendali terlibat dalam manajemen dan sebanyak 67%
pemegang saham pengendali adal ah pemegang saham
pengendali tunggal tanpa pengawasan dari pemegang
saham besar lainnya.

Pada Tabel 3 tampak hasil pengujian hipotesis.
Hipotesis pertama menyatakan bahwa dividen lebih
kecil pada perusahaan yang dikendalikan oleh

pemegang saham pengendali yang memiliki hak aliran
kas kecil daripada perusahaan yang dikendalikan oleh
pemegang saham pengendali yang memiliki hak aliran
kas besar. Rerata dividen pada perusahaan dengan
pemegang saham pengendali yang memiliki hak aliran
kas kecil adalah 8,99%. Sementaraitu, reratadividen
pada perusahaan dengan pemegang saham pengendali
yang memiliki hak aliran kas besar adalah 15,92%.
Perbedaan reratadividen signifikan secarastatistik dan
sesuai dengan prediksi dalam hipotesis.

Pernyataan dalam hipotesi skeduaadalah bahwa
dividen lebih kecil padaperusahaan yang dikendalikan
oleh pemegang saham pengendali yang memiliki hak

Tabel 2
Satistik Deskriptif
Variabel N Minimum  Maksmum Rerata  SdDevias
DIV (Dividen) 1230 00 397.18 124601 3748347
CFR (HakAliranKas) 1230 39 99.36 49.6257 2266292
CR (Hak Kontrol) 1230 2055 99.87 60.8476 19.26725
CFRL (LeverageHak Aliran Kas) 1230 00 79.71 112858 15.91082
MAN (Keterlibatan CS di Manajemen) 1230 .00 100 3424 A7469
CS2 (Keberadaan CSKedua) 1230 Q0 100 1325 33915
Sumber: Hasl pendlitian. Datadiolah.
Tabel 3
Pengujian Hipotesis
Hipotesis g?/:gte?] Signifikans Keterangan
H1 Hak Aliran Kas Pemegang Kecil 8,99% 0.000 Sesuai
Saham Pengendali Besar 15,92% ! Prediksi
H2 Hak Kontrol Pemegang Besar 13,07% 0265 Tidak Sesuai
Saham Pengendali Kecil 11,84% ! Prediksi
Leverage Hak Aliran Kas ]
Ada 9,62% Sesuai
H3 Pemegang Saham i ek Ada 1657% 0000 Prediks
Pengendali
Leverage Hak Aliran Kas . :
Besar 8,53% Tidak Sesuai
H4 Pemegang Saham i 10729% 0213 Prediks
Pengendali
Ada Leverage Hak Aliran . .
CS Mangjemen 0,01% Sesuai
H5 Kas Pemegang Saham CS Nonmanagjemen  21,09% 0,000 Prediks
Pengendali
Ada Leverage Hak Aliran . . )
Tidak Ada CS Kedua 10,64% Tidak Sesuai
H6 Kas Pemegang Saham ). ok edua 59196 000 Prediks

Pengendali

Sumber: Has| pendlitian. Datadiolah.
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kontrol besar daripada perusahaan yang dikendalikan
oleh pemegang saham pengendali yang memiliki hak
kontrol kecil. Bukti empiris menunjukkan bahwarerata
dividen pada saat hak kontrol pemegang saham
pengendali besar adalah 13,07% dan pada saat hak
kontrol pemegang saham pengendali kecil adalah
11,84%. Selain perbedaan reratadividenini terbalik dari
segi jumlah matematik, perbedaan ini juga tidak
signifikan secarastatistik. Bukti empirisini menunjukkan
bahwa hipotesis kedua tidak didukung.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa dividen
lebih kecil pada perusahaan yang dikendalikan oleh
pemegang saham pengendali yang memiliki leverage
hak aliran kas daripada perusahaan yang dikendalikan
oleh pemegang saham pengendali yang tidak memiliki
leverage hak aliran kas. Rerata dividen pada saat le-
verage hak aliran kas adaadal ah 9,62%; reratadividen
pada saat leverage hak aliran kas tidak ada adalah
16,57%. Perbedaan reratadividenini signifikan secara
statistik dan sesuai dengan prediksi dalam hipotesis.

Hipotesis keempat tidak didukung secara
empiris. Dalam hipotesisini dinyatakan bahwadividen
lebih kecil pada perusahaan yang dikendalikan oleh
pemegang saham pengendali yang memiliki leverage
hak aliran kas besar daripada perusahaan yang
dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang
memiliki leverage hak aliran kaskecil. Wal aupun secara
matematik ada perbedaan rerata dividen, namun
perbedaan ini tidak signifikan secara statistik.

Bukti empirisuntuk pengujian hipotesiskelima
sangat kuat. Pada saat pemegang saham pengendali
terlibat dalam manajemen, perusahaan hampir tidak
membayar dividen. Sebaliknya, pada saat pemegang
saham pengendali tidak terlibat dalam manajemen,
perusahaan membayar dividen cukup besar, yaitu
sekitar 21,09%. Dengan bukti empirisyang diperlehini
dapat dinyatakan bahwa dividen lebih kecil pada
perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham
pengendali yang memiliki leverage hak aliran kas dan
terlibat dalam manajemen daripada perusahaan yang
dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang
memiliki leverage hak aliran kas tetapi tidak terlibat
dalam manajemen.

Berbeda dari hipotesis kelima, bukti empiris
terhadap pengujian hipotesis keenam justru
menghasiIkan arah yang terbalik. Hipotesis memprediks
bahwa dividen lebih kecil pada perusahaan yang

dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang
memiliki leverage hak diran kasdantidak adapemegang
saham pengendali kedua di perusahaan daripada
perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham
pengendali yang memiliki leverage hak aliran kas dan
ada pemegang saham pengendali keduadi perusahaan.
Bukti empiris menunjukkan justru sebaliknya, yaitu
dividen Iebih besar pada saat perusahaan dikendalikan
oleh pemegang saham pengendali tunggal
dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki
pemegang saham pengendali |ebih dari satu.

PEMBAHASAN

Bukti empiris yang menunjukkan bahwa pembayaran
dividen lebih besar apabila pemegang saham
pengendali memiliki hak aliran kas yang besar
menunjukkan adanya tindakan yang selaras antara
pemegang saham pengendali dengan pemegang saham
lain. Hak aliran kas merupakan insentif bagi pemegang
saham pengendali untuk menyelaraskan
kepentingannya dengan pemegang saham lainnya.
Dengan hak aliran kas yang besar, pemegang saham
pengendali tidak tertarik untuk melakukan ekspropriasi.
Sejalan dengan temuan empiris oleh La Porta et al.
(2002) bahwaekspropriasi terlalu mahal untuk dilakukan
oleh pemegang saham pengendali apabilaiamemiliki
hak aliran kas yang tinggi. Apabila pemegang saham
pengendali melakukan ekspropriasi padasaat hak aliran
kasnya tinggi, maka pemegang saham pengendali itu
sendiri menanggung akibat buruk dari tindakan
ekspropriasi yang dilakukannya. Karenatidak bersedia
menanggung akibat buruk, maka pemegang saham
pengendali memutuskan tidak melakukan ekspropriasi.

Hak aliran kas yang besar menunjukkan insentif
untuk menghindari ekspropriasi. Namun hak kontrol
yang besar tidak mesti secara otomatis berimplikasi
pada tindakan ekspropriasi oleh pemegang saham
pengendali melalui dividen terhadap pemegang saham
nonpengendali. Hipotesis memprediksi bahwa pada
saat pemegang pengendali mampu mengendalikan
perusahaan, kebijakan mereka menyebabkan
ekspropriasi terhadap pemegang saham
nonpengendali. Prediksi ini sejalan dengan pernyataan
Shleifer dan Vishny (1997), LaPortaet al. (1999), dan
Claessenset al. (2000a) bahwakonsentrasi hak kontrol
oleh pemegang saham pengendali berimplikasi pada
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ekspropriasi pemegang saham nonpengendali karena
pemegang saham pengendali lebih tertarik
mendapatkan keuntungan privat yang tidak diberikan
kepada pemegang saham nonpengendali.

Hak kontrol tidak sepenuhnya mampu
menangkap kemungkinan adanyatindakan ekspropriasi
karenadalam hak kontrol belum sepenuhnyatergambar
adanya peningkatan kontrol di atashak aliran kasyang
dimiliki oleh pemegang saham pengendali. Pada saat
terdapat selisih lebih antarahak kontrol dari hak aliran
kas, dinamai leverage hak aliran kas, bukti empirisyang
kuat menunjukkan bahwa pemegang saham pengendali
melakukan ekspropriasi melalui dividen untuk
memperoleh manfaat privat. Hal ini dapat diketahui dari
bukti empiris bahwa perusahaan membayar dividen
lebih kecil apabilapemegang saham pengendali memiliki
leverage hak aliran kas. Sumber daya yang dapat
diekspropriasi untuk memperoleh manfaat privat akan
lebih besar apabila dividen dibagi lebih kecil kepada
pemegang saham.

Leverage hak aliran kas merupakan insentif
untuk melakukan eksproprias melaui dividen. Insentif
tersebut semakin besar apabila pemegang saham
pengendali juga merupakan bagian dari mangjemen.
Denganmemiliki leverage hak alirankasdan jugaterlibat
dalam manajemen, pemegang saham pengendali
semakin leluasa untuk melakukan tindakan yang
menguntungkan dirinya. Keleluasaan mengendalikan
kebijakan perusahaan menjadi daya tarik bagi
pemegang saham pengendali untuk memutuskan tidak
membayar dividen. Apabila dividen tidak membayar,
maka perusahaan memiliki sumber daya yang banyak
untuk diekspropriasi oleh pemegang saham pengendali.

K eberadaan pemegang saham besar, pemegang
saham pengendali kedua, di perusahaan diprediksi
mampu membatasi tindakan ekspropriasi pemegang
saham pengendali. Namun bukti empiris tidak
mendukung dugaan ini. Ada dua kemungkinan
menyebab hal ini. Pertama, jumlah perusahaan yang
memiliki pemegang saham pengendali kedua cukup
kecil, yaitu sekitar 13%. Jumlah yang kecil ini tidak
mampu menunjukkan kekuatan yang signifikan dalam
membatasi tindakan ekspropriasi pemegang saham
pengendali. K edua, adakemungkinan pemegang saham
pengendali berkoalisi dengan pemegang saham
pengendali kedua. Koalis yang terjadi adalah perolehan
manfaat privat bagi semua pemegang saham besar

dengan mengekspropriasi pemegang saham
nonpengendali. Dukungan terhadap dugaan ini terlihat
dari pembayaran dividen yang lebih kecil apabila
pemegang saham pengendali keduaadadi perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Konflik keagenan antara pemegang saham pengendali
dengan pemegang saham nonpengendali merupakan
realitasyang sulit dipungkiri. Hal ini terlihat dari bukti
empirisbahwaleverage hak aliran kas digunakan oleh
pemegang saham pengendali untuk memperoleh
manfaat privat melalui kebijakan dividen. Insentif
melakukan ekspropriasi semakin besar apabila
pemegang saham pengendali juga terlibat dalam
manajemen perusahaan. Namun di sisi lain, hak aliran
kas membatasi tindakan ekspropriasi ini. Pemegang
saham pengendali tidak tertarik mel akukan ekspropriasi
melalui dividen apabilaiamemiliki hak aliran kasyang
tinggi karena tindakan ekspropriasi tersebut dapat
merugikan dirinyasendiri.

Saran

Dua keterbatasan penelitian ini yang dapat dijadikan
perbaikan untuk penelitian selanjutnyaterkait dengan
identifikasi pemegang saham pengendali dan
dokumentasi tindakan ekspropriasi. Identifikasi
pemegang saham pengendali semata-mata dilakukan
melalui identifikas kesamaan namabel akang, kesamaan
alamat rumah, dan adanya hubungan perkawinan.
Identifikasi pemegang saham pengendali dapat
ditingkatkan apabila data yang lebih komprehensif
terkait dengan hubungan keluarga antar-pemegang
sahamtersedia. Selainitu, penelitianini menggunakan
pengujian pembayaran dividen dengan konsentrasi
kepemilikan untuk mengidentifikasi kemungkinan
adanya ekspropriasi tanpa menggunakan data tentang
tindakan ekspropriasi itu sendiri. Pengujian akan lebih
robust apabila data tentang tindakan ekspropriasi
benar-benar tersedia.
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